BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu

Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu

bata tanpa izin di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh faktor sebagai

berikut:

a. Faktor Sumber Bahan Hukum

1)

2)

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai upaya penegakan

hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di

'Kébupatén Bantul yaitu Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta

‘Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan' Bahan Galian

Golongan C dan Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta'Nomor 63

Tahun 2003 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi

Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Baﬁan Galian Goiongan C
di Wilayah Provinsi DIY. -

Perda Kabupaten Bantul yang secara khuéus mengatur tentang
Galian Golongan --C'terutama mengatur-t.en'tang usaha pembuatan

batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul belum ada.

170



171

b. Faktor aparat yang terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap
pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul.

1) Dasar hukum penertiban terhadap pelaku penambangan batu bata
tanpa izin di Kabupaten Bantul oleh Satuan Polisi Pamong Praja
adalah Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun
1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

2) Pelaku penambangan tanah untuk pembuatan batu bata tanpa izin
tersebar di Kecamatan Piyungan, Pleret, Banguntapan, dan Sewon.
Berdasarkan data dari hasil operasi/sidak yang dilakukan Sat Pol
PP Kabupaten Bantul Tahun 2009 tercatat 87 pelaku penambangan
tanah tanpa izin, dengan 14 pelaku telah diberi pembinaan,
peringatan untuk mengurus izin penambangan, penutupan lokasi
pena_mb;dng'an, dan diberi sanksi édministrasi. Dengan demikian

. telah dilaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha
penambahgan batu bata tanpa izin di: Kabupaten Bantul Tahun
2009 tercatat 16,09% dari seluruh pelaku penambangan tanpa izin.

-.c. faktor masyarakat

1) Menambang tanah untuk pembuatan Batu bata bagi masyarakat
.Ka-bu'p'aten Bantul merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun
dilakukan oleh masyarakat.

2) Kebiasaan ewuh pekewuh dan tepo seliro (rasa yang sungkan)
dalam rna_syarakat menyebabkan masyarakat segan untuk menegur,

' mempé_ringatkan, dan melaporkan kepada aparat apabila ada
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tetangga yang melakukan penambangan tanah untuk dijadikan batu

bata tanpa izin di daerah sekitarnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di
Kabupaten Bantul oleh instansi dan aparat penegak hukum/Sat Pol PP

Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan tetapi kurang/behjm efektif.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul.
Menanggulangi permasalahan tentang penambangan Galian
Golongan C terutama pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di
Kabupaten Bantul membutuhkan waktu yang lama dan kerja sama serta
komitmen antara Dinas dan Instansi terkait. Kendala yang muncul dan
dihadapi ]jinas/lnstansi terkait dalam penegakan hukum terhadap i)elaku
usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupatén Bantul adalah seBagai
berikut:

a. Penambangan tanah untuk pembuatan batu bata merupakan
kebiasaan dan mata pencaharian masyarakat sehingga petugas
lapangan sungkan untuk memperingatkan masyérakat secara tegas.

b. Penambangan tanah untuk pembuatan batu bata dilakukan ditanah

miliknya sendiri atau tanah sewa, dan apabila penambangan ini
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dilarang akan menimbulkan kontradiksi karena masyarakat hanya
mendayagunakan tanah miliknya.

. Kesadaran para pelaku usaha pembuat batu bata (termasuk
penggalian Bahan Galian Golongan C untuk tanah liat) dari golongan
kecil/rakyat miskin untuk mengajukan perizinan sebelum melakukan
usaha penambangan sangat rendah.

. Masyarakat Kabupaten Bantul belum menyadari dan peduli terhadap
dampak dari penambangan tanah untuk pembuatan batu bata.

. Penyuluhan tentang dampak penambangan tanah untuk pembuatan
batu bata kepada masyarakat terbentur pada faktor pemahaman dan
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Bantul.

Belum ada koordinasi dan sinergi aﬁtar Dinas dan Instansi terkait
untuk menanggulangi pérmasalahan ini.

. Tidak ada landasan hukum yang kuat untuk menindak para pelaku
usaha pembuat batu bata (termasuk penggalian Golongan C untuk
tanah liat) tanpa izin di Kabupaten Bantul kecuali Peraturan Daerah
Provinsi ngyakarta Nomor 3. Tahun 1994 tentang Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C. |
. Pemerintah Kabupaten Bantul belum membuat kebijakan tentang -
perda yang mengatur secara spesifik tentang Galian Golongan C
terutama pelaku usaha pembuat batu bata (termasuk penggalian

Golongan C untuk tanah liat) tanpa izin di Kabupaten Bantul.
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3. Solusi untuk Menangani Pelakn Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa
Izin di Kabupaten Bantul.
Solusi untuk menangani pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin
di Kabupaten Bantu] harus mampu menjadi alternatif mata pencaharian
bagi para penambang tanah untuk pembuatan batu bata, sehingga para
penambang tersebut dapat dihentikan dan ditanggulangi. Solusi
Dinas/Instansi terkait untuk menangani pelaku usaha pembuat batu bata
tanpa izin di Kabupaten Bantul yaitu:

a. Pemanfaatan lahan bekas galian untuk dijadikan kolam ikan atau-
kolamnisasi, dengan dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.

b. Pelatihan dan pemodalan wirausaha sesuai dengan kemampuan dan
kemauan masyarakat yang pembinaan dan modalnya memerlukan
campur tangah pemerintah.

¢. Mencari bahan baku pembuatan batu bata selain menggunakan tanah
misalnya dengan menggunakan tanah kars hasil bengge_mpﬁran dan
pengeprasan pénggunungan, dengan menggunakan bahan baku abu -
pembakaran, dil.

d. Segera dibuat Perda Kabupateﬁ Bantul yahg mengatur tentang:
penambangan Bahan Galian Golongan C kﬁususﬁya mengatur
tentang pelakﬁ usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten

Bantul.
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e. Sosialisasi secara menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat
tentang dampak negatif dari penambangan tanah untuk pembuatan
batu bata.

f. Sanksi penegakan hukum harus mengandung unsur efek jera bagi
pelaku penambangan, schingga dapat menekan pertumbuhan
penambangan Galian Golongan C tanpa izin dan menumbuhkan
kesadaran warga masyarakat dalam hal pengurusan perizinan untuk
memperoleh surat izin penambangan.

g. Secara berkala dan periodik dilakukan operasi lapangan dan sidak di
seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

h. Mengadakan sosialisasi dan pameran tentang konstruksi rumah yang
hemat batu bata namun tahan gempa seperti model rumah kuno/kayu,
model rumah J_epang; mbdél rurﬁah moderh (didominasi kaca dan

besi), dll.

B. Saran Penulis Penelitian

Saran yang diajukan oleh penulis ini dimaksudkan kepada: -

1. Pemerinta-h Daerah 'I_(abupateﬁ Ba’hﬁll, seyogyanya meninjau kembali
kebijékar_l téntang perlindungan lingkungan hidup terutama dalam hal
pertambangan Galian Golongan C dan segera membuat peraturan daerah
(Perda) yahgv'mengatur tentang Galian Golongan C di wilayah Kabupaten

Bantul.
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2. Pelaku pembuat batu bata tanpa izin untuk segera menghentikan usaha
penambangan tanah yang mengakibatkan rusaknya ekosistem lahan di
Kabupaten Bantul.

3. Masyarakat diharapkan sadar, peduli, dan lebih memperhatikan faktor
keseimbangan antara pendayagunaan sumber daya alam dengan

kelestariannya.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA.

Hari wawancara
Tanggal wawancara :
Tempat wawancara :
Waktu wawancara

Narasumber

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Menurut bapak/ibu/saudara, usaha/kegiatan para pelaku pembuat batu bata
(termasuk penggalian bahan galian golongan c tanah liat)' tanpa izin di
Kabupaten Bantul ini berdampak negatif atau positif terhadap eksistensi
pelestarian lingkungan terutama pelestarian lahan?

Apabila berdampak negatif apa alasanya?
Apabila berdampak positif apa alasannya?

2. Menurut bapak/ibu/saudara, dampak apa saja yang timbul akibat usaha
para pelaku para pelaku pembuat batu bata (termasuk benggalian baﬁan
galian golongan ¢ tanah liat) tanpa izin di Kabupaten Bantul?

3. Program kerja apa saja yang dibuat_ oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
melalui Dinas/Badan/Satuan yang saudara ~ pimpin, dalam upaya

penegakan hukum terhadap pelaku ué_é\hé pérﬁbu_at batu Baté-(termasuk
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penggalian bahan galian golongan c tanah liat) tanpa izin di Kabupatan
Bantul?

4. Apa sasaran utama yang ingin dicapai dari program kerja tersebut?

5. Tindakan apa saja yang telah dilaksanakan untuk mencapai program kerja
tersebut?

6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja
tersebut?

7. Apakah dengan dilaksanakannya program kerja tersebut para pelaku usaha
pembuat batu bata (termasuk penggalian bahan galian golongan ¢ tanah
liat ) tanpa izin di Kabﬁpaten Banttul dapat berkurang secara signitifik?

8. Apakah sudah ada penetapan wilayah penambangan di Kabupaten Bantul?

9. Peraturan/Perda atau kebijakan apa yang digunakan oleh Pemerintah
Daerah  sebagai da_sdf '_penertiban pelaku usaha be’_mbuat batu bata
(termasuk 'penggalian bahan galian golongan c tanah liat) tanpa izin di
Kabupaten Bantul? |

10. Langkah apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum
terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Ké_bupaten Bantul?

11. Menurut saudara, upayé apa saja yang bisa dilakukan sebagai' pengganti
mata pencaharian para pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di

Kabilpaten Bantul?
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DATA ISIAN NARASUMBER

Saya yang tersebut di bawah ini:
Nama

Tempat dan tanggal lahir
Alamat

Agama

Nama instansi bekerja

Jabatan

NIP

Menyatakan bersedia menjadi narasumber dan apa yang saya ungkapkan/katakan
selama proses wawancara berlangsung adalah benar adanya dan dapat

‘dipenanggungiawabkan..

Bantul, 2010

Narasumber,

Nip.
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DATA ISIAN NARASUMBER

Saya yang tersebut di bawah ini,

Nama . MERL GUBAGCYC, ST

Tempat dan tanggal lahir : \\jobj/’\ KARTA , 0 b- 04 _lﬂé l

Alamat : JOTAWANG BPNEUNHAFLJO CewonN , BATL
Nama instansi bekerja : DINAG QuMBER PAYA AL E

Jabatan . KASH PENEAW ASAN  quMBER DANA AIR

NIP : 19610604 198910 | 00 |

Menyatakan bersedia menjadi narasumber dan apa yang saya ungkapkan/katakan
selama proses wawancara berlangsung adalah benar adanya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Bantul, Januari 2010

Narasumber,

S

=
ool ¢

Nip. 19 510604138910 t 201




185

DATA ISIAN NARASUMBER

Saya yang tersebut di bawah ini,

Nama g //Q 5p)/ MM Ledal
WA/ Sz
Tempat dan tanggal lahir : WW » o8 . codave ~
Alsinat : f’u‘“y?’w RT o7 2 &P,i[' f
. /&Mry g » +

Nama instansi bekerja . Brdas %&m e P
. p Ceualom
Jabatan : K fod P PM

NIP

Menyatakan bersedia menjadi narasumber dan apa yang saya ungkapkan/katakan '
selama proses wawancara berlangsung adalah benar adanyé dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Bantul, / - '?bé'wqm QZO/ O

Narasumber, N o
fo 7 2
e .
AR Bty Haek s .
Nip. ;3;;1 oy.u?_ 17% o2} qa.i




10V

DATA ISIAN NARASUMBER

Saya yang tersebut di bawah ini,

Nama : Dpa Ht0ATLG SUGl RAHBEY
Tempat dan tanggal lahir : CANMTUWA | 29 mMareT 1965
Alamat : TAmupiart ¥ O P kuwebent

: TRAREN GGO | BAHTEL
Nama instansi bekerja : Dt Perayiriom
Jabatan p - WAEPAT

NIP : 13030829 199 30% 2002

Menyatakan bersedia menjadi narasumber dah-apa yang saya ungkapkan/katakan
selama proses wawancara berlangsung adalah benar adanya dan ‘dapat

dipertanggungjawabkan.

Bantul,

Narasumber,

_EtParte %u@\ Raragu
Nip. [J6%0%29155 %0% 2002
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DATA ISIAN NARASUMBER

Saya yang tersebut di bawah ini,

Nama :DRS IKAN D AN AN AR

Tempat dan tanggal lahir : L\J(’) G\T)AKA]ZT/,\_ : 17 - 07 -1 E’ bo
Alamat : PerLM PesonNaAlan no. 23,

' Plerer , BaTURENOO  BARNGWD TPy
Nama instansi bekerja c SAT ]7 oL PP lCAB VB T

Jabatan * Purw epala
NIP : «
1960 6717 199203 (003

Menyatakan bersedia menjadi narasumber dan apa yang saya ungkapkan/katakan
selama proses wawancara berlangsung adalah benar adanya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Bantul, 24 _ 55, 2010 .

Narasumbper,

-
-

DRS . KANDIAW A, pamm
Nip. 1960 0717 149203 Joo R




Lampira;i 3. Hasil operasi non yustisi dan artikel tentang pelanggaran perdalkantor Satuan Polisi Pamong Praja

HASIL OPERSI OPERASI NON YUSTISI PELANGGARAN PERDA

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

No. | Hari/tgl.perasi Nama (alamat Jenis usaha Perda yang dilanggar Keterangan
rumah)
1. | Sabtu, 21 Maret | Samsuri (Imogiri) | Penambangan | Perda No. 3 Tahun 1994 Tanpa dilengkapi izin, setelah
2009 ' Tentang Perizinan | diberi pembinaan sanggup
Penambangan Galian | mengurus izin.
Golongan C -
2. | Sabtu, 21 Maret | Suwuh (Imogiri) Penambangan | Perda No. 3 Tahun 1994 Tanpa dilengkapi izin, setelah
2009 Tentang Perizinan | diberi pembinaan  sanggup
| Penambangan Galian | mengurus izin.
Golongan C
3. | Sabtu, 21 Maret | - Jiyono (Imogiri) Penambangan | Perda No. 3 Tahun 1994 Tanpa dilengkapi izin, setelah

2009

Tentang Perizinan

Penambangan Galian

diberi

mengurus izin.

pembinaan  sanggup
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Sabtu, 21 Maret
2009

Kamis, 23 Juli
2009

Kamis, 23 Juli
- 2009

Kamis, 23 Juli
2009

Daryono (Imogiri)

Subagyo
(Yogyakarta)

Mujono (Jetis)

Heri S (J1. Solo
Yogyakarta)

Penambangan

Penambangan
Galian

golongan ¢

Penambangan
galian golongan

C

Penambangan

galian golongah

Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan
Penambangan Galian
Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994
Tentang Perizinan
Penambangan Galian

Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan
Penambangan Galian
Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi sanggup

mengurus izin.

pembinaan

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi

mengurus izin,

pembinaan  sanggup

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi sanggup

mengurus izin.

pembinaan

Tanpa dilengkapi izin, setelah

diberi pembinaan

sanggup
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10.

11.

Senin, 23
November 2009

Senin, 23
November 2009

"S_elaisa, .8
Desember 2009

- Sabtu, 26

Tukijo (Imogiri)

Wigati (Imogiri)

H. Mujiyono

(Banguntapan)

Pujiyanto, S.Pd.

Penambangan
galian golongan

c

Penambangan
galian golongan

c

Penambangan
galian golongan

Penambangan

Penambangan Galian

Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994
Tentang Perizinan
Penambangan Galian

Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan
Penambangan Galian
Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan
Penambangan Galian
Gdlongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

| Tanpa dilengkapi izin, setelah

mengurus izin.

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi

mengurus izin.

pembinaan  sanggup

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi sanggup

mengurus izin,

pembinaan

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi sanggup

mengurus izin, dan menutup

pembinaan

penambangan




191

12.

13.

14.

Januari 2008

© Sabtu, 26

Januari 2008

Sabtu, 26
Januari 2008

Senin, 28
Januari 2008

(Piyungan)

Wawan Widbdo .
(Piyungan)

Sarjono (Piyungan)

Pujiyanto, S.Pd
(Piyungan)

galian golongan

c

Penambangan
galian golongan

c

Penambangan
galian golongan

c

| Penambangan

galian golongan

C

Tentang Perizinan
‘| Penambangan Galian
Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan
Penambangan Galian
Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994

Tentang Perizinan
Penambangan Galian
Golongan C

Perda No. 3 Tahun 1994
Tentang Perizinan
Penambangan Galian

Golongan C

diberi

mengurus izin,

pembinaan  sanggup

Tanpa dilengkapi izin, setelah
diberi

mengurus izin.

pembinaan  sanggup

Tanpa dilengkapi izin, setelah

diberi pembinaan sanggup
mengurus izin.
Telah  diberi  pembinaan,

namun mengabaikan, sehingga
diberi sanksi administrasi Rp
350.000,00




Sumber berita

Hari/tanggal
Halaman- B 8
Kolom :4

: Kedaulatan Rakyat
: Selasa, 19 Januari 2010
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‘ BANTUL EKR) - Banyaknya lahan pertanian di Bantul yang digali
dan diambil tanahnya sebagai bahan baku pembuatan batu bata
‘berdampak merusak lingkungan. Karenanya perlu dibuatkan per-
aturan daerah (perda) baru sebagal landasan merigatur gallan golong-

an C.

. Selama ini dasar yang ja-
di acuan, pengaturan galian

golongan C, Perda Provinsi . -
'No 3 Tahun 1994, Padahal-
| “perda tersebut dinilai tidak

relevan dengan kondisi di
lapangan dan perlu segera

. diregulasi sehingga dasar'

hukumnya kuat.
Penegasan itu disampai-

*kan Kepala Seksi (Kasi)

Penegakan Perda Satuan.;

Polisi Pamong Praja (Sat
Pol PP) Bantul, L Wahyu
Priyanto SH, kemarin. -

Selama ini yang dijadikan

acuan dalam pengaturan

" penggahan golongan C per-

da provinsi.
“Adanya perda baru 1tu

untuk memudahkan kami
selaku pgnegak perda da-

lama i ini dasar kami sangat'

"'.perda prOme itu,” terang

_ ngontrol banyaknya lahan

~-

lam memberikan penger-
tian kepada masyarakat, se-

Iémabh, bila hanya mengacu

Wahyu.
Perda bart itu sebagai pe-

pertanian atau pekarangan
yang selama ini diambil
tanahnya. Padahal lahan

: hngku.ngan “Setiap 1.000

berdampak menurumiy '

i ! |

tersebut sangat subur, “Ma-
kanya dengan adanya perda
yang baru itu akan memu-
dahkan kami dalam pence-

gahan penggalian tanah ge--
cara tidak teratur, karena -

itu sangat merusak- ling-
‘kungan,” ujar Wahyu,

| Ia mengatakan, banyak-
' nya warga mélakukan peng- i g
- galian lahan pertanian stau “toritdms ‘3

pekarangan sebagai bahan’

tar 10 f,ahun untuk pulih, *
Dampak - yang palmg
membaha aka

baku’bata merah merusak b

meter kubik galian, akan. teradi

Permukaan tanah seki




Sumber berita
Hari/tanggal
Halaman

Kolom

: Kedaulatan Rakyat

: Jumat, 8 Januari 2010
14

: 6-8

" SEMPAT DISTOP WARGA

Penambangan Tanah Urug Dilanjt

193

e T E——

BANTUL (KR) Setelah

sempat - dikientikan warga
karena dianggap akan me-
rusak lingkungan, kegiatan

'penambangan tanah urug di

Suren Pleret, Kamis (7/1),
kembali dilanjutkan. Kare-
na izin dari Dinas Sumber
‘Daya Alam (SDA) Kabu-
pater, Bantul, turun pada

Rabu (6/1) sore. Sebelumnya -
. juga tenadJ kesepakatan an-
tara warga dengan Mujiyo-

no selaku pemilik usaha pe-
nhambangan.

 Kepala Bidang Sumber

Daya Air Dinas SDA Kabu-
paten Bantul Iswahyu Har-
dani SH, kemarin, membe-
ndrkan pihaknya telah

- memberikan izin penamban-

gan di Suren Pleret. Iswah-

yudi mengaku, saat masya-

rakat menghentikan kegiat-
an -penambangan tersebut

‘izin memang belum jadi,

karena masih dalam proses.
Penggunaan alat berat ha-
nya diizinkan selama 3 hari.

Sedangkan Kasi Penegak |

~ Perda Satpol PP Kabupaten

Bantul L Wahyu Priyanto bangan liar atau penam-




Samber berita : Kedaulatan Rakyat
Hari/tanggal : Kamis, 7 Januari 2010
Halaman 0 4

: 3-8

BANTUL

merusak jalan masuk ke Suren dan merusak e
lokasi penambangan. :

I (KR) - Penambangan tanah urug di areal pekarar-l'gan Apen_duduk
Dusun Suren Pleret Bantul yang ditangani perusahaan milik Mujiono (52) warga | '
Banjardadap Potorono Banguntapan, Rabu (6/1), dihentikan warga. Hal itu karena § Suren sudah berjalan be-

penambangan tanah urug yang menggunakan- alat berat atau bego tersebut bakal
osistem atau lingkungan sekitar

kuhan Suren, maka sekitar
200 warga Suren Rabu pagi
menutup jalan menuju
Suren dengan palangan
kayu dan meminta pemilik
usaha penambangan segera
membawa pergi ‘bego’ yang
sudah berada di lokasi pe-

' nambangan.

Menurut warga, kegiatan
penambangan tanah urug di

berapa pekan dengan meng-
gunakan alat tradisional.
Tapi Rabu pagi, pihak pemi-
lik penambangan menda-
tangkan alat berat atau bego
sehingga mengejutkan war-
ga yang kemudian meng-
gelar aksi menutup akses

jalan menuju lokasi penam- .

bangan.

Dengan adanya aksi war-
ga tersebut, petugas dari
Polres Bantul, Muspika

- Untuk mencegah rusak-
“nya lingkungan di pedu-

paten Bantul segera men-
datangi lokasi untuk mela-
kukan pengamanan. Kasi
Penegakan Perda Satpol PP
Kabupaten Bantul L Wahyu
Priyanto SH juga segera me-
manggil Mujiono selaku
pemilik usaha penambangan
di Suren tersebut. .
Setelah diberi penjelasan

dan untuk upaya keamanan |

dirinya, pihak pemilik pe:
nambangan hersedia meng-
hentikan kegiatan penam-
bangan dan bersedia datang

‘ke Kantor Sat Poi PP Bantul

Kamis (7/1) hari ini, untuk
memberikan  keterangan
tentang usahanya menam-
bang tanah urug di Suren.
Menurut Wahyu Priyanto
SH, usaha penambangan
tanah urug yang termasuk
penambangan golongan C

yang dilakukan oleh Muji-:

yono di Suren ini memang

194

belum ada izinnys, sehingga
termasuk pelanggaran Per-
da Provinsi DIY No 3 tahun
1994 tentang galian penam-
bangan golongan C. Karena
belum' punya izin, pemi-

" liknya dapat diancam hu-

kuman denda maupun hu-
kuman kurupgan sesui
pasal yang diatur dalam
Perda No.03 tahun 1994

tersebut.

Sementara Ny Mardinah
pemilik tanah yang ditam-
bang menjelaskan, bahwa
tanahnya yang status tanah
pekarangan seluas 2.103 me-
ter persegi telah dijual kepa-
da Muyjiyono dengan kesepa-
katan harga Rp 180 juta.
Tapi sampai saat ini baru
dibayar Rp 120 juta, Pihak-
nya tidak tahu kalau tanah
yang dijual itu akan dipakai
untuk usaha penambangan
tanah urug. _‘
(Jdm/R-5)-¢




Sumber berita
Hari/tanggal
Halaman

Kolom

: Kompas

: Kamis, 7 Januari 2010
B
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'BANTUL, KOMPAS — Puluh-
| an warga Dusun Suren, Desa Ple-
ret, Bantul, memblokir jalan ak-
ses truk-truk pengangkut tanah
yang ditambang di sekitar dusun
mereka, Rabu -(6/1). Mereka
memprotes aktivitas penambang-
an yang dilakukan pemilik lahan
karena mengancam lingkungan
dan mengganggu kenyamanan
warga,

Mardi (60), seorang warga, me-

sudah melarang penambangan,
tetapi tidak digubris pemilik la-
han. “Mereka sudah menambang
sejak November. Karena tidak
mau diingatkan, terpaksa kami
turun memblokir jalan” kata
| Mardi.
.Penambangan tanah telah
|| mencapai kedalaman 1 meter
‘| pad: lahan seluas 2.103 meter
persegi. Karena pemblokiran ini,
Satuan Polisi Pamong Praja Ban-
tul (Satpol PP) dan aparat kepoli-
lsian menghentikan aktivitas pe-

hoe,

“Penggalian ini ilegal dan me-
nyalahi aturan. Tidak boleh pe-
nambangan di lokasi permulkim-
an, dan kedua tidak mengantongi
izin,” Wahyu Priyanto, Kepala
§Seksi Penegakan Peraturan Dae-

rah Satpol PP Bantul,
- & Wahyu mengatakan, penam-

- jawabkan akvitas tersebut. Yang

ngatakan, sejak awal, masyarakat

nambangan dengan menyita back -

NI ———-
bang adalah seorang pengusaha
bernama Mujiono, warga Desa
Potorono, Banguntapan, Bantul, |
"Pelaku akan kami panggil ke |
kantor untuk mempertanggung- -

bersangkutan dijerat perda soal
penambangan dengan denda Rp*
50.000 atau kurungan tiga bulan,”
paparnya. :

Mardiyah, pemilik tanah sebe-
lum dibeli Mujiono, mengatakan,
tanahnya memang sudah dijual
dengan harga Rp 180 juta. Na-
mun, yang bersangkutan belum
melunasinya. “Saya tidak tahu ka-
lau ternyata tanahnya digali. Ka-
lau tahu seperti itu, mungkin ti-
dakakan saya jual,” katanya.

Penambangan pekarangan itu
Jjugabanyak dilakukan warga ter-
utama untuk bahan pembuatan
batu bata. Akibatnya, banyak ce-
kungan tanah yang muncul dan
dibiarkan rusak. Hal tersebut ba-
nyak terjadi di Kecamatan Pleret,
Piyungan, Banguntapan, Sewon,
dan Jetis.

“Kami belum memiliki aturan
tegas soal penarabangan di lahan
pekarangan. Selama ini juga be-
lum ada tindakan tegas karena ak-
vitas mereka menyangkut soal
perut. Kalau kami terlalu tegas,
dikhawatirkan muncul gejolak
dari masyarakat,” papar Wahyu.

(ENY)

S ———

e P p—
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Sumber befi_ta‘ |
Hari/tanggal .'

Halaman

Kolom

&

: Harian Jogja

: Rabu, 9 Desember 2009
: 17

: 3-6

81@1!\&'&, para . pe- namun Wa men
nambang Aebj.‘\ duli:. me(nbeli “dan menutup - usahammpm

thilik petani, lantas area _bangen mereks hingga bi
‘imdigauunmkmendapw(an- nunju 7in

mum DIY No3/1997' mbanga
Per dl R e
{ Bahan Galiah Golongan C, di Opak,Pleret h

196



197

Sumber berita : Kedaulatan Rakyat |5

. tS
Hari/tanggal : Rabu, 9 Desember 2009
'Halaman :5 '

Kolom : 3-8

mztemmtbeibedamqmmizmupw
8" pleh i Pet Satuan Polisi’ Pamong
(8/12),&@1338

Batgem e tamah e g B
i Sem@tamgmmwnnse-« ambﬂpammgr'hmhﬁelu ;
._lahlpemﬂiktannhmta as 1.200 metar-persegi ini;"
kan, .tidak ada.. kerugmn kataMlmono,mﬂiknyn,aana
wyang ~diderita; 'masyarakaf ‘bukan milik warga. Tetapi ia:
 akibat penanibangan yang .mengakui, pengerukan de-_;-
dilah:kamhmenilm,apa -ngan:alat berat sejsk satu
ngwnm mnggulaluuutadakmem,

,terhadaé' mercka mn ..

barus ;;';_,maemutu dmﬂ““‘“f"
i Samber D Kt
uk go- . Wabyu: ila penamhangan ,
ada_wirga .yang sméraa | na.ini tanah: milk saye, | | peWabyl ﬁﬁmuﬁnmmm;
dirvglkan,”terang Mugiona, . tetapi kalau harus cari izin yang pelanggarstoren joga farun, -, (B-SCan)n




Suniber berita

Hari/tanggal
Halaman :5
Kolom :4-8

: Kedaulatan Rakyat
: Sabtu, 21 November 2009

: BANTUL (KR) Seba.nyak & orang yang

‘didtiga melakukan penambangan di daerah
! terllgang di sebelah timur Jembatan Kretek

‘ terjaring razia yustisi yang digelar petugas

‘Satuan - Polisi Pamong P"aJa (Sat ol PD).

,Ba‘ntul, Jumat (20/11).

> Delapaﬁ warga tersebut

semua berasal dari Pundong.
:Mereka kemudian dibawa ke
‘Kantor Sat Pol PP untuk di-
.data sebelum disidangkan di
‘Pengadilan Negeri (PN) Ban-
tul 3 Desember mendatang.
Dari lokasi penertiban itu
petugas mengamankan dua
diesel penyerap pasir, milik

penambang

Kepala Sat Pol PP Bantul

Kandlawan NA diaampingi

Kasi Penegakan Perda L
Wahyu Priyanto SH men-
gatakan, operasi yang di-
lakukan berdasarkan lapo-
ran warga sekitar Jembatan
Kretek. Warga mengzlubkan
adanya panambang pasir di

lokasi yang selama ini dila- |,
rang d*nmbil pasirnya. Para !
. penambang -, kata Kan- }
dlawan melanggar Perda No !

16 'I‘ahun 2003 ’Ibntang
Larangan Penambangan d1

Zone 'Ibrlarang

Sesuai Perda, di daerah itu
.(tlmupajembatan-red) bila ;
ada warga yang menambang
harus zjarak 500 meter
dari jembatan. S araf yang
lain, penambang tidak diper-
bolehkan  menggunakan
mesin untuk mengingkat
pasir dari dasar sungai.
Sedang pada kenyataannya,
para panambang yang terke-
na razia itu melakukan pe-

nambanganbanya sekitar 50 _

! meter dari jembatan. Sedang
 bagi warga yang melakukan

- penambangan di bawah jem-*

batan atau d1 hlhr harus ber-

Jarak 1. 000 meter. ”Itu se-
mua sesuai dengan aturan
yangborlaku sedrn 'rmerel a

1

: yang *erjaring kes o > enl
§ tar 50 meter Umtu S?b\
Jembatau tidak hanya ILL.
mhereka juga - dilenigkapi-
mesin dan itu jelas melang-
gar,” ujar Kandiawan.

Ketika melakukan pener-
tiban sempat timbul kete-
gangan antara petugas dan
panambang. Keributan di-
picu oleh tindakan petugas
yang membawa dua mesin
milik penambang. Mereka
tndak rela mesin dieselnya di-
a.ngkut petugas. Kendati
mendapat penota.kan petu-
gas tetap ngotot membawa

e b

dua mesm'dlesel ‘ke Kantor ’

‘an scrta dam atau bangunan

Sat Pol PP.- .

. Daerah yang dxlaranw un-

tuk  Aitambae pasirnya
i1lah, sekitar talud, jembat-

vital. Warga - ydng -mela-,
kukan penambangarn harus
sesuai dengan jarak yang di-
tentukan.

"Kandati penambang su- |
dah memenuhi syarat ma-
salah jarak, penambangan
pasir menggunakan mesin
berat dilarang keras,” tam-
bahnya, Bila itu dibiarkan
tidak menutup kemung-
kinan warga yang ]am mrut
melakukan penambangan )
(M-B):'.




Sumber beérita
Hari/tanggal
Halaman

Kolom

: Harian Jogja
: Sabtu, 21 November 2009
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Oleh deuh S'ety«i)rio
HARIAN JOGJA

KRETEK: Satuan Pollsi Pamong
Praja (Satpol PP) Pemkab Bantul,
Jumat (20/11), mengdeiar ra~ia ter-

beroperasi di Sungai Opak, Parang-
tritis, Ilretek, Bantul. -

nyita dua mesin penyedot pasir milik para
penambang. Razia dilakukan karena para

térlarang.

da, Kantor Satpol PP Bantul, Wahyu Pri-
anto menjelaskan, razia dilakukan sc-
" telah Satpol PP menerima laporan dari

Sungal Opak, Parangtritis. “Mereka ter-
-bukti bersalah melakukan penambangan
di area terlarang yang sudah ditetapkan
| Perda No.16/2003,” jelasnya.

. hadap penambang pasir llegal yang |

Dalam razia yang digelar, petugas me- |

penambang rekat beroperasi di kawasan

Kepada wartawan, Kasi Pchegak Per- §

nx@yaraka_t tentang adanya aktivilas pe- }
nambangan pasir di kawasan terlarang di §

]—— Sebanyak delapan penambang yang
' melakukan penambangan langsung dira-
zia dan diperiksa oleh petugas. Saat dira-
zia, mereka kedapatan sedang menam-
bang pasir di dekat jembatan Sungai
Opak dengan jarak kurang dari 50 me-
ter ke arah huw. Padahal sesi'ni dengan
Perda, kawasan di sekitar jeinvatan atau
baigunau viwal lainnya dilarang terdapat
aktivitas penambangan. -

“Dalam Perda di: *ur, radius 500 meter
ke hulu dan 1.000 meter ke hilir merupa-
kan kawasan terlarang. Namun delapan
penambang itu tetap nekat menambang
pasir,” lanjut Wahyu.

Selain mengamankan dua mesin
dizsel yang digunakan untuk menyedot
pasir, petugas juga mengamankan KTP
penambang serta memintai keterang-

an mereka. Menurut Wahyu, sebagian
besar diketahui merupakan warga
Bantul. . :

Dijadwalkan, para penambang ini
akan disidangkah di PN Bantul pada 3
Desember 2009 mendatang, Jika terbuk-
ti bersalah, sesuai dengan Perda, mereka
akan didendz maksimal Rp50 juta.




Sumber berita
Hari/tahggal_: | _
Halaman - 29
Kolom  :4

: Kedaulatan Rakyat
'+ Sabtu, 20 November 2009

Delapan warga ‘tersebut
semua berasa) dari Pundong.

Mereka kemudian dibawa ke

| Kantor Sat, Pol PP untuk di-

data sebelum dxsxdangkan di.

‘Pengadilan Negeri (PN) Ban-
tul 3 Desembér mendatang.
Dari lokasi penerttban itu
petugas mengamankan dia

diesel pehyerap pasir. mxhk :

penambang
Kepala Sat Pol PP Bantul,

, BANTUL (KR) Sebanyak 8 orang yan

diduga melakiikan penambangan di daerah
terlarang di sebelah timur Jembatan Kretek
terjaring razia yustisi yang digelar petugas!
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
. ‘Bantul Jumat (20/11).

diawan melanggar Perda No

Kandxawdn NA didampingi
Kasi Penegakan fPerda L

Wahyu Pnyanto SH men-|"

gatakan,. operasi yang di-
lakukan berdasarkan lapo-
reh warga sekitar Jembatan
Kretek. Warga mengeluhkan
adanya panambang pasir di
lokasi yatig selama ini dila-
rang diambil pasirnya. Para
penainbang itu, kata Kan-

200

16 Tahun’ 2003 'i‘entang
La.rangan P.enamba.ngan di
Zone Terlarang

Sesual Peérda; d1 daerah itu
(timuf jembatan-red), hila
ada warga yang menamhang
harus hetjarak 500 meter
dari jembatan. Syarat. yang

lain, pénambang tidak diper-

bolehkan ‘menggunakan
mesin untuk mengangkat
pasir dari dasar sungai.

Sedang pada kenyataannya, panambang. Keributan di- salah jarak, penambang'an-w
para‘panambang'yang terke-  picu oleh tindakan petugas pasir menggunakan mesin
na razia itu melakukan pe- yang membawa dua mesin berat dilar ang keras,” tam-
nambangan.hanyasehtarw milik penambang. Mereka babnya. Bila itu dibiarkan
meter dari jembatan, Sedang  tidak rela mesin dieselnyadi- tidek menutup kem'uﬁg’?-
bagi warga yang melakukan angkut petugas. Kendati kitnan warga yang lain turtt
penambangan di bawah jem- mendapat penolakan pelu- meiukukan penambangan..‘. :
batan atau di hilir, harus ber- gas tetap ngotot menibawa OME-B)35

jarak 1.000 meter. "Itu se-

mua sesuai dengan aturan
yang berlaku, sedang mereks
yany teijaring kemarin, sl
tar 50 metm tirau~ sn
jembatan, tidak hé
mereka juga dilei

Seapi
mesin dan itu jeld% mel ang-
gar,” yjar Kandiawan,

Ketika melakukan pener-
tiban sempat timbul kete-

. gangan antara petugas dun

dua mesin diesel ke Kani
Sat Pcl PP, '
Dazrah vang dxlaran;, un
11 ; mhang paqxrnyé
el utar talud, jembat-
iy ngta dam atau ‘bangunan
i {:al \’arga yang mela-
kukat: penambangan harus
sesuai dengaii jarak yang di-
tentukan.
"Kandati. penambang su-

dah memenuhi syarat - ma




Sumber berita : Kedaulatan Rakyat
Hari/tanggal : 9-9- 1009 |
Halaman' : 8
Kolom 1 4

R
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Menurut Kepala Satpol PP

Bantul Drs RM Kandiawan _‘di-
dampingi  stafnya  Wahyu
Priyanto dan Y Sunarno, pe-
nambangan pasir di Kliringan

| tersebut merupakan tindakan
melanggar Perda DIY No 8 Tahun

- BANTUL (KR) Areal penambangan pas1r dan kenkﬂ
| lar di pinggiran aliran Sungai Opak Pedukuhan Kmngan
“Canden Jetis Bantul, Sabtu (12/9), ditutup oleh petugas
‘Satpol PP Kabupaten Bantul: Enam penambang yang selu-
ruhnya warga Kliringan, diperiksa .di Kantor Satpol PP
Bantul untuk menjalani proses yustisi dan akan d1aJukan ke

| Pengadilan Negeri (PN) Bantul.

1994 dan Perda Bantul No 16
Tahun 2003 tentang pengambﬂan
pasir dan batu kerikil di daerah
pesisir. Mereka dapat diancam
denda ‘maksimal Rp 50 juta, ku-

. kuman nummal 3.bulan maks1-

mal 6 bulan kurungan

vl

. Areal penambangan pas1r di.
Khrmgan berada di Kawasan iri-

| gasi dan kawasan tanggul penga- :
,’ man banjir di pinggiran Sungai |
Opak Sehingga kegiatan - pe-

[ ‘tanggul dan aliran sungai dan ;

. kapi: dengan perizinan sesuai
Perda-DIY no 3 tahun 1994 dan §

.- Perda Bantul no 16 tahun 2003. -

Bahkan sebagian tanggul di
kawasan kegiatan penambangan

| pasir dan kerikil tersebut sudah :
t Jebol Penambangan pasu dan"

- nambangan tersebut merusak ‘;

mereka melakukan penambang- |
an pasir dan kerikil tidak dileng-

i kerikil di Kliringan sudah mulai
i sejak pasca gempa Bantul bebera- -

; pa tahun’ lalu. Karena eg1atan
 tersebut pernah i

i lisasi dan peringatan lis an':a'.'gaz"

Opak tersebut. . .

Tapi ternyata hmgga sekarang ‘
kegxatan penambangan pasirdan-
kerikil di Kliringan tersebiit masth
.+ berlanjut. Sehingga ‘senipat mere-’
seshkan masyarakat lain yang.

tersebut, kemudian masyarakat
, melapor ke Satpol PP Bantul

thentlkan kgglatan penambang-«
-an di’ ‘pinggiran .aliran sungal 2

tinggal di kawasan penambangan |

- Keresahan dai laporan masyara.

kat langsung dltmdaklamutl petu-

.~ gas Satpol PP Bantul yang kemu-
~idian ‘areal penamba.ngan pasu-

tersebut ditutup.. .
Satpol PP Bantullkun Juga me-
lakukan pengawasal dap _

L areal atau lokasi- yah ‘di gu-
“nakan penambangan je

c, termasuk pasir, ‘tanah -‘-dan
kerikil, Agar eg

-.nambangan pasir-dan‘sejenisnya |

tidak merusak l;ngkunganv




Lampiran 4 Peta Wilayah Kecamatan.

PETA KECAMATAN PIYUNGAN
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PETA KECAMATAN PLERET




204

PETA KECAMATAN SEWON
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PETA KECAMATAN BANGUNTAPAN
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PREQIDEN |
REPUBLIK 'hﬁ&ﬁzsin

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLiK INDONESIA, .

Menimbang:
a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka
pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode
yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukanan peraturan
perundang-undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum
perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan
terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum
ketatanegaraan Republik Indonesia; A
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukanan Peraturan Perundang- undangan;

Mengingat:
Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REP?JagLIK INDONESIA
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalanﬁ Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah prases pembuatan Peraturan Perundang-

undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,
~ perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebariuasan.
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(2) Peraturan Perundang-undangan adaiah peraturan tertuiis yang dibentuk oleh iembaga negara
atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

(3) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

(4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

(8) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undarigan yang ditetapkan oleh Presiden
untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

(6) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.

(7) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan
rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

(8) Peraturan Desafperaturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(9) Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-
Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

(10) Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan
Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

(11) Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perandang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia, Berita Negara Republik
Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

(12) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Pasal 3

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam
Peraturan Perundang-undangan. ' , '

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia/

(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberiakuannya. _

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini me]iputi _Undang-
Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. _

BAB #i
ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan
Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi: '

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c¢. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; '

d. Dapat dilaksanakan; _ :

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan; dan '

g. Keterbukaan.
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Pasal 6

(1) Materi Muatan Peraturan Perandang-undangan mengandung asas

a. pengayoman;

b. kemanusian;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.

|- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat
berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan ymg bersangkutan.

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama
dengan gubemur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
bersama bupatifwalikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama
lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desalperaturan yang setingkat
diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB il
MATERI MUATAN -
Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undarg berisi hal-hal yang:
a. mengatar lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang meliputi:
1. hak-hak asasi manusia;
2. hak dan kewajiban warga negara
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagvan kekuasaan negara;
4. wilayah negara dan pembagian daerah; _
5. kewarganegaraan dan kependudukan;
6. keuangan negara,
b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untak diatur dengan Undang-Undang.
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Pasal 9

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-
Undang.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi
untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Desalyang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan
urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi.
Pasal 14

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan
Daerah. A '

BAB IV
PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Pasal 15 -

(1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional.
(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Pasal 16 '

(1) Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

dikcordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
. yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan

oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri

yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
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BAB V
PEMBEINTUKAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagaian Kesatu
Persiapan Pembentukan Undang-Undang
Pasal 17

(1) Rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Pewakilan Rakyat, Presiden, maupun
dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.

(2) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(3) Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan
undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.

Pasal 18

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang
berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 19

(1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. .

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat digjukan oleh
Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 20

(1) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden
kepada pimpinan Dewan Perwzkilan Rakyat.

(2) Dalam surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara lain tentang
menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang
di Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam jangka waktu paling Imnbat 60 (enam puiuh) hari sejak surat Presiden diterima.
(4) Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri
atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut
dalam jumlah yang diperiukan. '

Pasal 21
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(1) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan
dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden.

(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama
Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan persiapan pembahasan
dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan cleh
instansi pemrakarsa.

Pasal 23

Apabila dalam satu masa sidang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikan rancangan
undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang
yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan rancangan undang-undang yang
disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Persiapan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 25

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.

(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

(3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat,
maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat,
maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan
tersebut. , :

Bagian Ketiga
Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 26
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Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubemur, atau
bupatiiwalikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari
gubemur atau bupatifwalikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 28

(1) Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau
alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 29

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubemur atau bupatifwalikota
disampaikan dengan surat pengantar gubermnur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan
rakyat daerah oleh gubemur atau bupati/walikota.

(2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah
disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupatifwalikota.

Pasal 30

(1) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan peryyakilan rakyat daerah
dilaksanakan oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. A

(2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota
dilaksanakan olah sekretaris daerah.

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang, gubemur atau bupatiiwalikota dan dewan perwakilan rakyat daerah
menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah
rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan
rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubemur atau bupati/walikota digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan.

‘ BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 32

(1) Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. o

(2) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat den daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan Dewan Perwakilan
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Daerah.

(3) Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat yang khasus menangani bidang legislasi.

(4) Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh komisi yang membidangi materi
muatan rancangan undang-undang yang dibahas.

(5) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat
pembicaraan.

(6) Tingkat-tingkat pembicaraan sebegaimana dimaksud pada ayat (S5) dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi
dan rapat paripurna.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 33

Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan Dewan Perwakilan Daerah akan dimulainya pembahasan
rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 34

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 35

(1) Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden.

(2) Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertip Dewan Perwakilan
Rakyat. v

Pasal 36

(1) Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan
pembahasan rancangan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang. -

(3) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat
maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan
tersebut.

Bagian Kedua
Pengesahan
Pasal 37
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(1) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan
menjadi Undang-Undang.

(2) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disahkan oleh Presiden
dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden.

(2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani
oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang
tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang
dan waijib diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
kalimat pengesahannya berbunyi: UndangUndang ini dinyatakan sah berdasarkan, ketentuan Pasal
20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Repuiblik Indonesia Tahun 1945.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan
pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum Pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 39

(1) Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang.

(2) Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan
peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. '

(3) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-
Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB Vil
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 40

(1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh
dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubemur atau bupatifwalikota.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat
pembicaraan.

(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang
legislasi dan rapat paripurna.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. '

Pasal 41
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(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh dewan
perwakilan rakyat daerah dan gubemur atau bupati/walikota.

(2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan
persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubemur atau bupati/walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur
dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 42

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah
dan gubemur atau bupatiiwalikota disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah
kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 43

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh gubemur
atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan
rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota.

(20 Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani cleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah
tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan
pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerals ke
dalam Lembaran Daerah.

BAB Viii
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 44

(1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik
peryusunan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan sebagaimara dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pengundangan
Pasal 45

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan
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menempatkannya dalam
a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
b. Berita Negara Republik Indonesia;
c. Lembaran Daerah; atau
d. Berita Daerah.

Pasal 46

(1) Peraturan Perandang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, meliputi:
a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden mengenai:
1. perigesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan
internasional; dan
2. peryataan keadaan bahaya.
d. Perataran Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(2) Peraturan Perandang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 47

(1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perandang-
undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-
undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh menteri yang
tugas dan tanggung Jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan

Daerah.
(2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam

Berita Daerah.
(3) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh
sekretaris daerah.

Pasal 50
Peraturan Perandang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kek_uétan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penyebarluasan
Pasal 51

Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam
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Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik indonesia.
Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 53

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau
pernbahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubemnur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan
kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus
berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik indoriesia atau Berita
Negara Republik Indonesia oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitang sejak diundangkannya Undang-
Undang ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubemur, Keputusan Bupati/walikota, atau
keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah
ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca peraturan, sepanjang tidek bertentangan dengan
Undang-Undang ini. .

Pasal 57
Pada saat Undang-Undang int mulai berlaku maka:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1850 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan
oleh Pemerintah Pusat,
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b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-
Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita
Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini;
dan

c. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1
Noyember 2004.
Agar sedap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2004

PRESIDEN REPUBLIK 1NDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 juni 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 53.
Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESTA

Menimbang : 2. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah  sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemcenntahan dacrah, yang mengatur dan mengurus sendin
urusan pemermtahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
darahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalu  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, scrta peningkatan daya saing dacrah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Tndonesia;

. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemenntahan daerah
pedu ditingkatkan dengan lebth memperhatikan aspek-aspek hubungan
antar susunan pemerintahan dan antar pemernintahan. daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertar
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah

dalam kesatuan sistem penyclenggaraan pemerintahan negara;
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c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan

=

Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan

tuntutan penyclenggaraan otonom dacrah schingga perlu digant;

. bahwa berdasartkan pertimbangan pada humf a, huruf b, dan hunuf ¢

perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemernintahan Dacrah;

. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal

21, Pasal 22D, Pasal 23F. ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4),
Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 ‘l'ahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bessih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Neponsme (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

. Undang-Undang Nomor 17 lahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘l'ahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Ncegara Republik Indoncesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan T.embaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4310);

220
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5. Undang-Undang Nomor 1 Iahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘I'ahun 2004 Nomor 66, ‘I'ambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DUEWAN PERWAKILAN RAKYA'I' REP UBLlK lNDONL‘ZSlA
dan
PRLSIDEN REPUBLIK INDONLSIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indoncsia yang memegang kckuasaan pemenntahan negara
Republik Tndonesia sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah  adalah  penyelenggaraan urusan
pemerintahan  olech pemenntah dacrah dan DPRD  mcenurut  asas
otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia "I'ahun 1945.

. Pcmenintah dacrah adalah Gubernur, Bupati, atau  Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DDPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan  kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendin urusan pemernintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut  daerah,  adalah  kesatuan
masyarakat hukum yang mémpunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sctempat menurut prakarsa seadin berdasatkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan  oleh

Pemernintah kepada dacrah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

Pemcerintah kepada Gubcernur scbagar wakil pemerintah  dan/atau

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,

. Tugas pembantuan adalah penugasan darn  Pemerintah  kepada

daerah dan/atau desa dart pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemenintah kabupaten kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas terteatu.

Peraturan daerah selanjutnya disebut  Perda adalah peraturan
daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan kepala daerah adalah peraturan  Gubernur  dan/atau
peraturan Bupati/Walikota.

Decsa atau yang discbut dengan nama lain,  sclanjutnya  discbut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemcenntahan Negara
Kesatuan Republik Indoncsia.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah
adalah suatu sistem pembagian keuingan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka
pendanaan  penyclenggaraan  desentralisasi, dengan mempertim-
bangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

223
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21. Komist Pemilihan Umum Daerah vang selanjutnya disebut KPUD

adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota scbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diben
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan
pemilithan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi
dan/atau kabupaten/kota.

22. Paniia Pcmilihan Kcecamatan, Panitia  Pemungutan  Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat
kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka
meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan visi, misi, dan

program pasangan calon.

Pasal 2

(1) Ncgara Kcesatuan Republik Indoncesia dibagi atas dacrah-dacrah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur
dan mengurus sendin urusan pemenntaban menurut asas otonomi
dan tugas pembatuan.

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan

yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan
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Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya  disebut

APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dacrah yang

diterapkan dengan peraturan daerah.

. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Belanja dacrah adalah semua kewajiban dacrah yang diakui scbaga
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pembiayaan adalah settap  penerimaan yang  perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan ditenima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang  mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dan pihak lain schingge dacrah terscbut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam  provinsi dan/atau
kabupaten/kota  yang ditetapkan  oleh Pemberintah untuk
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus
bagi kepentingan nasional.

Pasangan calon kepala dacrah dan calon wakil  kepala  dacrah
yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasingan calon
yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah
dan wakil kepala daerah.
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya

saing dacrah.

Pemenntahan  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan
pemerintahan daerah lainnya.

Ilubungan scbagaimana dimaksud pada ayat  (4) mclipun
hubungan wewcenang, kcuangan, pclayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
ITubungan wcwcenang, kcuangan, pclayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan
administrast dan kewilayahan antar susunan pemenntahan.

Negara mengakui dan menghormati satuan-saman pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
adalah: .
a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah

provinsi dan DPRD provinsi;

226



©

b. pemenntahan daerah kabupaten/kota vang terdiri atas pemerintah
dacrah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas

kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB 11

PEMBENTUKAN DALLRAH DAN KAWASAN KHUSUS :

®

@

)

“

Bagian Kesatu
Pembentukan Daerah

Pasal 4

Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
ditctapkan dengan undang-undang

Undang-undang pembentukan daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas
tbukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan,
penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD,
pengalithan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, scrta
perangkat daerah.

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau
bagian daerah yang betéandingan atau pemekaran dari satu daerah
menjadi dua daerah atau lebih.

Pemckaran dan satu dacrah menjadi 2 (dua) dacrah  atau  Iebth
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapat
batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.
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Pasal 5

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus
memenuhi syarat administratif; teknis, dan fisik kewilayahan.

(2) Svarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
provinst meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
Bupati/Walikota yang akan mcnjadi cakupan wilayah provins,
persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi
Menten Dalam Negeri.

(3) Syvarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota
dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persctujuan  DPRD
provinsi. dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negent.

(4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  meliputi
faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup
faktor kemampuan ckonomi, potensi dacrah, sosial budaya, sosial
politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan
faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling
sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan
paling scdikit 5 (lima) kccamatan untuk pembentukan kabupaten,
dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon

ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.
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Pasal 6

(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah
yang bersangkutan ndak mampu menvelenggarakan otonom  daerah.
(2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah
melalut proses evaluas: terhadap penvelenggaraan pemenntahan daerah.
(3) Pcdoman cvaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur  dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
(1) Penghapusan dan penggabungan dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian

nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan »

ibukota yang tidak mengakibatkan peughapusan suatn  daerah
ditetapkan dengan Peraturan Pemenntah.

(3) Pcrubahan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul
dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan  penggabungan dacrah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan

Peraturan Pemernintah.
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Bagian kedua

Kawasan Khusus

Pasal 9

Untuk menyelengarakan fungs:  pemerintahan  tertentu  yang
bersifat khusus  bagt  kepentingan  nasional, Pemerintah  dapat
menetapkan kawasan khusus dalam_ wilayah provinsi dan/atau

kabupaten/kota.

(2) Fungs: pemernintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3)

4

©)

(6)

untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan
dengan undang-undang.

Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Pcmcrintah mengikutsertakan  dacrah  yang
bersangkutan. ‘

Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan  khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.

‘I'ata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud p;ida
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.
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BAB 111

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAIIAN

Pasal 10

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjaci kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ini ditcntukan menjadi urusan Pemenintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendirt urusan pemernintahan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputs:

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

¢. keamanan;

d. yustiss;

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

Dalam menyclenggarakan  urusan  pemenntahan scbagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau

“daat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat

Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan
kepada pemerintahan dacrah dan/atau pemenintahan desa
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Dalam urusan  pemenntahan  yang  menjadi  kewenangan

Pemenintah di luar urusan pemernntahan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemenntah dapat:
menyelenggarakan sendin sebagian urusan pemerintahan,
b. mehmpahkan sebagian urusan pemenntahan kepada Gubernur
sclaku wakil Pemcenintah; atau
c. menugaskan  scbagian  urusan  kepada  pemcenntahan  dacrah

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11
Penyelenggaraan  urusan pemerintahan dibagt berdasarkan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisienst dengan memperhatikan
kescrasian hubungan antar susunan pemenntahan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemernintah
dan pemenntahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar
pemerintahan. dacrah yang saling terkait, tergantung, dan sincrgis
schagai satu sistem pemenntahan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,
yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilthan.
Penyclenggamaan urusan  pemerintahan  yang  bersifat wapb  yang
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara

bertahap dan ditetapkan oleh Pemernintah.

2
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Pasal 12

Utusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertar  dengan
sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaan
sesuai dengan urusan yang didesentralisastkan.

Urusan pemesintahan yang dilimpahkan kepada Gubemur disertai

dengan pendanaan scsuai dengan urusan yang didckonsentrasikan.

Pasal 13

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerntahan daerah provinst
merupakan urusan dalam skala provins: yang mcliputs:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

a 0

penyediaan sarana dan prasarana umum;

¢. penanganan bidang keschatan;

™

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia

potensial;

g penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

1. fasilitasi pcogembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota;

. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

1. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
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pelayanan administrast umum pemerintahan;

INDONE SIA

pclayanan administrasi penanaman modal termasuk  hintas
kabupaten/kota;

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan

urusan wajib lainnya yang diamanatkan olch pceraturan

perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilthan meliputi urusan

(1)

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kckhasan, dan potensi unggulan dacrah yang bersanglkutan.

Pasal 14

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kdta

mehiputs:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. pcrencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruahg;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum,;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyclenggaraan pendidikan;

g penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- pengendalian ingkungan hidup;

k. pclayanan pertanahan;
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1. pelayanan kependudukan, dan catatan sipal;

. pclayanan administrasi umum pemernintahan;

m. pelayanan administrasi penanaman modal;

n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

a. umsan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan mcliput
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(3) Pclaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Hubungan dalam  bidang keuangan antara Pemerintah  dan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan
ayat (5) melipuﬁ:

a. pemberan sumber-sumber keuangan  untuk  menyclenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daemh;

b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan

c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemenntahan  dacmah.
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(2) Hubungan dalam bidang keuangan antar  pemerintahan daerah

schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) mehput:
a.  bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemenntahan daerah

provinsi dan. pemerintahan daerah kabupaten/kota;

b.  pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
bersama;
c.  pcmbiayaan bersama atas kerja sama antar dacrah; dan

d.  pinjaman dan/atau hibah aniar pemerintahan daerah.
(3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan
" pemerintahan dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
dan ayat (5) mekputi '
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan
minimal;
b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi
kewcenangan dacrah; dan
c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan umum.
(2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) mchiputs:
a. pclaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan

daerah;
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kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan

pelayanan umum; dan

pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

(3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a.

C.

kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengendalian dampak, budidaya, dan pelestanan;

bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya; dan

penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitast lahan.

(2 Tlubungan dalam bidang pcmanfaatan. sumber daya alam  dan

sumbcr daya lainnya antar pemcrintahan  dacrah  scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputx:

a.

pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang menjadi kewenangan daerah;

kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan
sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan

pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya.
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Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lamnnya scbagaimana dimaksud pada ayar (1) dan ayat

(2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Daerah yang memiliks wilayah laut diberikan kewenangan untuk

(2)

4

€)

)

mengelola sumber daya di wilayah laur
Daerah mendapatkan bag: hasil atas pengelolaan sumber daya alam
d: bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mehipuw:
a. eksplorasi, eksplotasi, konservast, dan pengelolaan kekayaan
laut;
b. pengaturan admnistratif;
pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
e. 1ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
f.  ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah  laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil
laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah

kewenangan provinst untuk kabupaten/kota.
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Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dan 24 (dua puluh

cmpat) mil, kewenangan untuk mengelola sumbcer daya. Di wilayah laut
dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dan wilayah
antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh
1/3 (sepertiga) dar1 wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Kctentuan schagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayar (5) udak
berlaku terhadap penangkapan ikan olch nelayan kecil.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
avar (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
perundangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bagian Pertama

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 19
Penyclenggara  pemerintahan  adalah Presiden dibactu olch  (satu)
orang wakil Presiden, dan oleh menter negara.
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan
DPRD. ‘

Bagian Kcdua

Asas Penyelenggaraan Pemenintahan

Pasal 20
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas  Umum

Penyelenggaraan Negara yang terdin atas:
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a. asas kepastian hukum;

b. asas tertib penyclenggara negara;
c. asas kepentingan umum;

d. asas keterbukaan;

e. asas proporsionalitas;

f.  asas profesionalitas;

g asas akuntabilitas;

h. asas efisiensi; dan

-
by

asas efektivitas.

(2) Dalam menyelenggarakan pemenntahan, Pemenntah menggunakan

asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentras sesuat dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Daerah
Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, dacrah mempunyai hak:

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,

b.

o

fas}

memilih pimpinan daerah;

c. mengelola aparatur daerah;
d.

mengclola kekayaan dacmah;
memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya yang berada di daerah;
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g mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-

undangan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunya kewajiban:

a. mchndungr masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Tndonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrast;

c.

. mewujudkan keadilan dan pemecrataan;
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

R om0

mengembangkan sistem jaminan sostal;
menyusun perencanaan dan tata ruang dacrah;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
melestarikan lingkungan hidup;
mengelola administrast kependudukan;
. melestarikan nilai sosial budaya;
. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuat

-
by

B g~ F

-dengan kewenangannya; dan
. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(o]
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Pasal 23
(1) Ilak dan kewajitban dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah
dan diyjabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah yang dikelola dalam sisiem pengelolaan keuangan daerah.
(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sccara cfisicn, cfckuf, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut,

dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Kcpala Dacrah dan Wakil Kcepala Dacrah

Pasal 24

(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut
kepala daerah.

(2) Kcpala dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) unwk provinst
disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota
disebut walikota.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbantu oleh satu
orang wakil kepala daerah.

(4) Wakil kepala dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
provinst disebut wakil Gubernur, untuk kabupafen disebut wakil bupati

dan untuk kota disebut wakil walikota.
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(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) dipilth dalam satu pasangan sccara langsung olch rakyat

di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang serta Kewajpban
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan pemenntahan daerah berdasarkan kebsjakan
vang ditetapkan bersama DPRD;

b. mengajukan rancangan Perda;

c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang A’P‘BD‘ kepada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; ‘

f. mewakili dacrahaya di dalam dan di luac peagadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

g melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuat dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugus:
a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah;
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b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan

mnstansi  vertikal di dacrah, menindaklanjuu  laporan  dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestanian sosial budaya dan hngkungan hidup;

c. mcemantau dan  mengevaluasi  penyclenggaraan pemenintahan
kabupaten dan kota bagt wakil kepala dacrah provinss;

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerntahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagy wakil kepala daerah
kabupaten/kota;

¢. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dacrah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemermntahan lamnya yang
diberikan oleh kepala daerah; dan

g melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
dacrah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil
kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa
jabatannya apabila kepala dacrah meninggal dunia, berhent,
diberhentikan, atau tidak dapat mclakukan kewajibannya sclama 6

(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

(1) Dalam mclaksanakan tugas dan wewenang scbagaimana
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dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala

dacrah mempunyas kewayban:

a.

b e o o

5 g

e

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indoncsia;

meningkatkan kescjahteraan rakyat;

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

melaksanakan kehidupan demokras;

menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
menjaga ctika dan norma dalam penyclenggaraan pemenntahan
daerah;

memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

melaksanakan prinsip tata pemernintahan yang bersih dan baik.
melaksanakan dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan
kcuangan dacrah;

menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah
dan semua perangkat daerah;

menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemenntahan
dacrah di hadapan Rapat Panipurna DPRD.

Sclain mcmpunyai kewajiban  scbagaimana dimaksud  pada ayat

(1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemenntah, dan

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,

scrta menginformasikan
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laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah  kepada masyarakat.

Laporan penyclenggaraan  pemerntahan dacrah  kepada Pemenintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampakan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menten
Dalam Negeri melalu1i Gubernur untuk Bupan/Wahkota 1 (saru) kal
dalam 1 (satu) tahun.

Laporan  scbagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
Pemerintah  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuas
dengan peraturan perundang-undangan.

Pclaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Paragraf Ketiga
Larangan bagi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a.

membuat keputusan yang secara khusus membenkan keuntungan bag:
din, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politikaya
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan
kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau

mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyrakat lain;

. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik

ncgara dacrah, atau dalam yayasan bidang apapun;
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¢. melakukan pekerjaan lan vang membenkan keuntungan bagi dininya, batk

sccara langsung. maupun ndak langsung, vang berhubungan dengan
daerah yang bersangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang
dan/atau jasa dan pihak lan vang mempengaruh: keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

¢. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan
selan yang dimaksud dalam Pasai 25 huruf f;

f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janj jabatannya;

g merangkap jabatan sebagat pejabat negara lainnya, sebagai anggota
DPRD scbagaimana yang ditctapkan dalam peraturan  perundang-

undangan.

Paragraf Keempat
Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Caerah

Pasal 29

(1) Kepala daerah dan/atan wakil kepala daerah berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. pcermintaan sendin; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala. Daerah dan/atau wakil kepala  daerah  sebagaiana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberhentkan karena:
a.  berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
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b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut sclama 6 (¢nam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daemh dan/atau walil
kepala daerah;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah
dan/atau wakil kepala dacrah;

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala
dacrah;

f.  melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah.

Pemberhentian kepala daerah dan atau  wakil kepala daerah

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b scrta ayat (2)

huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk

diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan

DPRD.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau  wakil kepala daemh

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf ¢ dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. DPemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dwsulkan.
kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas
pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala
dacrah dinyatakan melaoggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak
melaksanakan kewajiban. kepala daerah dan wakil kepala daerah;

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan
melalui Rapat Paripuma DPRD yang dihadini oleh
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sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dam jumlah anggota

DPRD dan putusan diambil dengan  persctujuan  sckurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dani jumlah anggota DPRD yang hadir;

c. Mahkamah Agung wajb memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 {tgapuluh) hari setelah
permintaan DPRD 1tu diterima Mahkamah Agung dan putusannya
bersifat final;

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah,
dan/atau wakil kepala dacrah terbukti melanggar sumpah/janiji
jabatan dan/atau  tidak melaksanakan kewajihan, DPRD
menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadin oleh
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dan jumlah anggota
DPRD dan putusan diambil, dengan persctujuan  sckurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau

wakil kepala daerah kepada Presiden;

e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)
haa scjak DPRD menyampaikan usul terscbut.

~ Pasal 30
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lcbih berdasatkan putusan
pengadilan.
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(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh

Presiden tanpa mclalun usulan DPRD apabila terbuktn melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 31

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara

@

olch Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh
Presiden tanpa mclalui usulan DPRD karena terbukt melakukan
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

(1) Dalam hal kepala dacrah dan/atau wakil kepala daceab meaghadapi
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dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

anggota DPRD yang hadir untuk mclakukan penycelidikan terhadap
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Dalam hal ditemukan bukti melakukan undak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses
penyclesaian antara kepada aparat pencgak hukum  scsuai dengan
peraturan perudang-undangan.

Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan
bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjaca paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan  yang  belum  memperolch  kekuatan  hukum  tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan

pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.

(5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

©)

Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah
dan/atau wakil kepala dacrah.

Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan
DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat
Paripumna DPRD yang dihadini olch sckurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pettiga ) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir.

(7) Berdasatkan keputusan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (6),

Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah.
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Kcpala dacrah dan/atau wakil kepala dacrah yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat
(1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hars
Presiden telah merchabilitasikan dan  mengaktifkan  kembali kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan
akhir masa jabatannya.

Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan
scmentara schagaimana dimaksud pada ayat (1) tclah berakhir masa
jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala daerah dan/atau wakil

kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,

M)

@

Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Apabila kepala dacrah dibeshentikan sementara scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5); wakil
kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai

dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tctap.

Apabila wakil kepala daerah dibéthgntikan sementara sebagaimana
dimaksud Pasal 30 dyat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (5), mgas
dan kewajiban wakil kepala daerah
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dilaksanakan olch kepala dacrah sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila kepala daerah dan wakil kepala  daerah diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat
(1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubemur atas
usul Menterh Dalam Negeni atau penjabat Bupati/Walikota atas usul
Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) 'l'ata cara penetapan, kniteria calon, dan masa  jabatan penjabat

)

@

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) datur dalam Peraturan
Pemenntah.

Pasal 35

Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yahg telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana. dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan
kepala daerah diganti oleh wakil kepala dacrah sampai berakhir masa
jabatannya dan. proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lcbih dan 18 (dclapan
belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan
usul partai pblitik atau gabungaa partai politik yang pasangan calonnya
terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
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(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau

diberhentikan sccara bersamaan dalam masa jabatannya. Rapat Paripurna
DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah:

(4) Dalam hal tefadi kekosongan jabatan kepala dacrab dan wakil kepala
dacmah scbagaimana dimaksud pada ayat (3), sckeetass dacrah
melaksanakan tugas sehar-hari kepala daerah sampai dengan Presiden
mengangkat penjabat kepala daerah.

(5) ‘l'ata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam’ Peraturan Pemenintah.

Paragraf Kelima
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Pasal 36

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daermah dan/atau
wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dant
Presiden atas permintaan penyidik. |

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dibegkan olch Presiden dalam waktu paling lambat 60 (cnam puluh) han
terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan

penyidikan dapat dilakukan.
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(3) ‘lindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan
persctujuan tertulis sesuai dengan ketentuan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

a. tertangkap tangan mclakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka tclah mclakukan tindak pidana  kejahatan yang
diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara.

(5) 'lindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) setelah
dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2
(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf Keenam
‘I'ugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pasal 37

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38

(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 memuliki tugas dan wewenang:
a. pembinaan dan pengawasan penyclenggaraan pemerintahan dacrah

kabupaten/Kota;
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b. koordinasi penvelenggaraan urusan Pemenntah di daerah provins

dan kabupaten/kota;
¢. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggarman tugas
pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibcbankan kepada APBN.
(3) Kcdudukan keuangan Gubcernur  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemenntah.
(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu

Umum
Pa«<al 39

Kectentuan tentang DPRD scpanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini
berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD, dan DPRD.

Paragraf Kedua
Kedudukan dan I‘ungsi

Pasal 40
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a.

membentuk Derda yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama;
membahas dan menyctujui rancangan Perda  tentang APBD
bersama dengan kepala dacrah;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan

peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan dacrah, dan kerja sama internasional di dacrah;
mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian  kepala
daerah/wakil képala daerah kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Neged bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur bagt DPRD kabupaten/kota;

memilih wakil kepala dacrah dalam hal tegjadi kekosongan jabatan
wakil kepala daerah;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
memberikan pessctujuan terhadap rencana kerja sana nternasional

yang dilakukan olch pemerintah dacrah;
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h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

dalam penyclenggaraan pemenintahan dacrah;
i, membentuk panitia pengawas permlithan kepala daerah;
;. melakukan pengawasan dan meminia laporan KPUD da.lam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
k. memberikan persctujuan techadap rencana kerja sama antar dacrah
dan dengan pihak ketiga yang membcebant masyarakat dan dacrah.
(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kcempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 43

(1) DPRD mempunyai hak:

a. interpelas;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dac Rapat Panpurna
DPRD yang dihadin sckurang-kurangnya 3/4 (oga perempat) dan
jumlah, anggota DPRD dan putusan diambil dengan persctujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) daci jumlah anggota DPRD) yang
hadir.
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Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibentuk panitia angket yang terdini atas semua unsur frakst DPRD
vang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) har telah
menyampatkan hasil kerjanya kepada DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) dapat mcemanggil, mendengar, dan memerniksa scscorang
vang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang scdang
diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang
berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan  diperiksa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket
kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pamtia
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian
Negara Republik Indoncsia scsuai dengan peraturan  perundang-

undangan.

(7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

@

‘l'ata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman

pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Anggota DPRD mempunyai hak:

a. mengajukan rancangan Perda;
b. mengajukan pertanyaan;
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c. menyampaikan usul dan pendapat;
d.  mcemilth dan dipilih;
e. membela dir;
f. imunitas;
g protokoler; dan .

h. kcuangan dan administranf.

(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a.

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan

perundang-undangan;

. melaksanakan  kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan,

pemernintahan daerah;
mempertahankan dan memclihara kerukusan nastonal scrta keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;
mendahulukan  kepentingan negara di atas kepentingan  pobadi,

kelompok, dan golongan.

. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku’

anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis
techadap dacrah pemilihannya.

. mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Ftik, dan sumpah/janji anggota

DPRD;
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i menjaga norma dan etika dalam hubungan kenja dengan lembaga yang

terkast.
Paragraf Kelima
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 46
(1) Alat kelengkapan DPRD terdin atas:
a. pimpman;
b. komiss;
c. panitia musyawarah;
d. pamitia anggaran;
e. Badan Kehormatan; dan
f.  alat kelengkapan lain yang diperlukan.
(2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat  kelengkapan
sebagaimana dimaksad pada ayat (1) diatur dalam Peraturan lata Tertb
DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. .

Pasal 47

(1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan  ditetapkan ~ dengan keputusan
DPRD. |
(2) Anggota Badan Kchormatan DPRD scbagaimana dimaksud pada ajat ¢))
dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan
34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD
yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat
puluh lima) begjumlah 5 (lima) orang,



b. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai  dengan 74
(tujuh puluh cmpat) begjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD
yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100
(seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

(3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdini atas scorang Kctua dan scorang Wakil Kcetua yang
dipilih dani dan olch anggota Badan Kchormatan.

(4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD.

Pasal 48

Badan Kehormatan mempunya: tugas:

a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota
DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan
Kode Litik DPRD;

b. mencliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemalih;

d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyclidikan, venfikasi, dan
klasifikasi scbagaimana dimaksud pada huruf ¢ scbagai rckomendasi

untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 49
(1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan
kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya.
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(2) Kode etik sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  sekurang-

kurangnya mcliputs:
pengertian kode etik;

b. tujuan kode etik;

c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar penyelenggara
pemenntahan  dacrah dan antara angpota serta antara anggota
DPRD dan pihak lamn;

d.  hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRI;

e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban,
sanggahan; dan

f.  sanksi dan rchabilitass.

Pasal 50

(1) Setiap anggota DPRD wajib berhimphn dalam fraks:.

(2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

)

sckurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu)
partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu)
fraksi, wajib bergabung dengan f&si yang ada atau membentuk
fraksi gabungan.

' (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari  partai politik

®)

lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat setagai fraksi

gabungan, scluruh anggota fraksi gabungan tcrscbut wajib
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bergabung dengan fraksi dan/atau fraks: gabungan lan yang

memenuhs syarat.

(6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk  frakst hanya
dapat membentuk satu fraks:.

(7) I'raksi gabungan dapat dibentuk oleh partar poliitk  dengan syarat

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 51

(1) DPRD provinsi yang beranggotakan 33 (uga puluh ima) sampai
dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komis,
yang beranggotakan lebih dari 75 (wuyjuh puluh lima) orang
membentuk 5 (lima) komist.

(2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tga) komisi, yang
beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4

(cmpat) komis

Pasal 52

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara
lisan ataupun tertulis dalam  rapat DPRD, scpanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah

discpakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan,
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atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman

rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD udak dapat diganti  antar  waktu karena
pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam
rapat DPRD.

Pasal 33

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah

adanya persetujuan tertulis dart Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden bagi anggota DPRD provinsi dann Gubernur atas nama

Menten Dalam Negen bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat
dilakukan.

(3) Tindakan penyidikau yang dilanjutkan dengan penahan diperlukan

persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:
a. tertangkap tangan mclakukan tindak pidana kejahatan; atau
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan

negara.
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(5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan,

@)

tindakan penyidikan  harus  dilaporkan  kepada  pejabat  vang
memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

2 (dua kal)) 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD
Pasal 54

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagar:
pejabat negara lainnya;

b. hakim pada badan peradilan;

c. pegawai negeri sipil, anggota 'I'N1/Polr, pegawai pada badan
usaha milik ncgara, badan usaha milik dacrah dan/atau badan
lain yang anggarannya bersumber dan APBN/APBD.

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat

struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,

konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktck dan pekegaan
lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewcenang, dan hak
sebagai anggota DPRD).

Anggota DPRD  dilarang melakukan  korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

(4) Anggota DPRD yang mclakukan pckerjaan  scbagaimana dimaksud

©)

pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi
anggota DPRD.

Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan
hasil pcmeriksaan Badan Kchormatan DPRD.

265



(6)

PRESIDEN
REPUBLIK INDORESIA

-49-
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Pcraturan Tata Tertib

DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Bagian. Ketujuh
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

Pasal 55

(1) Anggota.DPRD berhent: antarwaktu sebagai anggota karena:

)

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendin sccara tertulss; dan

c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Anggota DDRD diberhentikan antarwaktu, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

b. tidak lagi memenuhi syarat scbagai anggota DPRD;

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar
kode etik DPRD;

d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;

e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;

f  dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak
pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun

penjara atau lebth.
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(3) Pemberhentian anggota DPRD vang telah memenuhi ketenruan

schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan olch
Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negen melalui Gubernur
bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui
Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk
dircsmikan pemberhentiannya.

(4) Pemberhentian anggota DPRD scbagaimana dimaksud — pada ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilaksanakan
setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan
Kehormatan DPRD.

(5) Pclaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pcmilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah
Paragraf Kesatu
Pemilih

Pasal 56
(1) Kcpala dacrah dan wakil kepala dacrah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik. |
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Pasal 57
Pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala  dacrah disclenggarakan olch
KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
Dalam melaksanakan twgasnya, KPUD menyampatkan  laporan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan walul kepala daerah kepada
DPRD.
Dalam mengawasi penyclenggaraan pemilihan kepala dacrah dan wakil
kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdin atas unsur kepolisian,
kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
Anggota panitia pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk
kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.
Panitia pengawas kecamatan dwsulkan oleh panitia pengawas
kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.
Dalam hal tidak didapatkan unsur scbagaimana dunaksud pada ayat (3),
panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur
yang lainnya.
Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban

menyampatkan laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negam

Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
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a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Lisa;
. sctia kepada Pancasila scbagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1943, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat aras dan/atan

sederajat;

. berusia sckurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemerksaan kesehatan
menvyeluruh dan tum dokter;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasatkan putusan pengadilan yang
telah memperolch kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
menycrahkan Gaftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang memgikan
keuangan negara.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperolch kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib' Pajak (NPWP) atau bagi yang belum

mempunyat NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
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. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap vang memuat antara lain

nwayat pendidikan dan pekefaan serta keluarga kandung, suami atau
1St

. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah
selama 2 (dua) kalt masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

. tidak dalam status scbagai penjabat kepala dacrah.

Pasal 59

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah

pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik
atau gabungan partai politik.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi
persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dani
jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah

yang bersangkutan.

(3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan

yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjuthya
memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis
dan transparan.

(4) Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan

partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

(5) Partai politik atau gabungan partai politk pada saat mendaftarkan

pasangan calon, wajib menycerahkan:
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surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai pohiik

atau pimpinan partai politik yang bergabung;

kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk
mencalonkan pasangan calon;

surat pernyataan tidak akan menark pencalonan atas pasangan
yang dicalonkan yang ditandatangani olch pimpinan partai politk
atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;

surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagat pasangan
calon;

surat pernyataan kesanggupan mengundurkan din dari jabatan
apabila terpi]ih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeni bagi calon
yang bemasal dad pegawat negen sipil, anggota Tentara Nasional
Tndonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Tndonesia;
surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD
tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi
wilayah kerjanya;

surat pcmberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah;

keleng;kapin persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala
dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
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k. naskah visi, misi, dan program dan pasangan calon secara tertulss.

(6) Partai politik atau gabungan. partai politik scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan
calon tersebut tidak dapat diusulkan lags oleh partai politk atau
gabungan partai politik lamnnya.

(7) Masa pendaftaran pasangan calon schagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung scjak pengumuman pendaftaran

pasangan calon.

Pasal 60

(1) Pasangan calon scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditchinn

persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada

instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dan

masyarakat terhadap petsyaiatan pasangan calon.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diberitahukan

)

sccara tertulis kepada pimpinan partai politik at2u gabungan partai
politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak
tanggal penutupan pendaftaran.

Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau
Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politk yang mengajukan
calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon
baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil
penclitian persyaratan oleh KPUD.
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KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan

persyaratan pasangan calon scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
sekaligus membernitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7
(tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politk
vang mengusulkan.

Apabila hasil penclitian berkas  pasangan  calon  scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak olch KPUD,
partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lag
mengajukan pasangan calon.

Pasal 61

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

@

&)

(2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2
(dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan
pasangan calon.

Pasangan calon yang tclah ditctapkan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya
penelitian,

Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan
selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor

urut pasangan calon.

(4) Penetapan  dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) bersifat final dan menggkat.

Pasal 62

1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang mcnank calonnya
p gabung; \rtas p

dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau
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salah seorang dad pasangan calon dilarang mengundurkan din terhitung

scjak ditctapkan scbagai pasangan calon olch KPUD.

Apabila partar politik atau gabungan parta pohtik menank calonnya

dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dan pasangan calon
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), parta1 pohitik
atau gabungan partai politk yang mencalonkan tidak  dapat

mengusulkan calon penggants,

Pasal 63

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak

penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, parta:
politik atau gabungan partai polivk yang pasangan calonnya
berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD
melakukan. penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan
pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan
calon penggant didaftarkan.

(2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap

pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan
masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daemah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan
pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti scrta
dinyatakan gugur.

(3) Dalam " hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada

saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga
jumlah pasangan calon kurang dan 2 (dua) pasangan, tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
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wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) han dan

partai politik atau gabungan partai politk yang pasangan calonnya
berhalangan  tetap mengusulkan pasangan calon pengganti pahng
lambat 3 (tiga) hani sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD
melakukan penelitian persyaratan admimsstrasi dan menetapkan
pasangan calon pengganti paling lambat 4 (cmpat) han scjak pasangan
calon penggant didaftarkan.

Pasal 64

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah
pcmungutan. suara  putaran  pertama sampai  dimulainya  han
pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga
puluh) hari.

(@) Partai  politik atau gabungan partai politk yang  pasangan
calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian
persyaratan administrasi dan menetapkan pésa.ngm calon pengganti
paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon penggant
didaftarkan.

Pasal 65

(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalw

masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.
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(2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputs:

a.

d.

e.

Pembentahuan - DPRD  kepada  kepala  dacrah mengenas
berakhirnya masa jabatan;

Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa
jabatan kepala daerah;

Perencanaam penyclenggaraan, meliputi penctapan rata cara dan
jadwal tahapan pclaksanaan pemihiban kepala dacrah;

Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

(3) ‘I'ahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputs:

a.

b.

m e a0

Penctapan daftar pemilih;

Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala
daerah;

Kampanye;

Pemungutan suara;

Penghitungan suara; dan

Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

(4) 'lata cam pelaksanaan masa persiapan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tahap pclaksanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemenintah.

Pasal 66

(1) 'I'ugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
dacrah dan wakil kepala dacrah adalah:



oo ™

-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

merencanakan penvelenggaraan pemihihan kepala daerah dan
wakil kepala dacrah;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
scmua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala dacrah dan wakil
kepala daerah;

menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
dacrah;

meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkan calon;

meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang diusulkan; |
menctapkan pasangan calon yang telali memenuhi persyaratan;
menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

menetapkan  hasil  rekapitulasi penghitungan  suara dan
mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
dacrah;

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah; v
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan;

menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana

kampanye dan mengumumkan hasil audit.

277



-6l-
(2) Dalam penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD

kabupaten/kota adalah bagian pclaksana tahapan penyclenggaran

pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provins:.
(3) Tugas dan wewerang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah adalah:

a.

memberitahukan  kepada  kepala  dacrah  mcengenar  akan
berakhirnya masa jabatan;

mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan
pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
mclakukan pengawasan pada  secmua  tahapan  pelaksanaan
pemilihan;

membentuk panitia pengawas;

meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan
meyelenggarakan  rapat paripuma untuk mendengarkan
penyampaian visi, misi, dan program dan pasangan calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah.

(4) Panitia pengawas pernilihan mempunyai tugas dan wewenang:

a.

mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala
dacrah daa wakil kepala dacrah;

menerima laporan pelanggaran peraturan  perundang-undangan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
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meneruskan temuan dan-laporan vang udak dapat diselesaikan

kepada instansi yang berwenang; dan
mengatur hubungan koordinasi antar pamtia pengawasan pada

semua tingkatan.

Pasal 67

(1) KPUD berkewapban:

memperlakukan pasangan calon sccara adil dan sctaea;

menetapkan standarisasi seria kebutuhan barang dan jasa yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
menyampaikan laporan  kepada DPRD  untuk  sctap tahap
pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informas: kegratannya
kepada masyarakat ;

memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang
inventaris milik KPUD berdasatkan peraturan perundang-
undangan; o
mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran kepada DPRD;
melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan walil
Kepala daerah secara tepat waktu. '

Paragraf Kcdua

Penetapan Pemilih

Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara
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pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 {(rujuh

belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyat hak memilih.

Pasal 69

(1) Unruk dapat menggunakan hak memilih, warga negara  Republik
Indonesia harus terdaftar sebagai pemalih.

(2) Untuk dapat didaftar scbagai pemilih, warga negara Republik Indoncsia
sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. nyata-nyata tdak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang tclah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam
daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 70

(1) Daftar pemilih pada saat pclaksanaan pemilihan umum terakhir di dacrah
digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan
daftar pemilih tambahan yang tclah memenubi persyaratan scbaga
pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

280



PRESIDEN
REPUBLIK INDOKRESIA

-64-
Pasal 71

Pemilih yang telah terdaftar scbagai pemilih scbagaimana  dimaksud

dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan

kartu pemilth untuk settap pemungutan suara.

1)
&)

M

Pasal 72
Scorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam dafrar  pemilih.
Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dan 1 (satu) tempat
tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk
ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar
pemilih.

Pasal 73
Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilth  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau
karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang

bersangkutan harus melapor kepada PPS sctempat.

(2) PPS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dan

daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat

memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat

pemilihan yang baru.

(4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak  dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang '

bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan
menunjukkan kartu pemilih.
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Pasal 74

(1) Berdasarkan daftar pemilih scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan
Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilh sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumbkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat
mendafrarkan din ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.

(4) Daftar pemilih sementara dan dafiar pemilih tambahan ditetapkan
sebaga daftar penulih tetap.

(5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

(6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditctapkan olch KPUD.

Paragraf Ketiga
Kampanye

Pasal 75

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilthan.
kepala dacrah dan wakil kepala dacrah.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14
(empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hasi sebelum han pemungutan
suara. 7

(3) Kampanyc schagaimana dimaksud pada ayat (1) disclenggarakan olch tim
kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai

politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
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(#) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) didaftarkan ke
KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan secara
bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh
tim kampanye.

(6) Pcnanggung jawab kampanye, adalah pasangan  calon  yang
pclaksanaannya dipertanggungjawabkan olch tim kampanyec.

(7) Tim kampanye dapat dibentuk secara benenjang  di  provinsi,
kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan
kabupaten/kota dan kecamatan bagt pasangan calon Bupati/Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

(8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadin kampanye.

(9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan,
memperhatikan usul dani pasangan calon.

Pasal 76
(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

2. pertemuan terbatas;

b.  tatap muka dan dialog;

C.  penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d.  penyiaran media radio dan/atau televiss;

e penyebaran bahan kampanye kepada umum;

£ . pemasangan alat peraba di tempat umum;

g  rapat umum;

h.  dcbat publik/dcbat terbuka antar calon; dan/atau

i kegiatan lain yang tidak melanggar pceraturan undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-
(3) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, mist, dan program secara lisan

maupun tertubs kepada masyacakat.

(3) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah  berhak  untuk
mendapatkan informasi atau data dani pemerintah daerah sesua: dengan
ketentuan perundang-undangan.

(4) Pcnyampaian maten kampanyc dilakukan dengan cara yang sopan, tertib,
dan bersifat cdukatif,

(5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubermnur dan diseluruh  wilayah
kabupaten/kota untuk pemilihah bupati dan wakil bupati dan walikota
dan walkil walikota.

Pasal 77

(1) Media cetak dan media elektronik memberkan kesempatan yang sama
kepada pasangan calon, untuk menyampaikan tema dan materi
kampaayc.

(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang
sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala
daenah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye.

(3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan
calon untuk menggunakan fasilitas umum.

(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang
diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau
menggunakan tanda gambar dan/atau atabut pasangan calon yang
bersangkutan,
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(5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah unwk menetapkan

©

()

®)

lokast pcmasangan alat peraga untuk keperduan kampanye.

Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika;
estetika, kebersithan,dan keindahan kota atau kawasan setempat sesum
dengan peraturan perundang-undangan.

Pemasangan alat peraga. kampanye pada tempat yang menjadi milik
perseorangan. atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkah paling lambat 3 (uga)

hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

a.

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indoneaia ‘1'ahn 1945;

. menghina sescorang, agama, suku, mas, golongan, calon  kepala

daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;

. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau

kelompok masyarakat;

. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau  menganjurkan

penggunaan  kekerasan  kepada  perscorangan, kelompok masyarakat
dan/atau partat politik;

mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

mengancam dan menganjurkan  penggunaan kekerasan  untuk

mengambil alth kckuasaan dan pemerintahan yang sah;
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g merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanyc pasangan calon
Tain;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

1. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

j. mclakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan begalan kaki

dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 79

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
a. hakim pada scmua peradilan;.
b. pejabat BUMN/BUMD;
c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera
d. kepala desa.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
pejabat terscbut menjadi calon kepala dacrah dan wakil kepala dacrah.
(3) Pejabat negara yang menjad: calon kepala daerah dan  wakil kepala
daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan
keberlanngsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawa: negeri sipi, anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 80
Pcjabat ncgara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negen dan
kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikah salah satu pasangan calon selama masa
kampanye.
Pasal 81
(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan  pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalani Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huraf f, merupakan tindak pidana dan dikena: sanksi sesuat
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pclanggaran atas kctentuan larangan pclaksanaan kampanyc
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf 1 dan huraf
j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi.
a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar
larangan walaupan belum terjads gangguan;
b. penghentian kegiatan kampanyc di tempat tegadinya pelanggaran atau
di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadt
gangguan techadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah
pemilihan lain. |
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(3) latacara  pengenaan sanksi terhadap  pelanggaran  larangan

pclaksanaan kampanye scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditctapkan
oleh KPUD.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan  pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanks: penghentian
kampanyc sclama masa kampanyc olch KPUD.

Pasal 82

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanyc yang tcrbukti mclakukaa
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenat

sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 83

(1) Dana kampanye dapat dipcrolch darn:
a. pasangan calon;
partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
_ sumbangan perscorangan dan/atau badaa hukum swasta.
(2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan

rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
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(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada avat (1)

)

)

(6)

™

M

2

huruf ¢ dari perscorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi
Rp 350.000.000,00 (tiga ratus ima puluh juia rupiah).
Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui
pembiayaan bukan dalam bentuk uvang sccara langsung untuk
kegiatan kampanye.
Sumbangan kepada pasangan calon yang  lebth darm Rp
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk
uang maupun bukan dalam bentuk uang vang  dapat
dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD
mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
Taporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada
KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulas
dan 1 (satu) had scsudah masa kampanye berakhir.
KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan
dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) kepada masyarakat satu han setelah menerima laporan dan
pasangan calon.

Pasal 84
Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis
pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan olch pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tigi)

hari setelah hari pemungutan suara.
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KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat
2 (dua) hari setelah KPUD menenma laporan dana kampanye dan
pasangan calon.

Kantor akuntan publik wajib menyclesaikan audit paling lambar 15
(lima belas) hari sctelah diterimanya laporan dana kampanye dan

KPUD.

(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dumumkan oleh

KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan

hasil, audit dan kantor akuntan publk.

(6) T.aporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara  dan

®

@

terbuka untuk umum.

Pasal 85

Pasangan calon dilarang mencrima sumbangan atau bantuan lain

untuk kampanye yang berasal dar::

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat
asing dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajtb

melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari

sctclah masa kampanyce berakhir dan menyerabhkan sumbangan

tersebut kepada kas daerah.
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(3) Pasangan calon vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dikenai sanksi pembatalan scbagat pasangan calon olch

KPUD.

Paragraf Keempat

Pemungutan Suara

Pasal 86

(1) Pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
masa jabatan kepala dacrah berakhar.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalut surat
suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

(3) Pemungutan suara, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 87

(1) Jumlah surat suar, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)
dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua
setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

(2) "l'ambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakm
scbagai cadangan di sctiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih
yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (2)
dibuatkan benta acara.
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Pasal 88
Pemberian suara untuk pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah

dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 89

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lam
pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu olch petugas KPPS
atau orang lain atas permintaan pemihih.

(2) Petugas KPPS atau oranglain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemulih yang
dibantunya.

(3) Kctentuan Icbih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 90

(1) Jumlah pemilih di sctiap TPS scbanyak-banyakaya 300 (tiga ratus) orang.

(2) TPS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditcntukan lokasinya di tempat
yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta
menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,
bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tatu letak TPS ditctapkan olch KPUD.
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Pasal 91
(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam  pemilihan  kepala dacrah
dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat
suara yang digunakan oleh pemilih.
(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan wama kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan

Pasal 92

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran scluruh is1 kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokmnen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadin oleh
saksi dari pasangan calon, panitia pengawas; pemantau, dan warga
masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan benta

‘acara yang ditandatangani oleh Ketua KPS, dan selurang-kurangnya 2
(dua) anggota KPPS dan dapat’ ditandatangani oleh saksi dani pasangan
calon.

Pasal 93

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92,
KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan  suara.

(2) Dalam memberikan suara, pemilih dibent kesempatan oleh KPPS
berdasarkan prnsip urutan kehadiran pemilsh.

296



-77-
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemihh dapat

meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS

memberikan surat suara pengganti hanya satu kah.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemlih

1)

dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS,
memberikan surat suara pengganti hanya satu kal.
Pcenentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara

ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 94

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diben  tanda khusus
oleh KPPS.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemermtah.

Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah dinyatakan

sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b.

tanda coblos hanya terdapat, pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu pasangan calon; atau

tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak

segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
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e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat

O

)

)

@

©)

©)

nomor, foto dan nama pasangan calon.

Pasal 96

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan
suara berakhir.
Scbelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
a  jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari I'PS lain;
jumlah surat suara yang tidak terpakas; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.
Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acama  yang
ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
anggota KPPS.
Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat
dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan
warga masyarakat.
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dad tim kampanye
yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan  sakst
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat
yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
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(7) Pasangan calon dan warga masyarakat melaln saksi pasangan calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan
suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuar
dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditcrima, KPPS
scketika itu juga mengadakan pembetulan.

(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat benta
acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangami oleh
ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat
ditandatangani olch saksi pasangan calon.

(10)KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di
tempat umum.

(11)KPPS menycrahkan berita acan, scrufikat hasil penghitungan  suam,
surat suara, dan alat kelengkapan administrast pemungutan dan
penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesar penghitungan
suara.

Pasal 97

(1) Sctclah mencrima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulast

jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh sakst
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
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(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dan 'I''m Kampanye

vang bersangkutan dan menycrahkannya kepada PPS.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan
suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang udak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan olch saksi pasangan calon atau warga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS
seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulast hasil penghitungan suara di semua

)

TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS
membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara yang ditandatangani oleh ketua dan pahng sedikit 2 (dua) orang
anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan benita acara dan
sertifikat rckapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi
pasangan calon yang hasil dan menempelkan 1 (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum .

(7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

scrtifikat rckapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK

sctempat.

Pasal 98

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara,

PPK mcembuat berita acara penerimaan dan  mclakukan
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rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat

dihadin olch saksi pasangan calon, panitia pengaawas, pemantau, dan
warga masyarakat.
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim

kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalur sakst pasangan calon yang

®

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara
oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang udak sesua1 dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan
calon, scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditcrima, PPK scketika
itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua

PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersanglkutan, PPK membuat
berita acara dan  Sertifikat rekapitutasi hasil penghitungan suara
yang ditanda tangani olch kctua dan sckurarang-kurangnya 2 (dua)

orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

™

sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saks1
pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) ckscmplar
scrtifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

PPK wajib menyarahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Kru

kabupaten/kota.

01
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Pasal 99

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
KPU kabupaten/kota membuat berita acara penenimaan dan mclakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tmgkat kabupaten/kota dan dapat
dihadini oleh saksi pasangan calon, pamba pengawas, pemantau, dan
warga masyarakat.

Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari 'I'm Kampanye
yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang
hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara
oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keberatan yang diajukan olch atau melalut sakst pasangan
calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU
kabupaten/kota seketika itu juga nicngadakan pembetulan.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua
PPK dalam wilayah kefja kecamatan yang  bersangkutan, KPU
kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten,/kota  serta
ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) cksemplar salinan benta
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

~
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suara di KPU kabupaten /kota kepada saks1 pasangan calon yang hadit
dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suard

di tempat umum.

(7) KPUL kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplac berkas benta

(1)

@

(1)

@

©)

acara dan scrufikat sckapitulast hasil penghitungan suara di KPU
kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

Pasal 100

Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk
menctapkan pasangan calon terpilih.

Penetapan pasangan calon terpilth sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan
dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangas.

Pasal 101

Setelah menerima berita acaca dan sertifikat hasil penghitungan suac,
KPU provinsi membuat benta acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan &pat dihadisi oleh
saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan Warga masyarakat.
Sakst pasangan calon harus membawa surat mandat dart Tim
Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU
provinst.

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui sakst pasangan calon

yang hadir dapat mengpjukan keberatas terhadap jalannya
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penghitungan suard oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal-

hal yang tidak sesuai dengan peraturan pcrundang—undangan.
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan
calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU

provinsi seketika 1tu juga mengadakan pembetulan.

(5) Sctelah sclesai melakukan rckapitulasi hasil penghitungan suara di scmua

©)

O]

@

KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat  berita acara dan
sertifkat rekapitulast hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh
ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinst
serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

KPU provinst wajb memberikan 1 (satu) ckscmplar salinan berita acara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suar di KPU provinst
kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu)

eksemplar sertifikat hasil penghitungan suard di tempat umum.

Pasal 102

Berita acara dan rekapitulast hasil penghitungan suara sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno
KPU provinst antuk menetapkan pasangan calon terpilih. |

Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
olch KPU proviast disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproscs
pengesahan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang:

undangan.
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Pasal 103

(1) Penghitungan ulang surat suard di TPS dilakukan apabila dan hasil

penehtian  dan pemeriksaan terbukti terdapat satu 2ty lebih

penyynpangan sebagai berikut:

a.  penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

b.  penghitungan  suam dilakukan  di tempat yang kurang
penerangan cahaya;

c.  saksi pasangan calon, panitia pengaivas, pemantau, dan warga
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara
secara jelas;

d.  penghitungan suard dilakukan di tempat Jain di luar empat dan
waktu yang telah ditentukan; dan /atau

e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang

sah dan surat suara yang tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila

©)

Q)

)

terjadi perbedaan data jumlah suara dasi TPS.
Penghitungah ulang  surat suarmd dilakukan pada tingkat PPK
apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
Apabila terjadt perbedaan data jumlah suara pada unghat KPU
Kabupatcan/kota, dan KPU Provins, diakukan pengecckan ulang
terhadap sertifikat rekapitulasi, hastl penghitungan suacd pada 1 (satu)
tingkat di bawahnya-

Pasal 104
Pemungutan suara di'1'PS dapat dilang apabila terjads kerusuhan yang
mengakibatkan hasil pemungutan Suatd fidak dapat digunakan atad
penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
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(2) Pemungutan suara di 'I'PS dapat dilang apabila dan hasil penelitian
dan pemcriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukt terdapat satu

atau lebih dan keadaan sebagal berkut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suac tidak dilakukan menutut tata cara yvang
ditetapkan dalam peraturan pemndang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda  khusus,
menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat
suafa yang sudah digunakan;

c. lebih dan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dan satu
kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

d. petugas KPPS mecrusak lcbih dari satu surat suacd yang sudah
digunakan oleh pemilih sehingga surat suard tersebut menjadi
tidak sah; dan/atau.

e. lebih dan seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagat pemilih

mendapat kesempatan memberikan saara pada 'LPS.

Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suard ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hart sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 106

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh_pasmgan calon
kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
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hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah  dan wakil

kepala dacrah.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan

©)

*

©)

©

M

hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud,
pada ayat ® disampaikan kepada pengadilan tingg untuk pemilihan
kepala dacrah dan wakil kepala dacrah provinsi dan kepada pengadilan
negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten /kota.

Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh
pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada 2yat @
bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tingg
untuk memutus senghketa hasil penghimﬁgm suara pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

Putusan Pengadilan Tinggi scbagaimana dimaksud pada ayat (6) bessifat
final.
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Paragraf Kelima

Penctapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Pasal 107

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh
suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditctapkan
scbaga pa.sangaﬁ calon terpilih.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ndak terpenubt,
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan jumlah
suara sah, pasangan calon yang perolchan suaranya terbesar dinyatakan
sebagai pasangan calon terpilih.

Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dan satu pasangan

calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih
dilakukan berdasarkan wilayah perolchan suara yang lebih luas.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi,
atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dani jumlah
suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang dikuti oleh
pemenang pertama dan pemenang kedua.

Apabila pemenang pertama scbagaimana dimaksud pada ayat @
diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak
mengikuti pemilihan putaran kedua. _
Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dipcrolch olch tiga pasangan calon atau Icbih, pencatuan
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peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan

suara yang lcbih luas.

Apabila pemenang kedua sebagainnana dimaksud pada ayat (4) diperoleh
oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara vang lebih luas.

Pasangan calon kepala dacrah dan wakil kepala dacrah  yang
mempcerolch suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan scbagai
pasangan calon terpilih.

Pasal 108

Dalam hal calon wakil kepala dacrah terpilih berhalangan tetap, calon
kepala dacrah terpilih dilantik menjadi kepala dacrah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua
calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.

Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil
kepala dacrah terpilih dilantik menjadi kepala dacrah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat mengusulkan
dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.

(5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau

gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua mengusulkaa pasangan calon kepada DPRD untuk
dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-
lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hasi. |
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Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan sclambat-lambatnya

dalam waktu 60 (enam puluh) han.

Pasal 109

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan  wakil
Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari:

Pcngesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupan
atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu
30 (tiga puluh) hari.

Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh
DPRD provinsi, sclambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) han, kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negen berdasarkan benta acara
penetapan pasangan calon tespilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan
pengesahan penganglatan.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota ~ dan wakal
walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambatlambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalus
Gubernar berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon tarpilih
dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan

pengangkatan.

Pasal 110
Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku

jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu

~ oleh pejabat yang melantik.
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Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah scbagai benkut: "Demi Allah (Tuhan),
saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala
daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menjalankan scgala undang-undang dan peraturannya
dengan sclurus-lurusnya scrta berbakti kepada masyarakat, nusa dan

bangsa"

(3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

@

@

(1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan
dan scsudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya

untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 111

Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Neger atas
nama Prestden.
Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh

CGubermur atas nama Presiden.

(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

dalam Rapat Paripurna DPRD.

(4) Tarta cara pclantikan dan pengaturan sclanjutinya diatur dalam Pcraturan

Pemerintah.

Pasal 112

Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan
pada APBD.
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Paragraf Keenam

Pemantauan Pemilihan Kepala Dacrah

dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 113

Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat

dilakukan olch pemantau pemilihan yang meliput lembaga swadaya

masyarakat, dan badan hukum dalam negeri

Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan yang meliputi:

a. bessifat independen; dan

b. tcncmpunyai sumbcr dana yang jclas.

Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

harus mendaftarkan, dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

- Pasal 114

Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pcmantavuannya
kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-
undangan.

Pcmantau  pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut haknya sebagai pemantau
pemilihan dan/atau dikenai sankst sesuai peraturan perundang-undangan.

(V3]
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(4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan
serta pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Paragraf 'I'wjuh
Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 115

(1) Sctiap orang yang dengan sengaja memberkan  keterangan  yang tidak
benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang
dipeclukan untuk pengsian daftac pemilih, diancam dengan pidana
penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya dan omng yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 6 (cnam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu
aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan saatu
perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendin atau orang lain
scbagai scolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan
belas) bulan
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dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (cnam juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ndak sah atau dipalsukan,
menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai
surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 18 (dclapan belas) bulan dan/atau denda paling scdikit
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp
6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan
yang ada padanya saat pendaftaran  pemilih menghalang-halang:
seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah
menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp. 6.000.000,00 (cnam juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar atau menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah
tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi
Pasangan calon kepala dacrah/wakil kepala dacrah, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (dclapan
belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) dan paling baayak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
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Pasal 116

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal

@
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®

waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masingmasing pasangan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan
pidana penjara paling singkat 15 (kma belas) hari atau paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (scratus nbu rupiah)
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar  ketentuan larangan
pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a;
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (dclapan belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) atan pal(ng banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap orang yang dengan .sengaja melanggar  ketentuan larangan

pelaksanaan kampaaye pemilihan 'kcpala dacrah dan wakil kepala dacrah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, hurf 1 dan
huruf j dan Pasal79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus gbu rupiah)
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan

‘negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling
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lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(5) Setiap orang vang dengan sengaja mengacaukan, menghalang, atau

©)

®

mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (cnam) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.0
rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (¢cnam juta rupiah).

Sctiap orang yang membcert atau menerma dana kampanye melebihi
batas yang ditcntukan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3),
diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (cmpat) bulan atau
paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana
kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak
benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh
Undang-Undang ini, diancam dengan pidana
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penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas)
bulan dari/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepulub juta rupiah).

Pasal 117

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

(2)

kekerasan dan menghalang-halang: seseorang yang akan melakukan
haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan vang atau
materi lainnya kepada sescorang  supaya tidak menggunakan hak
pilihnya, atau memilth Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak
pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku

dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60
(cnam puluh) had dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (scratus
tibu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
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(+) Senap orang vang pada waktu pemungutan  suara dengan sengaja,
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memberikan suaranya Iebih dan satu kali di sacu atau lebth TPS, diancam
dengan pidana penjara pahng singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4
(empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus
nibu rupiah) dan paling banvak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Sctiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara
diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (cnam) bulan dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
L000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

Scorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan  kepada
seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan
bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
dan/atau denda paling sedikif Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
pahing banyak Rp 10.000.000,00 (scpuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu  pemungutan  suara
mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja membestahukan pilthan s1
pemilih kepada orang lain, diancam
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dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12

(dua belas) bulan dan/atau denda paling scdikit Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 118

Setiap orang yang dengan sengaja  melakukan  perbuatan yang
menycbabkan  suara scorang pemilh  menjadi tidak berharga  atau
menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau
perolehan suacanya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling scdikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil

)

pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta tupiah) dan paling tianyak
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya
hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana
penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan
dan/atau denda paling scdikit Rp 100.000,00 (scratus ribu rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
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(4) Setmp orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara
dan/atau benita acara daa scrtifikat hasil penghitungan suara, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3
(tiga) tahun dan/atan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 119
Jika undak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau

pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dan pidana
yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Bagian Kesembilan
Perangkat Daerah

Pasal 120

(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

(2) Perangkat daerah kabupaten/kota  terdiri atas sekretariat daerah,
sckretanat DPRD, dinas dacrah, lembaga tcknis dacrah, kecamatan, dan
keliirahan.

Pasal 121

(1) Sekretariat daerah dipimpin olen Sekretaris Daerah.
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(2) Sekretarss daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

)

@

(1)

2

mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala dacrah dalam
menyusun kebyakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagairnana dimaksud pada
ayat (2) sckretans dacrah bertanggung jawab kepada kepala dacrah.
Apabila sckrctaris dacrah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas
sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala
daerah.

Pasal 122

Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenubhi
persyaratan

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi
diangkat dan dibethentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk

kabupaten/kota diangkat dan dibethentikan oleh Gubemur atas usul
Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai

acgea sipil di dacrahnya.

Pasal 123

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
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(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan  olch Gubemnur/Bupat/Walikota  dengan  perscetujuan
DPRD.
(3) Sekretaris DPRD mempunyat tugas:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretamatan DPRD;

b. menyclenggarakan adminsstrast keuangan DPRD;

c. mendukung pelaksanaan tugas dan. fungsi DPRD; dan

d. menyediakan dan mengkoordinast tenaga ahh yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuar dengan kemampuan
keuangan daerah.

(4) Sckretans DPRD dalam menyediakan tenaga abh scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
Sckretans Dacrah.

(6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(@) Dinas dacrah dipimpin olch kepala dinas yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negen sipil yang
memenubhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. -

(3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalus
Sekretanis Daerah.
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Pasal 125

(1) Lembaga tcknis dacrah merupakan unsur pendukung tugas kepala
daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum
daerah.

(2) Badan, kantor atau rumah sakit umum dacrah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin olch kepala badan, kepala kantor, atau kepala
rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah.

(3) Kcpala badan, kantor, atau rumah sakit umum dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah

melalur Sekretaris Daerah.

Pasal 126

(1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian
wewenang bupati atan walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. 7

(3) Sclain tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a.  mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.  mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

c.  mengkoordinasikan pencrapan  dan  penegakan  peraturan

perundang-undangan;



)

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pclayanan umum,;

e.  mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemenntahan di
tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kclurahan;

g mclaksanakan pclayanan masyarakat yang mcenjadi  ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh

Bupati/Walikota atas usul sckretans dacrah kabupaten/kota dan

- pegawai  negeri sipil  yang menguasai pengetahuan teknis

©)

(©

)

M

pemerintahan dan memenuh: persyaratan sesuat dengan peraturan
perundang-undangan.

Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu olch pcrangkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris
Daerah kabupaten/kota.

Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (5)
bertanggung jawab kepada camat.

Pclaksanaan kcetentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati

atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman

pada Peraturan Pemerintah.
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(?) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah

yang dalam pclaksanaan tugasnya mempcerolch pelimpahan  dari
Bupati/Walikota.

(3) Selain ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai

tugas:

a. pclaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. pecmberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

(4) Lurah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olch
Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang
menguasai  pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah
bertangpung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

(6) T.urah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibantu oleh perangkat kelurahan.

(7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
bertanggung jawab kepada lurah.

(8) Untuk kclancaran pclaksanaan tugas Lurah scbagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditctapkan dengan peraturan

bupati atau walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128 ...
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Pasal 128

Susunan organisasi perangkat daemh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan
memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubemur
untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemenntah.
Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daemah dengan berpedoman pada Peraruran

Pemerintah.

BABV
KEPEGAWAIAN DAERAII

Pasal 129

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajenen pegawai negen sipil

(2

daemah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri
sipil sccara nasional.

Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan penswn, gaji, tunjangan,
kescjahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan
kompetensi, dan pengendalian jumlah. o
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Pasal 130
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dart  dan dalam
jabatan eselon 11 pada pemerintah daerah provins: ditetapkan oleh
Gubernur.
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam
jabatan csclon 11 pada pemerintah dacrah kabupaten/kota ditctapkan

oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 131

Perpindahan pegawai ncgeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu
provinsi  ditetapkan  oleh  Gubernur setelah  memperoleh
pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara.

Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota  antar
provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negert
sctelah memperolch  perimbangan Kepala Badan Kepegawanan
Negara.

Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke
departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya,
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh

pertimbangan Kepala Badan Kepegawatan Negara:

Pasal 132

Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/ kabupaten/kota

sctiap tahun anggaran dilaksanakan olch Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara atas usul Gubernur.
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Pasal 133

Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan
integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, Pangkat, mutasi jabatan,

mutasi antar daerah, dan kompetens.

Pasal 134

(1) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD
yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.

(2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokas: dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pembethentian, dan
pemindahan pegawai negen sipil dacrah dilaksanakan sctiap tahun.

(3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(4) Pemerintah melakukan pemutakhiran  data pengangkatan,
pemberhentian, dan pemindahan pegawai negen sipil dacrah untuk
penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Pasal 135

(1) Pcmbinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeni sipil dacrah
dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan
pada tingkat daerah oleh Gubernur.
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(2) Standar norma, dan prosedur pembmaan dan pengawasan manajemen

pegawar negenn sipl dacrah  diatur lebth lanjut dengan  Peraturan

Pemerintah.
BAB VI
PERATURAN DAERAII DAN PERATURAN
KEPALA DAERAII
Pasal 136

(1) Perda ditctapkan olch  kepala dacrah sctelah  mendapat perscetujuan
bersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/
kubupaten/kota dan tagas pembantuan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebth
lanjut dad peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan cirt khas masing-masing daerah.

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi. |

(5) Pcrda  scbagaimana  dimaksud pada ayat (1), beraku sciclah
diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan

yang meliputs:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
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c. kesesuaian antara jenis dan maten muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

{. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 138

(1) Matenn muatan Perda mengandung asas:

@

M

)

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

¢. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal 1ka;

g keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

1. ketestiban dan kepastian hukum; dan/atau

j- Keseimbangan, keserasian, dan kesclarasan.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat
asas lain sesuai dengan substansi Perda dapat yang bersangkutan.

Pasal 139
Masyarakat berhak memberikan masukan sccara lisan atau teetulis - dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

3
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Pasal 140

(1) Rancangan Perda dapat berasal dan DPRD, Gubcemur, atau
Bupati/ Waklikota.

(2) Apabila dalam satu  masa sidang, DPRD dan Gubermur atau
Bupau/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang
sama maka vang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh
DPRD, scdangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubcrmur atau
Bupati/ Walikota digunakan sebagui bahan untuk dipersandingkan.

(3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dan Gubernur

atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

(1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komist,
atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan  rancangan
Perda scbagaimana dimaksvd pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata
Tertsb DPRD.

Pasal 142

(1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan
olch sckretariat DPRD.
(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau

Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daecah. -
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Pasal 143

Perda dapat memuat  keteotuan tentang pembcbanan biaya paksaan
penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuas
dengan peraturan perundangan.

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 {enam)
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat  ancaman pidana atau denda sclam scbagaimana

dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan
perundangan lamnya.

Pasal 144

(1) Rancangan Perda yang telah disctujui bersama olch DPRD dan Gubernur

@

&)

“

atau  Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD  kepada
Cubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
Penyampaian rancangaa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujub) hari techitung scjak
tanggal persctujuan bersama.

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat )
ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tga
puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujus bersama.

Dalam hal rancangan Perda tidak ditctapkan Gubernur  atau
Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan
dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
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Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 4,

rumusan kalimat pengesahannya berbunys, "Perda ini dinyatakan sah,”
dengan mencantumkan tanggal sahnya.

Kalimat pengesahan sebagaunana dimaksud pada ayat (5) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah
Perda ke dalam lembaran dacrah.

Pasal 145
Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hant setelah
ditctapkan.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebth
tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2
ditctapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (coam puluh)
hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paling lama 7 (tujub) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan
pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah
rncncabut Perda dimaksud.
Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan
yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala
dacrah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung:
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(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan

)

1)

@

1)

‘scbagian atau scluruhnya, putusan Mahkamah Agung terscbut
menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Apabila Pemenntah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk
membatalkan Perda  schagaimana  dimaksud pada ayat (3), Perda
dimaksud dinyatakan berdaku. '

Pasal 146

Untuk melhksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-
undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau
keputusan kepala dacrah.

Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang
lcbth tinggt

Pasal 147

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.

(2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala

&)

Dacrah dalam Berita Dacrah, dilakukan olen Sckeetans Dacrah.
Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda  yang telah
diundangkan dalam Tembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
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Pasal 148

(1) Untuk membantu kepala dacrah  dalam mencgakkan Perda  dan

)

)

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembentukan dan susunan organisast Satuan Polisi Pamong Praja
schagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pcraturan
Pemenntah.

Pasal 149

Anggota Satuan Poliss Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik
pegawai negent sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda

dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesua1 dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pcjabat lain yang dibent tugas untuk

)

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

BAB VII
PLRLENCANAAN PEMBANGUNAN DALRAH

Pasal 150

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.
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(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1

disusun olch pemerntahan dacrah provinsi, kabupaten/kota scsuat

dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
disusun sccara begjangka mcliputt:

a. Rencana pembangunan jangka panjang dacrah disingkat dengan
RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang
memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu
kepada RPJP nasional;

b. Rencana pembangunan jangka menengah dacrah yang sclanjutnya
disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang penyusunannya berpedoman kapada RPJP daerah dengan
memperhatikan RP)M nasional;

c. RPJM dacrah scbagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakanumum, dan program  satuan kerja perangkat daenh,
lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
discrtai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatsf;

d. Rencana ketja pernbangunan daerah, selanjatnya disebut RKPD,
merupakan penjabaran dari RP]M daerah untuk jangka waktu 1
(satu) tahun, yang memuat nncangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan dacrah, rencana kega dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan



@)

@

O

@

PRESIDEN
REPUBLIK INDORESIA

-117 -
langsung oleh pemenntah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong  partisipasi  masyarakat, dengan mengacu  kepada
rencana kerja Pemenintah;

e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan
Pcemenintah.

Pasal 151

Satuan kerja perangkat daemh menyusun  rencana stratregls yang
selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, fujuan, strateg,
kebijakan, program dan kegatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinyaa, berpedoman pada RPJM Dacrah dan bersifat indikauf.

Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam
bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daemh yang memuat
kebijakan, program, dan keguatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung olch pemerintah dacrah maupun yang ditempub dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 152
Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. organisasi dan tata laksana pemerintaban dacrab;
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
d. keuangan daerah;
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e. potensi sumber daya daerah;
f.  produk hukum dacrah;
g kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan

e

informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan

dacrah.

(3) Dalam mngka penyclenggaraan pemerintahan dacrah, untuk tercapainya
daya guna dan hasil guna, peman faatan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informast daerah yang

terintegrasi secara nasional.

Pasal 153
Perencanaan pembangunan dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 152
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasaq.

Pasal 154
Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan cvaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

BADB VIII
KLIUANGAN DALRAH
Paragraf Kcesatu
Umum
Pasal 155

(1) Penyelenggaman urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang  menjach kewenangan

3)

M

&)

&)

Pemerintah di dacrah didanai dani dan atas beban anggaran pendapatan
dan belanja negara.

Administrasi pendanaan penyelenggaraan  urusan pemenntahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dart
administrasi  pendanaan  penyclenggaraan - urusan pemenintahan

scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 156

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
dacrah.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurah kekuasaannya yang
berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan
pettanggungjawabén, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para
pcjabat perangkat dacrah.

Pelimpahan sebagtan atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antam yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan vang,

Paragraf Kcdua
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.

pendapatan ashi daerah yang selanjutnya disebut PAD, yattu:

(73
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1) hasil pajak daerah;
2) hasil retnbust dacrah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain PAD yang sah;
b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan dacrah yang sah.

Pasal 158

(1) Pajak daerah dan retribust daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang
yang pclaksanaannya di dacrah diatur lcbih lanjut dengan Perda.

(2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan
Jain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lin-lain PAD yang sah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditctapkan.
dengan Perda berpedonian pada peraturan perudang-undangan.

Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b
terdirt atas:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.
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Pasal 160

(1) Dana Bag hasil scbagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a

2

3)

bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dart pajak sebagaimana dimaksud pada

avat (1) terdini darx:

a.

b.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan,
perkebunan, pertambangan serta kchutanan;

Bea Perolehan Atas Hak T'anah dan Bangunan (BPHTB) sektor
perdesaan,  perkotaan, perkebunan,  pertambangan  serta
kehutanan;

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib

pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dan:

a.

Penerimaan kehutanan yang berasal dari mran hak pengusahaan
hutan (IIIPII), provinsi sumber daya hutan (PSDiI) dan dana
reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
Penerimaan pertambangan. umum yang berasal dari penerimaan
juran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan furan
eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan;

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang
dihasilkan dari penesimaan pungutan pengusahaan pesikanan dan
penerimaan pungutan hasil perikanan;

Pencrimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dar wilayah

daerah yang bersangkutan;

41
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e.  Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah

dacrah yang bersangkutan;

f. Penerimaan pertambangan panas  bunmu  yang berasal dan
penerimaan setoran bagan Pemeriniah, wran tetap dan wran
produksi yang dihasilkan dani wilayah daexah yang bersangkutan:

Dacrah penghasil sumber daya alam scbagaimana dimaksud pada

ayat (3), ditctapkan olch Menten Dalam Negeri  berdasarkan

pertimbangan dari menteri teknis terkait.

Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya

alam ditetapkan oleh Menteri ‘L'eknis terkait setelah memperoleh

pertimbangan Menteri Dalam Negen.

(6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat

©)

)

(5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah:

Pasal 161

DAU scbagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan
berdasarkan persentase tertentu dani pendapatan dalam negeri neto yang
ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang
menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan
penyclenggaran urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan
DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Pasal 162

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159

huruf ¢ dialokasikan dat APBN kepada dacrah
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tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

a.  mendanai kegiatan khusus yang ditentukan  Pemenntah atas dasac
prioritas nasional;

b.  mendanai kegntan khusus yang dsulkan daerah tertentu.

Penyusunan kegiatan khusus vang ditentukan oleh Pemenntah

schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan

Gubcrnur.

Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang

bersangkutan: ¢

(9) Kctentuan Ikebih lanjut mengenas DAK diatur dengan  Peraturan

Pemernintah.

Pasal 163

(1) Pedoman penggunaan, supervist, monitoring, dan evaluasi atas dana bagt

@

hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, daa DAK diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana  perimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam
Undang-Undang tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pecmernintahan Dacrah.

Pasal 164

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 huruf ¢ merupakan scluruh pendapatan dacrah sclain PAD
dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan'lain-lain

pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
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Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa

uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemenintah, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar neger.

Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemernntah daerah untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan penstiwa tertentu yang
tidak dapat ditanggulang: APBD.

Pasal 165

Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa  tertentu
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditctapkan
dengan Peraturan Presiden.

Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan memperhatikan pertimbangan Menter: Dalam Negeni dan
Menteri teknis terkait.

(3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat

M

)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 166

Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang
dinyatakan mengalami keisis kevangan dacrah, yang tidak mampu diatast
sendiri, sehingga mengancam kebera,daa.ﬁnya sebagai daerah otonom.

Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan

pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemenintah.

344
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Pasal 167

Belanja dacrah diprioritaskan untuk melindungi  dan  meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.

Perlindungan dan pemngkatan kualitas  kehidupan  masyarakat
scbagaimana dimaksud pada  ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penycediaan fasilitas pclayanan
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. '

Belanja  daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat )]
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur
kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 168
Belanja kepala daceah dan wakil kepala dacrah diatur dalam Perda yang
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

(1) Untuk  membiayai penyclenggaraan pemenintahan dacrah, pemenntah

daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah,
pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank, dan masyarakat.

(2) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi

daceah untuk membiayai investasi yang menghasilkan pencrimaan dacrah.
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Pasal 170

(1) Pemerintah daceah dapat mclakukan  pinjaman  yang berasal dan

penerusan pinjaman hutang luar negeni dari Menten Keuangan atas nama

Pernerintah setelah memperoleh pertimbangan Menten Dalam Neger.
(2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 171

(1) Ketentuan mengenat pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan

Peraturan Pemernintah.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya mengatur tentang;

a.  persyaratan bagi pcmenintah dacrah dalam mclakukan pinjaman;

b.  penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam
APBD;

c.  pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi
kewajiban membayar pinjaman kepada Pemenntah, pemenntah
dacrah lain, lembaga perbankan, scrta lembaga keuangan bukan
Bank dan masyarakat;

d. tata cara pelaporan posisi kumulauf pinjaman dan kewajiban
pinjaman, setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

¢.  pessyaratan pencrbitan obligasi dacrah, pcmbayaman bunga dan
pokok obligast;

f.  pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian nisiko,

penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran
dalam APBD.
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Pasal 172

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai
keburuhan tertentu yang dananya udak dapat disediakan dalam satu
tahun anggaran.

(2) Pengahiran tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan
Pcemecrintah.

(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta

pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 173

(1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan
Usaha Milik Pemenntah dan/atau mihik swasta.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah,
dikurangi, dijual kepada pihak lan, dan/atau dapat dialihkan kepada
badan usaha milik daceah.

(3) Penyertaan modal sebagatmana dimaksud pada  ayat 1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Surplus dan Defisit APBD

Pasal 174

(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan
dalam Perda tentang APBD.
(2) Surplus scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
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a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal (investasi daerah);

c. transfer ke rekening dana cadangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dant sumber
pembiayaan dacrah yang ditctapkan dalam Perda tentang APBD.
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat (3)
bersumber das:

a sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;

b. transfer dari dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

@

d. pinjaman dacrah.

Pasal 175

Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap
daenh.

(2) Pemerintah dacrah wajib melaporkan posist surplus dcfisit APBD

kepada Mentesi Dalam Negeri dan Menten Keuangan sctiap semester

dalam tahun anggaran benalan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan

penundaan atas penyaluran dana penirnbangan.

Paragraf Keempat

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investast

Pasal 176

Pemerintah dacrah dalam mcningkatkan perckonomian dacrah dapat

" memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat
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dan/atau investor vang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
BUMD

Pasal 177

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD  yang pembentukan,
penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditctapkan

dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 178

(1) Barang milik daerah, yang dipergunakan  untuk melayani kepentingan
umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan
tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang
daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kcbutuhan dacrah berdasarkan prinsip  cfisicnst,
efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam

negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan
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Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan kebutuhan dacrah, mutu barang, usta pakai, dan nias

ekonomis yang dilakukan secara fransparan sesuai dengan peraturan

perundang -undangan.

Paragraf Ketujuh
APBD

Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

Pasal 180

(1) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas

@

@)

dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencani kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Priositas dan plafon anggaran  scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepala satuan keja perangkat dacrah menyusun rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapas.

Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan
daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun
berikutnya.
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Pasal 181

(1) Kcepala dacrah mengajukan mncangan Perda tentang  APBD discrtas
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk
memperoleh persetujuan bersama.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD,
scrta poositas dan plafon anggaran.

(3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilkukan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

(4) Atas dasar persctujuan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan

kerja perangkat daerah.

Pasal 182

Tata cara peoyusunan rencana kega dan anggaran satuan kesja perangkat
daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah ditur dalam Perda yarg berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Paragraf Kcedelapan

Pcrubahan APBD

Pasal 183
(1) Peruhahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. petkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD;
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b. keadaan. yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

antar unit organisast, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan.
Pemenneah dacrah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD, discrtai penjelasan dan  dokumen-dokumen  pendukungnya
kepada DPRD.
Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling
lambat 3 (uga) bulan schelum tahun anggaran yang bersangkutar
berakhir.

Pamagraf Kesembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 184

Kepala  daerah  menyampaikan  rancangan  Perda  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya mcliputi laporan realisasi APBD, neraca, lapoman arus kas, dan
catatan atas laporan, keuangan, yang dilampin dengan laporan keuangan
badan usaha milik daerah.
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Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajtkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kesepuluh

Livaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan

Pcraturan Kepala Dacrah tentaag APBD, Perubahan APBD

(1)

Ne

€

4

dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 185
Rancangan Perda provinsi tentang  APBD  yang telah disetujui
bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang  penjabaran
APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) har
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Hasil.evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Menteri Dalam Negeni kepada Gubernur paling laxﬁbat 15 (lma

belas) han terhitung scjak ditcrimanya rancangan dimaksud.

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil  evaluast
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur
tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepantingan. umum
dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan

(ubernur.

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan

Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan



®)

1)

Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan vang lebih tngg, Gubernur
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluas: tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD,
dan Gubemur tetap menctapkan rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD menjadi Perda
dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri rmembatalkan Perda dan
Peraturan Gubemnur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBD tahun sebelumnya.

Pasal 186

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) han
disampaikan kepada Gubermnur untuk dicvaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampatkan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling

&)

lama 15 (lima belas) har terhitung sejak diterimanya rancangan Perda
kabupaten/kota dan mncangan Peraturan Bapati/Walikota tentang
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila Gubcrur menyatakan hasil cvaluasi rancangan Perda tentang
APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan
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peraturan perundang-undangan vang lebith ungg, Bupati/Walikota

menctapkan  rancangan  dimaksud menjade Perda dan Peraturan

Bupati/Wahkota.

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang

APBD dan rancangan Peraturan Bupau/Walikota tentang Penjabaran
APBD tidak scsuat dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hart sejak diterimanya hasil

evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjutt oleh Bupati/Walikota dan

©)

©)

DPRD, dan Bupati/Walikota tctap menctapkan rancangan Perda tentang
APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran
APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubermnur
membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus
menyatakan berdakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
Gubcmur  menyampaikan  hasil,  cvaluasi  rancangan  Perda
kabupaten/kota  tentang APBD  dan  rancangan  Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 187
Apabila DPRD sampai batas waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal
181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah
terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala
daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka
APBD tahun anggaran scbclumnya untuk membiayai kepeduan sctiap
bulan yang

(3]
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disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

(2) Rancangan pemturan kepala dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dart Mentenn Dalam

Negeri baga provws: dan Gubernur bagi kabupaten/kota.

(3) Untuk memperolch pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

&

rancangan pematucan kepala dacrah tentang APBD beserta lampirannya
disampaikan pabng lambat 15 (lima belas) han terhitung scjak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap
rancangan Perda tentang APBD.

Apabila dalam batis waktu 30 (tiga puluh) han Menteri Dalam Negen
atau Gubernur tuak mengesahkan rancangan peraturan kepala dacrah
sebagaimana dimiksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan
rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala
daerah.

Pasal 188

Proses penetapan rncangan Perda tentang Perubahan APBD dan
rancangan peratumn hepala daerah tentang Penjabaran Perubahan, APBD
menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal. 187.

Pasal 189

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah,
retribusi daerah, dan t:1a ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan

Pasal 186, dengan kctcnruan untuk pajak
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daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menters

Kcuangan, dan untuk tata ruang dacrah dikoordinasikan dengan mentent

yang membidang: urusan fata ruang.

Pasal 190
Peraturan kepala dacrah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala
dacrah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penctapan

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 191
Dalam rangka cvaluasi pengelolaan kevangan dacrah dikembangkan sistem
informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem

informasi pemerintahan daerah.

Paragraf Kesebelas
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 192

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran  pemernntahan daerah
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah
yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

(2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan
otorsasi olch kepala dacrah atau surat keputusan lain yang bedaku
sebagai surat keputusan otorisasi.

(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah  jika
untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
APBD.

J
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(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah

lainnya, dilarang mclakukan pengeluaman atas beban anggaran belanga
daergh untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 193

(1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat
didcpositokan dan/atau diinvestasikan dalam iavestasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atan
bunga atas investast jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

(3) Kepala dacrah dengan persctujuun DPRD dapat menctapkan peraturan
tentang :

a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 194

Penyusunan, pclaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan. dan
pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PEITYELESA:AN PERSELISITTAN

Pasal 195
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat
mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan
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pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinerg dan

saling menguntungkan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud ~ pada ayat (1) dapat diwujudkan
dalam bentuk badan keda sama antar daerah yang datur dengan
keputusan bersama;

Dalam penyediaan pelayanan pubik, dacrah dapat bekena sama dengan
pihak ketiga.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang

membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan
DPRD.

Pasatl 196

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak hntas

@

&)

“

daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik
sccara bersama dengan dacrah sckitarmya untuk kepentingan masyarakat.
Untuk pengelolaan kerja sama schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.

Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat
dilaksanakan olch Pemerintah,

Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan schaigaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan

Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 198
(1) Apabila tegach perschisthan  dalam penyclenggaraan fungs

pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur
menyelesatkan perselisthan dimaksud.

(2) Apabila terjach perselisthan anuarprovins, anara provinsi dan
kabupaten/kota di  wilayahnya, ~serta  antara provinsi  dan
kabupaten/kota  di luar wilayahnya, Menten Dalam Negen
menyelesaikan perselisthan dimaksud.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

BABX
KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 199

(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
a. Ko scbagai dacrah otonom;
b. bagian dacrah kabupaten yang memiliki cint perkotaan;
c. bagian dan dua atau lebith daerah yang berbatasan langsung dan
memiliki ciri perkotaan.
(2) Kawasan petkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola
olch pemenntan kota
(3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola

oleh daerah atau lembaga pengeloh yang dibentuk dan bertanggungjawab
kepada pemerintah kabupaten.
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(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ dalam

®)

©)

®

©)

hal penataan ruang dan penycdiaan fasilitas pclayanan umum tereentu
dikelola bersama oleh daerah terkait.

Di kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan
perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk
hadan pengclola pembangunan. |

Dalam percncanaan, pelaksanaan pembangunan, dan  pengelolaan
kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat
sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan, sebagatmana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6) ditctapkan dengan Perda dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

BAB XI
DESA
Bagian Pertama Urnum

Pasal 200

Dalam pemenintahan  dacrah kabupaten/kota dibentuk pemenntahan
desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa.

Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan
memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
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(3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan

statusnya menjadi kelurahan scsuai usul dan prakarsa Pcmenintah desa

bersama badan permusyawaratan desa vang ditetapkan dengan Perda-

Pasal 201

(1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan
dibcbankan pada APBD kahupatcn /kota.
(@) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya

menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Bagan Kcdua

Pemernintah Desa

Pasal 202

(1) Pemerintah desa terdini atas kepala desa dan perangkat desa.
(2) Perangkat desa terdint dai sckretaris desa dan perangkat desa lannya.
(3) Sckretatis desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dusi dani Pegawai

negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 203

(1) Kcpala desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Repablik Tndonesia
yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda

yang berpedoman kepada Peraturan Pemenntah.
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(2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilthan

kepala desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan scbagat
kepala desa.

(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya
bedaku ketentuan hukum adat sctempat yang ditctapkan dalam Perda

dengan berpedoman pada Peratuman Pemernintah.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembals
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan benkutnya.

Pasal 205

(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga
puluh) hasi setelah pemilihan.

(2) Sebelum memangku jabatanaya, kepala desa mengucapkan sumpah/janjt.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji, dimaksud adalah scbagai benkut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila scbagai dasar ncgara; dan
bahwa saya akan mencgakkan kchidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
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Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjads kewenangan desa mencakup:

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjad: kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. tugas pembantuan daci Pemerintah, pemerintah provinst, ~dan/atau
pemerintah kabupaten/kota;

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan

diserahkan kepada desa.

Pasal 207

Tugas pcembantuan dari Pemernintah, pemenntah provinsi, dan/atau
pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembuayaan,

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 208

‘lugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur Icbih lanjut dengan Perda berdasackan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkaa aspirasi masyarakat.
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Pasal 210

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa
bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pimpinan badan pcrmusyawaratan desa dipilih dari dan olch anggot
badan permusyawaratan desa.

Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun
dan dapat dipilih lag untuk 1 (satu) kali masa jabatan bernkutnya.

Syarat dan tata cara penctapan anggota dan pimpinan badan
permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada

Peraturan Pemernntah.

Bagian Keempat
Lembaga Lain

Pasal 211

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan
peraturan  desa  dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

T.embaga kemasyarakatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam

memberdayakan masyarakat desa.
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Bagian Kelima

Kcuangan Desa

Pasal 212

(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik desa bechubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada  ayat 1
menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (2
terdint atas:

a. pendapatan asli desa;

b. bagi hasil pajak daerah dan retsibusi daerah kabupaten/kota;

c. bagian dari dana périmbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima olch kabupaten/kota;

d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi,  dan
pemerintah kabupaten/kota;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk mendanai  penyclenggaraan  pemcrintahan  desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.

(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa

tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
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(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud p

ditctapkan olch Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peratuan

ada ayat (5)

perudang-undangan.

Pasal 213

(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan keburuhan

dan potenst desa.

(2) Badan usaha milik desa sebagai
pada peraturan perundang-undangan.

(3) Badan usaha mihk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang undangan.

mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

Bagian Kceenam

Kerja sama Desa

Pasal 214

(1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur
dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/W alikota
melalur camat.

(2) Kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan sesuat dengan kewenangannya.

(3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan scsuat dengan peraturan perunndang-undangan.

(@) Untuk pclaksanaan kera sama, scbagaimana dimaksud pada ayat 1),
ayat,(2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.
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Pasal 215

(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota
dan atau pthak keuga mengikutsertakan pemenntah desa dan badan
permusyawaratan desa.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Perda, dengan memperhatikan:

a kepentingan masyarakat desa;
b. kewenangan desa;
c. kelancaran pelaksanaan investast;

d. kelestatian lingkungan hidup;

e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 216

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(2) Perda, scbagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakur  dan

menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

BAB XII
PLIMBINAAN DAN PINGAWASAN
Pasal 217
(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
oleh Pemerintah yang meliput: :
a.  koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan  urusan

pemernintahan;
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c. pemberian  bimbmgan, superviss, dan konsultasi pclaksanaan
urusan pemenntahan.

d. pendidikan dan pelatihan; dan

e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan

cvaluast pelaksanaan urusan pemernintahan.

(2) Koordinasi schagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a

©)

)

®)

dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provins.
Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana,
pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Pemberian bimbingan, supervist dan konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada
daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. V
Pendidikan dan pelatihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah,
anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan
kepala desa. |

(6) Pcerencanaan, penclitian, pengembangan, pemantauan, dan cvaluasi

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan sccara berkala

ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

huruf e dapat dilakukan kesja sama dengan perguruan tinggi dan/atau

lembaga penclitian.
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Pasal 218
(1) Pengawasan ams penyclenggamaan pemerintahan  dacrah dilaksanakan
oleh Pemerintah yang meliputt:
a. Pengawasan atas pe]aksanaa.n—urusan pemerintahan dt daerah;
b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah.
(2) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan perundang-

undangan.

Pasal 219

(1) Pemenintah memberikan penghargaan dalam  penyclenggaraan
pemerintahan daerah.

(2) Penghargaan sebagammana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada,
pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah,
anggota DPRD, perangkat dacrah, PNS dacrah, kepala desa, anggota

badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pasal 220

(1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan
penyclenggaraan pemenintahan dacrah.

(2) Sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat () diberkan kepada
pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota
DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.
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Pasal 221
Tlasil pembinaan dan pengawasan schagaimana dimaksud dalam Pasal 217
dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh

Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

Pasal 222

(1) Pcmbinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nastonal
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Neger.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota
dikoordinasikan olch Gubcmur.

(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

(4) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma,

prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemeriatah.
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BAB XIII
PERTIMBANGAN DALAM KFEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Pasal 224

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat
membentuk  suatu  dewan  yang  bertugas memberkan saran  dan
pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenat rancangan
kebijakan:

a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta
pcmbcntukan kawasan khusus;

b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah,
yang meliputs:

1) perhitungan bagan masing-masing daerah atas dana bagi hasil
pajak dan sumbcr daya alam scsuai  dengan  peraturan
perundang-undangan; |

2) formula dan perhitungaa DAU masing-masing daerah
berdasarkan besarnya pagn DAU sesuai dengan peraturan
perundangan;

3) DAK masing-masing dacrah untuk sctiap tahun anggaran
berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria
sesuai dengan peraturan perundangan.

(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri
Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
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BAB X1V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus

selain diatur dengan Undang-Undang m diberlakukan pula ketentuan

khusus yang diatur dalam undang-undang lain,

M

@

&)

Pasal 226

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagt Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi
Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur
sccara khusus dalam Undang Undang tersendin.

Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Tstimewa Yogyakata sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992, adalah. tetap
dengan ketentuan bahwa penyelenggaran pemerintahan Provinst
Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.
Khusus untuk Provinsi Nanggroc Acch Darussalum pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tal:un 2001 tentang Otonomi khusus bag
Provinsi Daerah lstimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Acen
Darussalam, dengan penyempurmaan:

a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai

dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan
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secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Dacrah
Tstimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling
lambat pada bulan Me: 2005.

b. Kepal daerah selam yang dinyatakan pada huruf (a)  chatas
disclenggarakan pemilihan kepala dacrah scsuai deagan periode masa
jabatannya.

¢. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa
jabatannya sebelum Undang-Undang 1m disahkan sampai dengan
bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang
penjabat kepala dacrah.

d. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah
atau caloa wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otononﬁ Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa~Aceh
scbagai Provinsi Nanggroc Acch Darussalam.

e. Anggota Komist Tndependen Pemilihan dari unsur anggota Komist
Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota
Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Pasal 227

Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur
dengan undang-undang tersendiri.

Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta scbagai Ibukota Negara

berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah
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administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.

Undang-Undang  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

pengaturan:

a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagat
ibukota Negara;

b.  tempat kedudukan parwakilan negara-negarna sahabat;

c.  keterpaduan rencana umum tata fuang Jakarta dengan rencana
umum tata ruang daerah sekitar;

d.  kawasan khusus untuk menyelenggarakan  fungsi pemerintahan
tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.

Pasal 228

Penyelenggaman urusan pemerintahan yang menjad wewenang
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang
didekonsentrasikan, dda.ksana.kan oleh instanst vertikal di daerah:

Instansi vertikal scbagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan
dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di
daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat dacrah, kekayaannya

dialihkan menjadi milik daerah.

Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah

negar lain, diatur berdasarkan peraturan perundang
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undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya

ditctapkan olch Pemenntah.

Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan
kepala dacrah dan wakil kepala dacrah scpanjang belum diatur dalam

undang'undang.

BAB XV
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi,
daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

(1) Provinst, kabupater/kota, kecamatan, kclurahan, dan desa yang ada pada
saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuah ditentukan lamn
dalam pemturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dacrah provinsi atau kabupatcn/kota yang tclah memenuhi
seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan
tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum

Undang-Undang ini diundangkan.
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Pasal 233
Kcpala dacrah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampa
dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara
langsung sebagaumana dimaksud dalam Undang-Undang im pada bulan
Juni 2005.
Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januan 2009
sampai dengan bulan Jul 2009 disclenggarakan pemilthan kepala dacrah
secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada
bulan Desember 2008.

Pasal 234

(1) Kcpala dacmah dan wakil kepala dacrah yang berakhir masa jahatannya

@

©)

sebelum bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat
seorang penjabat kepala daerah.

Penjabat kepala daerah yang ditetapkan  sebelum  diundangkannya
Undang-Undang ini, menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
Pendanaan kegiatan pemilihan kepala dacrah dan wakil  kepala dacrah
yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan
APBD.

Pasal 235

Pemilihan Guberur dan Bupati/Walikota dalam satu dacrah yang sama

yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau

dalam kuran waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) han,

pemungutan suaranya diselenggarakan pada hart yang sama.
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Pasal 236
(1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulas
berlaku Undang-Udang 1 tetap menjalankan tugas sampai habis masa
jabatannya.
(2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulat berlakunya
Undang-Undang 1m menjalankan  tugas scbagaimana di atur dalam

Undang-Undang im sampai habis masa jabatannya.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 237

Semua ketentuan perafuran perundang-undangan yang berkaitan secara
langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238
(1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang int dinyatakan tetap berlaku.
(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun scjak Undang-Undang ini ditctapkan.
Pasal 239
Pada saat berlakunya Undang-Undaag ini, maka Undang-Undang Nomor 22
'I'ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 240
Undang-Undang ini mulai berdaku pada tanggal diundangkan
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Agar setap ofang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundang

Undang-Undang 1 dengan penempaannya dalam Lembaran  Negara

repu'iﬂik Tndonesia
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
trd
MUGAWA'TL SOLKARNQO PUTRI
Dundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONLSIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAITUN 2004 NOMOR 125.

Salinan sesuat dengan ashnya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Tambeek V. Nahattands




-~ PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nonar 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

snimbang : MEMUTUSKAN:
bahwa mineral dan batubara yang terkandung ~ Menetapkan :
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN
merupakan kekayaan alam tak terbarukan ~ MINERAL DAN BATUBARA.
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai peranan penting dalam memenuhi BAB I
hajat hidup orang banyak, karena itu pengelola- KETENTUAN UMUM
annya harus dikuasai oleh Negara untuk
memberi nilai tambah secara nyata bagi Pasal 1

perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara
berkeadilan;

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara yang merupakan kegiatan usaha
pertambangan di luar panas bumi, minyak dan
gas bumi serta air tanah mempunyai peranan
penting dalam memberikan nilai tambah secara
nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional
dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh -

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pi:ngelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjuz'an, serta kegiatan
pascatambang.

280

bahwa dengan mempertimbangkan 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang
perkembangan nasional maupun interr.asional, " terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan gahungannya yang membentuk batuan, baik
sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan dalam bentuk lepas atau padu.
~ perubahan peraturan perundang-undangan di 3. Batubara adalah endapan senyawa organik
bidang pertambangan mineral dan batubara yang karbonan yang terbentuk secara alamiah dari
dapat mengelola dan mengusahakan potensi sisa tumbuh-tumbuhan.
mineral dan batubara secara mandiri, andal, 4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan
transparan, berdaya saing, efisien, dan ber- kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan,
wawasan lingkungan, guna menjamin. di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta
pembangunan nasional secara berkelanjutan; air tanah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan
. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, endapan karbon yang terdapat di dalam bumi,
perlu membentuk Undang-Undang tentang termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan
Pertambangan Mineral dan Batubara; aspal.

6. Usaha Pertambangan adalah keg'atan dalam
eagingat : rangka pengusahaan mineral atau batubara yang
isal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
at(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik In- eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
nesia Tahun 1945; penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pasca-
Dengan Persetujuan Bersama tambang.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 7. lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
REPUBLIK INDONESIA disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan
_ usaha pertambangan.
dan 8. |UP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan

untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
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IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan |UP
Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi.

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya
disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan dalam wilayah
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan
investasi terbatas.

izin Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan di
wilayah izin usaha pertambangan khusus.
IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yvang
dib=rikan untuk melakukan tahapan kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.

i{UPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK
Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi di wilayah izin usaha
pertambangan khusus.

Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi
regional dan indikasi adanya mineralisasi.
Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi
secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,
dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya
terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan
hidup.

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi
secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk
menentukan kelayakan ekonomis dzn teknis
usaha pertambangan, termasuk analisis
mengenai dampak lingkungan serta perencanaan
pascatambang.

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi konstruksi,
penambangaf, pengolahan, pemurnian,

termasuk pengangkutan dan penjualan, serta . -
sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai .

dengan hasil studi kelayakan.

Konstruksi adalah kegiatan usaha
pertambangan untuk melakukan pembangunan
seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk
pengendalian dampak lingkungan.
Penambangan adalah bagian kegiatan usaha
pertambangan untuk memproduksi mineral dan/
atau batubara dan mineral ikutannya.
Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu
mineral dan/atau batubara serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
Pengangkutan adalah kegiatan usaha
pertambangan untuk memindahkan mineral dar/
atau batubara dari daerah tambang dan/atau
tempat pengolahan dan pemurnian sampai
tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan
untuk menjual hasil pertambangan mineral atau
batubara.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang
bergerak di bidang pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indunesia.

Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang
berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang
selanjutnya disebut amdal, adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Reklamasi adalah kegiatan yang ‘dilakukan
sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk
menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi
kembali sesuai peruntukannya.

kegiatan pascatambang, yang selanjutnya
disebut pascatambang, adalah kegiatan
terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir
sebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut
kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik
secara individual maupun kolektif, agar menjadi
lebih baik tingkat kehidupannya,

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WP, adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak
terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata
ruang nasional. '

Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjut-
nya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang
telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/
atau informasi geologi. i

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang
selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUP.
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Vefilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjut-
nya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat
dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjut-
nya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang
dicadangkan untuk kepentingan strategis
nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang
selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari
WPN yang dapat diusahakan.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
dJalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK,
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang
IUPK. -

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indone-
sia yang memegang kekuasaan Pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah daerah adalah gubemnur, bupati atau

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenagarakan
urusan pemerintahan di bidang pertambangan
mineral dan batubara.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

'rtambangan mineral dan/atau batubara dikelola
rasaskan:

manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas:
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

iam rangka mendukung pembangunan nasional
ng berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral
n batubara adalah:

menjamin efektivitas peiaksanaan dan
pengendalian kegiatan usaha pertambangan
secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya
saing; _

menjamin manfaat pertambangan mineral dan
batubara secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan hidup;

menjamin tersedianya mineral dan batubara
sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber
energi untuk kebutuhan dalam negeri;

(1)

@

(1)

2

(3)

4

5)
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mendukung dan menumbuhkembangkan
kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing
di tingkat nasional, regional, dan internasional;
meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,
daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan
kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
dan

menjamin  kepastian hukum dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara.

BAB Ill
PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

iVineral dan batubara sebagai sumber daya alam
yang tak terbarukan merupakan kekayaan
nasional yang dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

F-enguasaan mineral dan batubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

Pasal 5

Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah
barkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan
pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk
kepentingan dalam negeri.

Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dangan
pengendalian produksidan ekspor.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mempunyai kewenangan untuk menetapkan
jumiah produksi tiap-tiap komoditas per tahun
setiap provinsi.

P 2merintah daerah wajib mematuhi ketentuan
jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan
mineral dan/atau batubara untuk kepentingan
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pengendalian produksi dan ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diatur dengan peraturan pemerintah,
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BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, antara lain,
adalah:

a.
b.
c.

d.

penetapan kebijakan nasional;

pembuatan peraturan perundang-undangan;
penetapan standar nasional, pedoman, dan
kriteria;

penetapan sistem perizinan pertambangan
mineral dan batubara nasional,

penetapan WP yang dilakukan setelah
barkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Reputlik Indonesia;
pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat, dan pengawasan usaha
pertambangan yang berada pada lintas
wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih
dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai,
pemberian |UP, pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat, dan pengawasan usaha
pertambangan yang lokasi penambangan-
nya berada pada lintas wilayah provinsi dan/
atau wilayah laut lebih dari 12 (dva belas)
mil dari garis pantai,

pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian
konflik masyarakat, dan pengawasan usaha
pertambangan operasi produksi yang
berdampak lingkungan langsung lintas
provinsi dan/atau dalam wilayah 'aut lebih
dari 12 (dua belas) mil dari garis |yantai;

pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK

Operasi Produksi;

pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang
telah menimbulkan kerusakan lingkungan
serta yang tidak menerapkan kaidah
pertambangan yang baik;

penetapan kebijakan produksi, pemasaran,
pemanfaatan, dan konservas,
penetapan kebijakan kerja sama,
kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat,
perumusan dan penetapan penerimaan
negara bukan pajak dari hasil usaha
pertambangan mineral dan batubara;
pembinaan dan pengawasan penyeleng-
garaan pengelolaan pertambangan mineral
dan batubara yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah;

@)

(1)

Kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

pembinaan dan pengawasan penyusunan
peraturan daerah di bidang pertambangan,
penginventarisasian, penyelidikan, dan
penelitian serta eksplorasi dalam rangka
memperoleh data dan informasi mineral dan
batubara sebagai bahan penyusunan WUP
dan WPN;
pengelolaan informasi geologi, informasi
potensi sumber daya mineral dan batubars,
serta informasi pertambangan pada tingkat
nasional,
pembinaan dan pengawasan terhadap
reklamasi lahan pascatambang;
peryusunan neraca sumber daya minerd
dan batubara tingkat nasional,
pengembangan dan peningkatan nilai
tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
peningkatan kemampuan aparatur Peme-
rintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan.

Pasal 7

Kewenangan pemerintah prdvinsi Galam.
pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara, antara lain, adalah:

e

b.

e.

pembuatan peraturan perundang-undangan-
daerah; :
pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian;
konflik masyarakat dan pengawasan usah;
pertambangan pada lintas wilayah
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut ¢
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas;
mil; 1
pemberian IUP, pembinaan, penyelesaiar
konflik masyarakat dan pengawasan usah
pertambangan operasi produksi yan
kegiatannya berada pada lintas wilayah
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas)
mil,

pemberian IUP, pembinaan, penyelesaiat
konflik masyarakat dan pengawasan usah:
pertambangan yang berdampak lingkungar
langsung lintas kabupaten/kota dan/ata

wilayah laut 4 (empat) mil sampai denga

12 (dua belas) mil;

penginventarisasian, penyelidikan da



. penelitian serta eksplorasi dalam rangka
memperoleh data dan informasi mineral dan
batubara sesuai dengan kewenangannya;

f.  pengelolaan informasi geologi, informasi
potensi sumber daya mineral dan batubara,
sertainformasi pertambangan pada daerah/
wilayah provinsi:

9. penyusunan neraca sumber daya mineral
dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;

h. pengembangan dan peningkatan nilai
tambah kegiatan usaha pertambangan di
provinsi;

i. pengembangan dan peningkatan peran
serta masyarakat dalam usaha pertam-
bangan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan;

J. - pengoordinasian perizinan dan pengawasan
penggunaan bahan peledak di wilayah
tambang sesuai dengan kewenangannya;

K. penyampaian informasi hasil inventarisasi,
penyelidikan umum, dan penelitian serta
eksplorasi kepada Menteri dan bupati/
walicota;

I.  penyampaian informasi hasil produksi,
penjualan dalam negeri, serta ekspor
kepada Menteri dan bupati/walikota:

m. pembinaan dan pengawasan terhadap

" reklamasi lahan pascatambang; dan

n. peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam
pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara, antara lain, adalah:

a. pembuatan peraturan perundang-undangan
daerah;

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan,
penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan usaha pertambangan di
‘wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah
“laut sampai dengan 4 (empat) mil;

.. pemberian |IUP dan IPR, pembinaan,
penyelesaian konflik masyarakat dan
pengawasan usaha pertambangan operasi
produksi yang kegiatannya berada di

(2)

(1

(2)
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wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah
laut sampai dengan 4 (empat) mil;

d. penginventarisasian, penyelidikan dan
penelitian, serta eksplorasi dalam rangka
memperoleh data dan informasi mineral dan
batubara;

e. pengelolaan informasi geologi, informasi
potensi mineral dan batubara, serta
informasi pertambangan pada wilayah
kabupaten/kota;

f.  penyusunan neraca sumber daya minerat
dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;

9. pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat setempat dalam usaha
pertambangan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan;

h. pengembangan dan peningkatan nilai
tambah dan manfaat kegiatan usaha
pertambangan secara optimal;

I.  penyampaian informasi hasil inventarisasi,
penyelidikan umum, dan penelitian, serta
eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri
dan gubernur;

- penyampaian informasi hasil produksi,

penjualan dalam negeri, serta ekspor
kepada Menteri dan gubernur;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap
reklamasi lahan pascatambang; dan '
. peningkatan kemampuan aparatur peme-
rintah kabupaten/kota dalam penyeleng-
garaan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

WP sebagai bagian dari tata ruang nasional
merupakan landasan bagi penetapan kegiatan
pertambangan.

WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah setelah ber-
koordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
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Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) dilaksanakan:

a. secaratransparan, partisipatif, dan bertanggung
jawab;

b. secaraterpadu dengan memperhatikan pendapat
dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan
dengan mempertimbangkan aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan
lingkungan; dan

c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan
penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam
rangka penyiapan WP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai bata:, luas, dan
mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 13
WP terdiri atas:
a. WUP;
b. WPR;dan
c. WPN.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah
setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang
bersangkutan berdasarkan data dan informasi
yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya dalam penetapan WUP sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada
pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP
yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas
wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota.

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara
ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan

pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki |

oleh Pemerintah.
Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa

WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. dayadukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mlneral dan/atau
batubara; dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai iata cara penetapan
batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam
suatu WPR.
Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ditetapkan oleh bupatifwalikota setelah betkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Caerah
kabupaten/kota.

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai

berikut:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang
terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan
tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atay
batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua
puluh lima) meter;
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erdapan teras, dataran banijir, dan endapan
sungai purba;

luas maksimal wilayah pertambangan rakyat
adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
menyebutkan jenis komoditas yang akan
ditambang; dan/atau

merupakan wilayah atau tempat kegiatan
tambang rakyat yang sudah dikerjakan
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 23

lam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud
lami Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban
lakukan pengumuman mengenai rencana WPR
pada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24

Iayah'ataij tempat kegiatan tambang rakyat yang
dah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai
?R diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

tentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur,
n penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam
sal 21 dan Pasal 23 diatu; dengan peraturan
merintah. : ’
Pasal 26

tentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan
skanisme penetapan WPR, sebagaimana
naksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan
raturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

Untuk kepentingan strategis nasional,
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan
memperhatikan aspirasi daerah menetapkan
WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk
komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam
rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan
lingkungan.

WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan
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persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

(3) WPNyang ditetapkan untuk konservasi sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan
waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah
statusnya menjadi WUPK.

Pasal 28
Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
menjad’ WUPK dapat dilakukan dengan memper-

timbangkan: .
a. pemenuhan bahan baku industri dan energi
dalam negeri;

b. sumberdevisa negara,

c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan
sarana dan prasarana,

d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi;

e. dayadukung lingkungan; dan/atau

penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi

yang besar.

="

Pasal 29

(1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di
WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk IUPK.

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa
WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi,
lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1
(satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31
Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara
ditetapkan oleh Pemeriniah berkoordinasi dengan

pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi
yang dimiliki oleh Pemerintah.
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Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) alau beberapa

WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi,

c. dayadukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi cumber daya mineral dar./atau
batubara; dan

e. tingkatkepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan
pemerintah.
BAB VI
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
a. pertambangan mineral; dan
b. pertambangan batubara.

(2) Peitambangan mineral sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: '
a. pertambangan mineral radioaktif;
b. pertambangan mineral logam,
c. pertambangan mineral bukan logam; dan
d. pertambangan batuan.

~ (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan
suatu komoditas tambang ke dalam suatu
golongan pertambangan mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraluran
pemerintah.

‘ Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaheud dalam
Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

a. IUP;

b. IPR;dan

c. IUPK
BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 36

(1) IUP terdiri atas dua tahap:

a. |UP Eksp'orasi meliputi kegiatan genyelidi-
kan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan
konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pengangkutan dan
penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang iup
Operasi Produksi dapat me'akukan sebagian
atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). '

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam
satu wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur apabila WIUP berada pada kntas
wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi i
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupalil .
walikota setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan *

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas i
wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomen- :
dasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat |
sesuai dengan «etentuan peraturan perundang- |

undangan.
Pasal 38 i
IUP diberikan kepada:
a. badanusaha,
b. koperasi;dan ;
c. perseorangan. |
Pasal 39 § z

(1) 1UP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam:
Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan;
sekurang-kurangnye:

nama perusahaan;

lokasi dan luas wilayah;

rencana umum tata ruang;

jaminan kesungguhan;

modal investasi;

perpanjangan waktu tahap kegiatan; -

hak dan kewajiban pemegang (UP;

jangka waktu berlakunya tahap kegialan,
jenis usaha yang diberikan;

rencana pengembangan dan pemberdayaa

masyarakat di sekitar wilayah pertambangar:

perpajakan; ’

penyelesaian perselisihan; i

. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 1

|
i
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IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat

ketentuan sekurang-kurangnya:

nama perusahaan,

luas wilayah,

lokasi penambangan;

lokasi pengolahan dan pemurnian;

pengangkutan dan penjualan;

modal investasi;

jangka waktu berlakunya IUP;

jangka waktu tahap kegiatan;

penyelesaian masalah pertanahan,

lingkungan hidup termasuk reklamasi dan

pascatambang;

dana jaminan reklamasi dan pasca-

tambang;

|. - perpanjangan IUP;

m. hak dan kewajiban pemegang IUP;

n. . rencana pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di sekitar wilayah

pertambangan;

perpajakan;

penerimaan negara bukan pajak yang terdir

atas iuran tetap dan iuran produksi;

penyelesaian perselisihan;

keselamatan dan kesehatan kerja;

konservasi miaeral atau batubara;

pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi

dalam negeri;-

u. penerapan kaidah keekonomian dan
weteknikan pertambangan yang baik;

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

x. penguasaan, pengembangan, dan
penerapan teknologi pertambangan mineral
atau batubara.

x ToSemeacoe
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Pasal 40

) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau

batybara.

) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam
"WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk
mengusahakannya.

) Pemegang [IUP yang bermaksud
‘mengusahakan mineral lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan
permohonan IUP baru kepada Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
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(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk
mzngusahakan mineral lain yang ditemukan
tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
menjaga mineral lain tersebut agar tidak
dimanfaatkan pihak lain.

(6) IU'P untuk mineral lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan
kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud

dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 42

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral

logam dapat diberikan dalam jangka waktu pal-
ing lama 8 (delapan) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral

bukan logam dapat diberikan paling lama dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan
logam jenis tertentu dapat diberikan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) tahun.

(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi
kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang
mendapatkan mineral atau batubara yang tergali
wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual
rineral atau batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara
untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

1A-9
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Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi

Pasal 46

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk
memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai
kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada
badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas
hasil pelelangan WIUP mineral logam atau
batubara yang telah mempunyai data hasil kajian
studi kelayakan.

Pasal 47

(1) IUP Operasi Produksi untuk. pertambangan
mireral logam dapat diberikan dalam jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing
10 (sepuluh) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan
mineral bukan logam dapat diberikan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 5 (lima) tahun.

"(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan
mineral .bukan logam jenis tertentu dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2
(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan
batuan dapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5
(lima) tahun.

(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan
batubara dapat diberikan dalam jangka waktu
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan,
lokasi pengolahan dan pemurnian, serta
pelabuhan berada di dalam satu wilayah
kabupaten/kota;

b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi
pengolahan dan pemurnian, serta pelabuha:
berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang
berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dai
bupati/walikota setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi
pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan
berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda
setelah mendapatkan rekomendasi dari
gubernur dan bupati/walikota setempat sesua
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. ,

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasd
42 dan |IUP Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan
pemerintah.

Bagian Keempat
Pertambangan Mineral

Paragraf 1 )
Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 50
WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah
dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 51

WIUP mineral logam diberikan kepada badan
usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara
lelang.



) Pasal 52

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi
WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu)
hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu)
hektare.

Pada wilayah yang telah diberikan IUP
Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP
kenada pihak lain untuk mengusahakan mineral
lain vang keterdapatannya berbeda.

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dilakukan setelah mempertimbangkan
pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 53

megang IUP Operasi Produksi mineral logam dibeni
UP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh
aribu) hektare.

Paragraf 3
Pertambangan Mineral Pukan Logam

Pasal 54

UP mineral bukan logam diberikan kepada badan
aha, koperasi. dan perseorangan dengan cara
rmohonan wilayah kepada pemberi izin
bagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 55

Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam
diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima
ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua
puluh lima ribu) hektare.

Pada wilayah yang telah diberikan IUP
Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan
IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan
mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan
pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 56
:megang IUP Operasi Produksi mineral bukan

jam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000
naribu) hektare.

arta Perundang-undangan No.2848/Kamis,05-03-2009

Paragraf 4
Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha,
koperesi, dan perseorangan dengan cara permohonan
wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37.

Pasal 58

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP
dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan
paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

(2 Pada wilayah yang telah diberikan IUP
Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada
pihak lain untuk mengusahakan mineral lain
yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan
pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP

~dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima
Pertambangan Batubara

Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha,
koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 61

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP.

dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu)
hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh
ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP

Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada

- pihak lain untuk mengusahakan mineral lain
yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan
pe ndapat dari pemegang IUP pertama.

1A-11
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Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi
WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas
" ribu) hektare.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mem-
peroleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan
peraturan pemerintah.

BAB Vill
PERSYARATAN PERIZINAN USAHA
PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban mengumumkan
rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta
memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 65

(1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pas:al 51, Pasal
54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan
usaha pertambangan wajib memenuhi
persyaratan administratif, persyaratan teknis,
persyaratan lingkungan, dan persyaratan
finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif, persyaratan teknis, persyaratan
lingkungan, dan persyaratan finansial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai
berikut:

a. pertambangan mineral logam,

b. pertambangan mineral bukan logam;

c. pertambangan batuan; dan/atau

d. pertambangan batubara.

)

©)

)

)

Pemegang IPR berhak:

a.

Pemegang IPR wajib:

a.

b.

o
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Pasal 67

Bupati/walikota memberikan IPR terutams
kepada penduduk setempat, baik perseoranga
maupun kelompok masyarakat dan/ata
koperasi.

Bupatiiwalikota dapat melimpahkan kewenanga
pelaksanaan pemberian IPR sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) kepada camat sasua
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksu
pada ayat (1), pemohon waijib menyampaika
surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pasal 68

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapz

diberikan kepada:

a. perseorangan paling banyak 1 (satu
hektare;

b. kelompok masyarakat paling banyak i
(lima) hektare; dan/atau

c. koperasipaling banyak 10 (sepuluh) hektar

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lamat
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 69

mendapat pembinaan dan pengawasan di bidan}
keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan
teknis pertarnbangan, dan manajemen darf
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
‘mendapat bantuan modal sesuai dengar}
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

melakukan kegiatan penambangan paling lamb
3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
mematuhi peraturan perundang-undangand
bidang keselamatan dan kesehatan ker:
pertambangan, pengelolaan lingkungan, dar!
memenuhi standar yang berlaku;

mengelola lingkungan hidup bersama pemerinia
daerah;

membayar iuran tetap dan iuran produksi; da
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiata
usaha pertambangan rakyat secara berks
kepada pemberi IPR.
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Pasal 71

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan
kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati
ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
teknis pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

entuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
X diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

Pemerintah kabupaten/l:ota melaksanakan
pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi
pertambangan, serta permodalan dan pemasaran
dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha
pertambangan rakyat.

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap pengamanan teknis pada usaha
pertambangan rakyat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. pascatambang.

Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), pemerintah
kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat
fungsional inspektur tambang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil
produksi dari seluruh kegiatan usaha
pertambangan rakyat yang berada dalam
wilayahnya dan melaporkannya secara berkala
kepada Menteri dan gubermnur setempat.

BAB X
iZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memper-
hatikan kepentingan daerah.

- JUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau
batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
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4)

(5)

©)

™

(1)

)

@)

4)

(1)

Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam
WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk
mengusahakannya.

Pemegang IUPK yang bermaksud mengusaha-
ken mineral lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK
baru kepada Menteri.

Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukan
tersebut. '

Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
menjaga mineral lain tersebut agar tidak
dimanfaatkan pihak lain.

IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan
kepada pihak lain oleh Menteri.

Pasal 75

Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan per-
timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28.

IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada badan usaha yang ber-
badan hukum Indonesia, baik berupa badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
maupun badan usaha swasta.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK
dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

Pasal 76

IUPK terdiri atas dua tahap:

a |UPK Eksplorasi meliputi kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan
konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemumian, serta pengangkutan dan penjualan.

1A-13



2)

3)

M

2)

Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK
Operasi Produksi dapat melakukan sebagian
atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara mem-
peroleh [lUPK sebagaimana dimaksud 2ada ayat
(1) diatur dengan peraturan pemerint ah.

Pasal 77

Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk
memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai
kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

|UPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada
badan usaha yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 3)
dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil
kajian studi kelayakan.

Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) hurufa sekurang-kurangnya wajib
memuat. ‘
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nama perusahaan;
luas dan lokasi wilayah;
rencana umum tata ruang,
jaminan kesungguhan;
modal investasi;
perpanjangan waktu tahap kegiatan;
hak dan kewajiban pemegang IUPK;
jangka waktu tahap kegiatan;
jenis usaha yang diberikan;
rencana pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
perpajakan;
penyelesaian perselisinan masalah pertanahan;
juran tetap dan iuran eksplorasi; dan
amdal. _
Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya
wajib memuat:

@"paoTD

h.

nama perusahaan,

luas wilayah;

lokasi penambangan,

lokasi pengolahan dan pemurnian;
pengangkutan dan penjualan;
modal investasi;

jangka waktu tahap kegiatan;
penyelesaian masalah pertanahary;
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lingkungan hidup, termasuk reklamasi d&
pascatambang;

dana jaminan reklamasi dan jamina
pascatambang;

jangka waktu berlakunya IUPK;
perpanjangan IUPK;

hak dan kewajiban; ;
pengembangan dan pemberdayaan masyarak:.
di sekitar wilayah pertambangan; :
perpajakan;

juran tetap dan iuran produksi serta bagiz
pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas ba;
hasil dari keuntungan bersih sejak berproduks
penyelesaian perselisihan;

keselamatan dan kesehatan kerja;
konservasi mineral atau batubara,
pemanfaatan barang, jasa, teknologi ser
kemampuan rekayasa dan rancang bang.
dalam negeri;

penerapan kaidah keekonomian dan keteknik:
pertambangan yang baik;

pengembangan tenaga kerja Indonesia;
pengelolaan data mineral atau batubara,
penguasaan, pengembangan dan penerap
teknologi pertambangan mineral atau batuba
dan 4

divestasi saham.

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaks
dalam pemberian IUPK.

M

(2)

3

Pasal 81

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatans
kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi y
mendapatian minerallogam atau batubaray
tergali wajib melaporkan kepada Menteri.

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin mer
mineral logam atau batubara sebagaim
dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukar
sementara untuk melakukan pengangkutan
penjualan. : o

Izin sementara -sebagaimana dimaksud |
ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergali sebagair
dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produt



Pasal 83

rsyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai

ngan kelompok usaha pertambangan yang

rlaku bagi pemegang IUPK meliputi:
luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
eksplorasi pertambangan mineral logam
diberikan dengan luas paling banyak 100.000
(seratus ribu) hektare.
luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
operasi produksi pertambangan mineral logam
diberikan dengan luas paling banyak 25.000
(dua puluh lima ribu) hektare.
luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
eksplorasi pertambangan batubara diberikan
dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh
ribu) hektare.
luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
operasi produksi pertambangan batubara
diberikan dengan luas paling banyak 15.000
(lima belas ribu) hektare.
jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan
mineral logam dapat diberikan paling lama 8
(delapan) tahun.
iangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan
batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh)
tahun.

. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral
iogam atau batubara dapat diberikan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun.

Pasal 84

etentuan lebih lanjut mengenai tata cara mem-
eroleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam
asal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat
) diatur dengan peraturan pemerintah.

- BAB XI
PERSYARATAN PERIZINAN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 85

'remerintah berkewajiban mengumumkan rencana
egiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagai-
nana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan
UPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada
nasyarakat secara terbuka.
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Pasal 86

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan
dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan
administratif, persyaratan teknis, persyaratan
lingkungan dan persyaratan finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif, persyaratan teknis, persyaratan
lingkungan, dan persyaratan finansial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah.

BAB XIi
DATA PERTAMBANGAN

Pasal87

Untuk menunjang penyiapan WP dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga
riset negara dan/atau daerah untuk melakukan
penyelidikan dan penelitian tentang
pertambangan.

.Pasal 88

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha per-
tambangan merupakan data milik Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Data usaha pertambangan yang dimiliki
pemerintah daerah wajib disampaikan kepada
Pemerintah untuk pengelolaan data per-
tambangan tingkat nasional.

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penugasan penyelidikan dan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan
pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

1A-15
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BAB Xill
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 90

Pemegang |UP dan IUPK dapat melakukan sebagian
atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik
kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi
produksi.

Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan
prasarana dan sarana umum untuk keperluan
pertambangan setelah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral,
termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang
telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran
eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan
radioaktif.

Pasal 93

(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh
memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak
lain.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham
di bursa saham Indonesia hanya dapat dilekukan
setelah melakukan kegiatan eksplorasitahapan
tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan dengan syarat:

a. harus memberitahu kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk
melakukan usaha pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wanrta Poariindann-irinrdancan Na DQAQN Aarmic L.E AD AANG

e pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang
baik; '

b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem
akuntansi indonesia;

c. meningkatkan nilai tambah sumber daya
mineral dan/atau batubara;

d. melaksanakan pengembangan dan pember-
dayaan masyarakat setempat; dan

e. mematuhi batas toleransi daya dukung
lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik periambangan yang

baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan;

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan
pertambangan, termasuk kegiatan reklamasidan
pascatambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral dan
batubara;

usaha pertambangan dalam bentuk padat, caf,
atau gas sampai memenuhi standar baku mutu
lingkungan sebelum dilepas ke ‘media
lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan
standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan
karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian
fungsi dan daya dukung sumber daya air yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 99

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerat
kan rencana reklamasi dan rencana pasca-
tambang pada saat mengajukan permohonan:
IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi:
Produksi. ;
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) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca-
tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan
lahan pascatambang.

) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam
perjanjian penggunaan tanah antara pemegang
IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100

) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan
dana jaminan reklamasi dan dana jaminan
pascatambang.

) Menteri, gubernur, atau bupati/walikcta sesuai
dengan kewenangannya dapat menetapkan
pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan
pascatambang dengan dana jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK
tidak melaksanakan reklamasi dan pasca-
tambang sesuai dengan rencana yang telah
disetujui.

Pasal 101
stentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan

iIscatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
) serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan

iscatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

)0 diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 102

smegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai
mbah sumber daya mineral dan/atau batubara
ilam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan
»murnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 103

) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib
melakukan pengolahan dan pemurnian hasil
penambangan di dalam negeri.

) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan
memurmikan hasil penambangan dari pemegang
IUP dan IUPK lainnya.

) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan
nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam

(1)

2

(3

(1)

2)

&)

S

Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 104

Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 dapat melakukan kerja sama dengan badan
usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah
mendapatkan [UP atau IlUPK.

!UP yang didapat badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi
Produksi Khusus untuk pengolahan dan
pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri,
gubernur, bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan
pengolahan dan pemurnian dari hasil penam-
bangan yang tidak memiliki IlUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha
pertambangan yang bermaksud menjual mineral
dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih
dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk
penjualan.

IUF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
iuran produksi.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan
hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang
tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

"Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan

pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan
jasadalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan
usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikut-
sertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 108

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun
program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah, dar
masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh
data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi
produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/
‘walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan
- laporan tertulis secara berkala atas rancana
kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

() Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis,
waktu, dan tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 112

(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha
pemegang |UP dan IUPK yang sahamnya
dimiliki oleh asing wajib melakukan civestasi
saham pada Pemerintah, pemerintah daerah,
badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha swasta nasional.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi
saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
1ZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 113

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan dapat diberikan kepada
pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:

a. keadaankahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga
menimbulkan penghentian sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan;

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan
wilayah tersebut tidak dapat menanggung
beban kegiatan operasi produksi sumber
daya mineral dan/atau batubara yang
dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha per-
ambangan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau
IUPK.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan
usaha pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Menteri, gubernur, atau bupatiiwalikots
sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf.c dapat dilakukan oleh
inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan
permohonan masyarakat kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesui
dengan kewenangannya wajib mengeluarkan
keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai
alasannya atas permohonan sebagaimana di
maksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 114

keadaan kahar dan/atau keadaan yang meng

(1) Jangka waktu penghentian sementara karenah
halangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113




ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali
untuk 1 (satu) tahun.

Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa
penghentian sementara berakhir pemegang IUP
den IUPK sudah siap melakukan kegiatan
operasinya, kegiatan dimaksud waijib dilaporkan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
vzsuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikote sesuai
dengan kewenangannya mencabut keputusan
penghentian sementara setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan diberikan karena keadaan kahar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat
(1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK
terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah
tidak berlaku.

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan diberikan ka-ena keadaan yang
menghalangi kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat
(1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK
terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah
tetap berlaku.

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan diberikan karena kondisi daya
dukung lingkungan wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c,
kewaiiban pemegang IUP dan IUPK terhadap
Pemerintah dan pemerintah daerah tetap
berlaku.
Pasal 116

tentuan lebih lanjut mengenai penghentian
nentara kegiatan usaha pertambangan sebagai-
na dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan
sal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XV
ERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
)AN 1ZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Pasal 117

3 dan IUPK berakhir karena:
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dicabut; atau
¢. hsbis masa berlakunya.
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Pasal 118

(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan
kembali IUP atau IlUPK-nya dengan pernyataan
tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya dan
disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah
disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya dan
setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
apabila:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi
kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK
serta peraturan perundang-undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IlUPK dmyatakan pailit.

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam
IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan
permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap
kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak
memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut
berakhir.

Pasal 121

(1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau
IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal
119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan
menyelesaikan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah
dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
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Pasal 122

(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan. dicabut,
atau habis masa berlakunya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-
nya berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha,
koperasi, atau perseorangan melalui
mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang |UP atau
IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh
dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada
Menteri, gubernur, atau bupatiwalikota sesuai dengan
kewenangannya.

BAB XVI
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan

perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau
nasicnal.

M

)

)

(M

2
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Pasal 125

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK m
gunakan jasa pertambangan, tanggung ja
kegiatan usaha pertambangan tetap dibeba
kepada pemegang IUP atau IUPK.

Pelaksana usaha jasa pertambangan dg
berupa badan usaha, koperasi, atau pe
seorangan sesuai dengan klasifikasi d
kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Mentei

Pelaku usaha jasa pertambangan wajib me
utamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatk
anak perusahaan dan/atau afiliasinya dat
bidang usaha jasa pertambangan di wila
usaha pertambangan yang diusahakanny
kecuali dengan izin Menteri.

Pemberian izin Menteri sebagaimana dima

pada ayat (1) dilakukan apabila:

a. tidak {erdapat perusahaan jasa perta
bangan sejenis di wilayah tersebut; atau

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangag
yang berminat/mampu. ‘

Pasal 127

@

Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa
pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemegang IUP atau IlUPK dapat meng-

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraa
usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksuj

gunakan perusahaan jasa pertambangan lain
yang berbadan hukum Indonesia.

" (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan,
dan penguijian peralatan di bidang:

1) penyelidikan umum;

2) eksplorasi;

3) studi kelayakan;

4) konstruksi pertamoangan;

5) pengangkutan;

6) lingkungan pertambangan;

7) pascatambang dan reklamasi; dan/
atau

8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian
peralatan di bidang:
1) penambangan; atau
2) pengolahan dan pemurnian.

\A/arta Pariinrdanc_iincdanman A DQAQN amia NE ND ONNAD

dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diat
dengan peraturan menteri. :

(1)

2)

)

BAB XVIi
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 128

Pemegang IUP atau IUPK wajib membay:
pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Pendapatan negara sebagaimaha dimaksuf
pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak da§
penerimaan negara bukan pajak. -

Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pat
ayat (2) terdiri atas: :
pajak-pajak yang menjadi kewenangaf

a.
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peg
aturan perundang-undangan di bidang \
perpajakan; dan E

b. beamasuk dan cukai. E |



-

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuraneksplorasi;

€. iuran preduksi; dan

d. kompensasidata informasi.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. pajakdaerah;

b. retribusi daerah; dan

¢. pendapatan lain yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk per-
tambangan mineral [cgam dan batubara wajib
membayar sebesar 4% (empat persen) kepada
‘Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada
pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak
berproduksi.

Bagian pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. pemerintah provinsi mendapat bagian
sebesar 1% (satu persen);

‘b. pemerintah kabupaten/kota perghasil
mendapat bagian sebesar2,5% (dua koma
lima persen); dan

¢. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang sama mendapat bagian
sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 130

Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada
saat penambangan.

Pemegang IUP atau JUPK dikenai iuran procuksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat
(4) huruf ¢ atas pemanfaatan tanah/batuan yang
ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

arnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak
g dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK
tapkan berdasarkan ketentuan peraturan per-
ang-undangan.

(1)

(2)

0

(1)

)

(3)

Pasal 132

Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasar-
kan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga
komoditas tambang.

Besaran tarif iuran produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan
pendapatan negara dan daerah yang pem-
bagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penerimaan negara bukan pajak yang merupa- ..

kan bagian daerah dibayar langsung ke kas
daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke
kas negara.

BAB XVl

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN

USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 134

Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi
hak atas tanah permukaan bumi.

Kégiatan usaha pertambangan tidak dapat
dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk
melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
setelah mendapat izin dari instansi Pemevintah
sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan.

Pasal 135

' Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi

hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah

M
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mendapat parsetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan
kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan
hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2)

Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah
oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah
melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-
bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan
pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

~ Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pa_sal 139

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap

(2)

)

)

penyelenggaraan pengelolaan usaha per-
tambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pemberian pedoman dan standar

pelaksanaan pengelolaan usaha
pertambangan; :

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi;

¢. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengernbangan,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan usaha pertambangan di
bidang mineral dan batubara.

Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur
untuk melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di
bidang usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya bertanggung jawab

(1)

()

3)

M
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melakukan pembinaan atas pelaksanaajg
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan |
oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 140

Menteri melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan usaha per
tambangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan pemerintah§
kabupaten/kota sesuai dengan §
kewenangar.nya.

Menteri dapat melimpahkan kepada gubemu |
untuk melakukan pengawasan terhadap §
penyelenggaraan kewenangan pengelolaand §
bidang usaha pertambangan sebagaimana §
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan §
oleh pemerintah kabupaten/ kota. '

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesua
dengan kewenangannya - melakukan
pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang §
IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 141

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam}

Pasal 140, antara lain, berupa:

teknis pertambangan;

pemasaran;

keuangan;,

pengolahan data mineral dan batubara;

konservasi sumber daya mineral dan batubarg

keselamatan dan kesehatan kerja

pertambangan; :

. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi §
dan pascatambang; 4

i.  pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dani

~poooop

kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri; '
J. pengembangan tenaga kerja teknis
pertambangan; 2
k. pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat setempat; ..
. penguasaan, pengembangan, danf§
penerapan teknologi pertambangan; ,
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang keyiatan §
usaha pertambangan yang menyangkut
kepentingan umum; '
n. _pengelolaan IUP atau IUPK; dan :
0. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha
pertambangan.




>

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan
huruf1 dilakukan oleh inspektur tambang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
indangan.

Daiam hal pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota belum mem-
punyai inspektur tambang, Menteri menugaskan
inspektur tambang yang sudah diangkat untuk
melaksanaan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142

Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan
pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya
masingmasing sekurang-kurangnya sekali
dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan
terhadap kerugian akibat pengusahaan
pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB XX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong,
melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Pemerintah dapat memberi teguran kepada
pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan
kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

Bupati/walikota melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha pertambangan
rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan
peraturan daerah kabupaten/kota. '

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong,
melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan
mineral dan batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatinan dapat |
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

swasta, dan masyarakat.

Pasal '144

intuan lebih lanjut mengenai standar dan pro-
I pembinaan serta pengawasan sebagaimana
sksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141,
al 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan
erintah.
Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

Masyarakat yang terkena dampak negatif
langsung dari kegiatan usaha pertambangan
berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat
kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
perlambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

rta Perundang-undangan No.2848/Kamis,05-03-2009

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 149

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik
indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
per‘ambangan diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan;

(2)
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(1)

o)

3

(4)

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang
atau badan yang diduga melakukan tindak
pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan;

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara
paksa orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi atau tersangka dalam perkara
tindak pidana kegiatan usaha
pertambangan;

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang
diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan
jrrasarana kegiatan usaha pertambangan
dan menghentikan penggunaan peralatan
yang diduga digunakan untuk melakukan
tindak pidana;

f.  menyegel dan/atau menyita alat kegiatan
usaha pertambangan yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan dan/atau meminta barituan
tenaga ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara

tindak pidana dalam kegiatan usaha -

pertambangan; dan/atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak

pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan.
Pasal 150

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap
pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebaygaimana
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai
penyidikan dan menyerahkan hasil
penyidikannya kepada pejabat polisi negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan
penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup
bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan
tindak pidana.

P'elaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB XXII
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal 151

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesud
dengan kewenangannya berhak memberika
sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR§
atau IUPK atas pelanggaran ketentua
sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3§
Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasd
70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasi}
74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3}
Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasd
99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 1§
ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasd
108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasd
112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayd
(2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasd}
128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 13
ayat (2).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksu

pada-ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebaglan atau
seluruh kegiatan eksplorasi atau operas
produksi; dan/atau

c. pencabutan|UP, IPR, atau IlUPK.

@

Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakag
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15§
dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huni
i, Menteri dapat menghentikan sementara dan/ataifg
mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentua
peraturan perundang-undangan. "

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadg
penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP danjg
IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasi
152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatzi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaxj
IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadiiji
dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuz|§
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 155

ala akibat hukum yang timbul karena penghentian
entara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK
igaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)
if b dan huruf ¢ diselesaikan sesuai dengan
ntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

ntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelak-
lan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
m Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan
turan pemerintah.

Pasal 157

erintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan
igaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
nai sanksi administratif berupa penarikan
sntara kewenangan atas hak pengelolaan usaha
imbangan mineral dan batubara.

BAB XXl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

i orang yang melakukan usaha penambangan
& iUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud
m Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal
yat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana
ian pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
uiuh miliar rupiah).

Pasal 159

egang IUP, IPR, atau lUPK yang dengan sengaja
yempaikan laporan sebagaimana dimaksud
m Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81
(1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal
ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan
rangan palsu dipidana dengan pidana penjara
ig lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
ralc Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa
memiliki lUP atau IUPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun - atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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(2) Setiap orang yang mempunyai lUP Eksplorasi
tetapi melakukan kegiatan operasi produksi
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi

atau IUPK Operasi Produksi yang menampung,
memanfaatkan, melakukan pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan

batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau -

izin setagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal
40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67
ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal
103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu
kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP
atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).
Pasal 163

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan
hukum, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut
berupa pidana denda dengan pemberatan
ditamoah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan
maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Seiain pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau
‘b. - pencabutan status badan hukum.

Pasal 164
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan
Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai

pidana tambahan berupa:
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a. perampasan barang yang digunakan dalam
melakukan tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana; dan/atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat
tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau
IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini
dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi
pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda
paling bznyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan
IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak
lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

WP dikelcla oleh Nenteri dzlam suatu sistem
informasi WP yang terintegrasi secara nasional
untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem
koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP,
WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang per-
tambangan, Pemerintah dapat memberikan
keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan
" ketentuan peraturan perundang-undangarn kecuali
ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara yang
telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang
ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu
berakhirnya kontrak/perjanjian.
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b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal konk L
karya dan perjanjian karya pengusahaan periaié
bangan batubara sebagaimana dimaksud pagl
huruf a disesuaikan selambat-lambatny
(satu) tahun sejak Undang-Undang}§
diundangkan kecuali mengenai peneri

" negara. ‘ ()

c. Pengecualian terhadap penerimaan negzi
sebagaimana dimaksud pada huruf b ad# :
upaya peningkatan penerimaan negara. -§ :

Pasal 170 , it
i

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaky
dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi v
melakukan pemurnian sebagaimana dimals
dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatng
(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundages
kan. 3!

2)

Pasal 171 T
. ',_ ;
(1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian kas
pengusahaan pertambangan batubara -:'f_' W
mana dimaksud dalam Pasal 169 yang i
melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, syl
kelayakan, konstruksi, atau operasi prodd
paling lambat 1 (satu) tahun sejak beriaku
Undang-Undang ini harus menyampa
rencana kegiatan pada seluruh wilayah koj
perjanjian sampai dengan jangka w3
berakhirnya kontrak/perjanjian g
mendapatkan persetujuan pemerintah;
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaig]
pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas i
pertambangan yang telah diberikan keg g
pemegang kontrak karya dan perjanjian rfSess
pengusahaan pertambangan bafulg
disesuaikan dengan Undang-Undang inii}

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjiani
pengusahaan pertambangan batubara yang}
diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (sahj
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dangs
mendapatkan surat persetujuan prinsip
izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormaj
dapat diproses perizinannya tanpa melalui
berdasarkan Undang-Undang ini.



BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

’ada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Jndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
{etentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan
linyatakan tidak berlaku.

>ada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
iemua Peraturan Perundang-undangan yang
nerupakan peraturan pelaksanaan dari
Jndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang -
letentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
867 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
tepublik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan
rasih tetap berlaku sepanjang tidak ber-
3ntangan dengan ketentuan dalam Undang-
Indang ini. .

Pasal 174
uran pelaksanaan Undang-Undang ini harus

ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak
ng-Undang ini diundangkan.

Perundang-undangan No.2848/Kamis,05-03-2009
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Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diuncangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 4

(Penjelasan Bersambung)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan

hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;

. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara
Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

. bahwa Kkualitas lingkungan hidup yang semakin

menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan;

. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat

mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah
penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu periu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan

memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf 4,
huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
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Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat
(3) dan ayat {4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat
potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

5. Ekosistemn adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
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9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan ekosistem.

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan. .

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat
ditenggang oleh lingkurngan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam
untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
nilai serta keanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau
tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat
dibandingkan. '

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah
B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,
dan/atau penimbunan.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan,
dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumliah,
konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke
media lingkungan hidup tertentu.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau
lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak
pada lingkungan hidup. ’

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi
dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya
berkaitan dengan lingkungan hidup.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
secara lestari.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,
politik, sosial, dan hukum. ‘

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap
orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap
lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
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37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
asas:

N S

tanggung jawab negara;
kelestarian dan keberlanjutan;
keserasian dan keseimbangan;
keterpaduan;

manfaat;

kehati-hatian;

keadilan;

ekoregion;

keanekaragaman hayati;
pencemar membayar;

. partisipatif;

kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n.

otonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a.

b.
c.

-0 a

erE @

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan;

menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia;

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

mengantisipasi isu lingkungan global.
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Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

oo TP

. perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pengawasan; dan
penegakan hukum.

BAB II1
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan
melalui tahapan:

a.
b.
c.

(1)

2

inventarisasi lingkungan hidup;
penetapan wilayah ekoregion; dan
penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6
Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;
b. tingkat pulau/kepulauan; dan
c. tingkat wilayah ekoregion.
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanaken untuk memperoleh data dan
informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan,; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6-ayat

(1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion
dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan mstansx
terkait.



{2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam;

daerah aliran sungai;

iklim;

flora dan fauna;

sosial budaya;

ekonomi;

kelembagaan masyarakat; dan

hasil inventarisasi lingkungan hidup.

e e o

. Pasal 8
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya
dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ terdiri atas:
a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.
(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun
berdasarkan inventarisasi nasional.
(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun
berdasarkan:
a. RPPLH nasional;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulavan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.
(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
disusun berdasarkan:
a. RPPLH provinsi;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

{1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan: ‘

. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

. sebaran penduduk;

sebaran potensi sumber daya alam;

. kearifan lokal; '

aspirasi masyarakat; dan

perubahan iklim.

me oo op

413



414

(3) RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan
hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka
menengah.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan
Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun,
pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

a. keherlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
nasional dan pulau/kepulauan;

b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.



BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
terdiri atas:

KLHS;

tata ruang;

baku mutu lingkungan hidup;

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

amdal;

UKL-UPL;
. perizinan;

instrumen ekonomi lingkungan hidup;

peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

anggaran berbasis lingkungan hidup;

analisis risiko lingkungan hidup;

audit lingkungan hldup, dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu

‘pengetahuan.

"‘F“-"r";rv.n me Ao oD

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
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(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap
kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program; dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana, danfatau program yang mengintegrasikan  prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16
KLHS memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan,;
perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
kinerja layanan/jasa ekosistem;
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Mmoo

Pasal 17
(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar
bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu
wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18
{1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan
dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. '
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 19 _
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan
pada KLHS.
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(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui
baku mutu lingkungan hidup.
{2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

mmo o TP

baku mutu air;

baku mutu air limbah;

baku mutu air laut;

baku mutu udara ambien;

baku mutu emisi;

baku mutu gangguan; dan

baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan
hidup dengan persyaratan:

a.
b.

memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf ¢, huruf d, dan
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f
diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

{1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku
kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

a.
b.
c.

PR A

kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

kriteria baku kerusakan terumbu karang;

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan/atau lahan;

kriteria baku kerusakan mangrove;

kriteria baku kerusakan padang lamur;

kriteria baku kerusakan gambut; :

kriteria balcu kerusakan karst; dan/atau '

kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada
paramater antara lain:
a. kenaikan temperatur;
b. kenaikan muka air laut;
c. badai; dan/atau
d. kekeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8§
Amdal

Pasal 22
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana
usaha dan/atau kegiatan;
luas wilayah penyebaran dampak;
intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena
dampak;
sifat kumulatif dampak;
berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan /atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
~ teknologi.

B &
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Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib
dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang
tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang sccara potensial dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan
budaya; :

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan
cagar budaya;
introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar

untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

L
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan
dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang
terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk
‘menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh
pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian
informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum
kegiatan dilaksanakan. )

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan

keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi
dampak serta pengambilan keputusan, dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh’ lgmbagq sertifikasi kompetensi penyusun
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amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi
penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  sesuai  dengan

kewenangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

{1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 terdiri atas wakil dari unsur:

a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang
timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh
tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian
teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. '

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 31

" Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota menetapkan  keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi
usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Paragraf 6
UKL-UPL

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria
wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib
memiliki UKL-UPL.
(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak waijib dilengkapi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Kriteria:
a. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil. :
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur
dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan. ;

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernurt, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat
dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung
cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum
dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL; atau '
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¢. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha
negara.

Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau  bupati/walikota  sesuai dengan
kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan
keputusan izin lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.

{(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan
dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/fatau kegiatan mengalami perubahan,
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin
lingkungan.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Pasal 42 |

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen
ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: ‘ ,

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto
yang mencakup penyusutan sumber daya elam dan kerusakan
lingkungan hidup; o ' ‘
mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan

internalisasi biaya lingkungan hidup. :

g0
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(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan
lingkungan hidup; dan
¢. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf ¢ antara lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b. pencrapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
¢c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah
lingkungan hidup; :
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau
cmisi;
pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
pengembangan asuransi lingkungan hidup;
pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e T

Paragraf 9
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup
Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan
daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pcmbangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus
lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang
memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
baik.

. : Pasal 46

‘Selain ketentuan sebagaimena dimeksud dalam Pasal 45, dalam rangka
 pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya tclah mcngalami
pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan,
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Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk
pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan
kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib
melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja
lingkungan hidup.

Pasal 49
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: ;
a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap
lingkungan hidup; dan/atau '
b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit
lingkungan hidup.
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang
berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat
melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk
melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal

49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. :
(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
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(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:

a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan
hidup;

b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengambilan  kesimpulan, dan
pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut
audit lingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi
auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 53
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hiduy;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 54

(1)Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan
hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;.
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
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d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V1
PEMELIHARAAN

Pasal 57

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

a. konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi kegiatan:

a. perlindungan sumber daya alam;

b. pengawetan sumber daya alam; dan

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam
jangka waktu tertentu. :

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi: ;

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber
daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. :
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BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58
(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,
menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun
B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan
limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah
kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan
limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  wajib mencantumkan
persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang
harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dumping

Pasal 60
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke
media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat
dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping
limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)
(3)

)

(1)

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 62

Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi
lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi
mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan
informasi lingkungan hidup lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup
diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah

bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
nasional;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL~
UPL;

f menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan
emisi gas rumah kaca;

g mengembangkan standar kerja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya
alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian
dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah,

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan
lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan
lingkungan dan peraturan perundang—undangan; '

p- mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
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(2)

X.

Y-
z.
aa.

mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan
penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian
sengketa;

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
pengaduan masyarakat;

menetapkan standar pelayanan minimal;

menetapkan Kkebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup:

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan
penghargaan;

mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan
hidup;

menerbitkan izin lingkungan;
menetapkan wilayah ekoregion; dan
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
provinsi bertugas dan berwenang:

a.
b.
c.

d.

g

o

a2

menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
provinsi;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-
UPL;

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas
rumah kaca pada tingkat provinsi;

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota;

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan  antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian
sengketa;

melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

melaksanakan standar pelayanan minimal;

menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat
hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
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0. mengelola inforimasi lingkungan hidup tingkat provinsi;

p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan hidup;

4. 1nemberikan pendidikar, pelaiihan, pembinaan, dan penghargaai;

. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

S. melakukan penegakan hukum lingkungan hidu p pada tingkat
provinsi.

(3} Dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup, pcmecrintah

kabupaien/koia bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten /kota,

b. menetapkan dan melaksanakan KLH tingkat Kabupaten/kota;

C. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
kabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakain kebijakai mengenai amdal dan UKL-
UPL;

€. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas
rumah kaca pada tingkat kabupaten / Kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

g mengembangkan dan menerapkain instrumen lingkungan hidup;

L.  memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i.  melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap keientuan perizinan
lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

J.  melaksanakan standar pelayanan minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kcarifan lokal, dan hak
masyarakat hukuimn adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

1. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi
lingkungan hidup tingkal kabupaten/kota;

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

0. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/ kota; dan

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat

kabupatcn /kota.
Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) dilaksanakan dan /atau dikoordinasikan olch Mecnteri. :

Pasal 65

(1} Sctiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan schat scbagai
bagian dari hak asasi manusia. o

430



43]

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 67
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
€. menaati ketentuar tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

. Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
¢. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; )
- membuang limbah ke media lingkungan hidup;
membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau,
izin lingkungan;

ho
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h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan
dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 70
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c¢. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan Kketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

_ BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

; Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam melakukan pengawasan’ kepada

pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam  melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang
merupakan pejabat fungsional.
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Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan.

Pasal 73
Menteri dapat melakukan bengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah
daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasg]
71 ayat (3) berwenang:
- melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
€. membuat salinan darj dokumen dan/atau membuat catatan yang
diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
€. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
8- mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j- menghentikan pelanggaran tertenty.

dimaksud dalam Pasal 7] ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

C. pembekuan izin lingkungan; atay
d. pencabutan izin lingkungan.
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_ o Pasal 78
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak

membebaskan bénanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari t
Jjawab pemulihan dan pidana. / ¢ Treenne

Pasal 80
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)
huruf b berupa:
- penghentian sementara kegiatan produksi;
- pemindahan sarang produksi;
C. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
€. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran
dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. ‘

TP

Pasal 81 :
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau - dapat

menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
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yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.

Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melali
pengadilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka
rela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan
untuk mencapai kesepakatan mengenai: '
a. bentuk dan besarnya ganti rugi; .
b. tindakan pemulihan akibat pencemaian dan/atau perusakan;
. tindakan tertentu wuntuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak
pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat
digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian
sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan
lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang
bersifat bebas dan tidak berpihak. '

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian
sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang
lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau
melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat
dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang
melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau
kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap
setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

{4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. .

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan.

3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan- ke pengadilan
mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan
oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola
B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

v Pasal 90
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab
di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti
rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
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menyebabkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup
yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

{1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk
kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa,
dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota
kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. ,

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau
pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi

' persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut
didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
C. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya
paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

' Pasal 93
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan

’ kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen UKL-UPL; dan /atau

¢. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
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(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara

(1)

(2)

@)

mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB X1V
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 94

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman
audio visual;

j- melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan,
dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dllakuka.rmya
tindak pidana; dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi

dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
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(4) Dai idi j
am haj Penyidik Pejabat Pegawaj negeri sipil mej

benyidik pejapat pe i i
. Je gawai nege ipi ;
Pejabat gert sipil memb

Jabat polisij Negara Repubiik Indonesia ;:;agléf_f;l:i ill:ezz:qabpenyidik
Jabat polisj

Negara Repypiy - -
Penyidikay, Ndonesja memberikap bantuan guna kelancaran

s

(5) Pen_y.xd.ik Pejabat Pegawaj negeri sipj

akukan penyidikan,

(6) Hasil penyidi :
. Nyidikan Yang telah dilakukan ]
disampaikan kepaqy Penuntut umulr(n oleh penyidik p °8awai negeri sipjl

(1) Dalam
lingkung;inilﬁg >, ooy ukum ternaday pelaku  tindak pigana
penyidit up, dapat' dilakukan Penegakan hukum te g
. C 'pegawau. negeri  sipil, kepolisian d o rpad't’ antara
oordinasi Menter;. » 9an kejaksaan di bawgp

{2) Ketentuan lebih lanj i
: jut mengenaj
diatur dengan peraturan pergundagg-liﬁfjaaﬁagz?]?encgakan hukum terpadu

terdiri atas:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
C. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa; dan/atau
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan
- perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.
Pasal 98

gan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). :

(1) Setiap orang yang den
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{2j Apabila perbuatan sebagaimana  dimaksud pada  ayat {1}
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empatj tahun dan
paling lama 12 {dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 {empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp12.0600.000.000,00 {dua belas miliar rupiahj.

(3] Apabila perbuatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (i)
mengakibatkan orang iuka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 {lima belasj)
tahun dan denda paiing sedikit Rp5.000.000.000,00 {ima miliar
tupiahj dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 {lima belas miliar
rupiahj.

Pasal 99

(1} Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya
baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air iaut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga} tahun
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah} dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiahj.

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i}
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (duaj tahun dan
paling lama 6 (enamj tahun dan denda paling sedikit
RpZ2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah} dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 {tiga} tahun dan paling lama 9 {sembilan}
tahun dan denda paliug sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah}
dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiahj.

Pasal 100
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu
emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
000.000.000,00 (tiga miliar rupiahy.
(2) Tindek pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1} huruf g dipidana dengan pidana penjara paling

. singkat 1 (satu) tahun dan paling lema 3 ftiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah} dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). '
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Pasal 102
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah) dan paling  banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga} tahun dan denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf ¢
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah). '

Pasal 106
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
‘miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Pasal 108
- Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling
- singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
‘sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

35

441



Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 {tiga} tahun
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi
penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1} huruf i
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {1} dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan
keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan
pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan
paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiahj.
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Pasal 115
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup
dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiahj.

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas
nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan
kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau
pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b,
ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat
dengan sepertiga. :

Pasal 118
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap
badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib
berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, jaksa berkoordinasi
dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. -
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang
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dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2
{(dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib
menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2
(dua} tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat
dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi
penyusun amdal.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat
kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123
Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak
‘Undang-Undang ini ditetapkan. : ,

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru
berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 126
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini
ditetapkan paling lama 1 {(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Pasal 127
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967
NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang;:

a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan
galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur
ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan atau yang disebut pula Undang-Undang
Pokok Pertambangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan
galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur
ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan atau yang disebut pula Undang-Undang
Pokok Pertambangan;

c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan suatu peraturan
pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Pokok Pertambangan yNg sesuai
dengan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Negara serta
disesuaikan pula dengan kemajuan teknis dewasa ini;

Mengingat:

1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX11I/ MPRS/1966;

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.
104, Tambahan Lembaran Negara No. 2034),

4. Undang-Undang No. 11 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831);

MEMUTUSKAN
Dengan Mencabut:
Ordonantie tanggal 6 Juli 1922, Staatsblad 1922 No. 480;
Ordonantie tanggal 25 Nopember 1923, Staatsblad No. 565;
Ordonantie tanggal 4 Juni 1926, Staatsblad 1926 No. 219;
Mijnordonnantie, Staatsblad 1930 No. 38, sepanjang tidak berkenaan dengan
pertambangan minyak dan gas bumi;
Ordonnantie tanggal 12 April 1948, staatsblad 1948 No. 87 yo;
Besluit Gouverneur-Generaal No. 2X tanggal 6 April 1926 Staatsblad 1926 No. 137.
Besluit Gouverneur-Generaal No. 17 tanggal 16 September 1930, Staatsblad 1930 No. 348;
Besluit Gouverneur-General No. 21 tanggal 26 Januari 1935, Staatsblad 1935 No. 42.

B WN e

XN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22,
TAMBAHAN LEMBARAN NECARA NOMOR 2831).
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BABI1
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN BENTUK SURAT
KEPUTUSAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 1
Setiap pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan
golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan
Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini
disebut Menteri.

Pasal 2

(1) Kuasa Pertambangan termaksud dalam pasal I Peraturan Pemerintah ini diberikan dalam

bentuk-bentuk :

a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;

b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;

¢. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;

(2) Surat Keputusan, Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh
Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.

(3) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh
Menteri kepada Rakyat Setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-
kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

(4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan
oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau perorangan
untuk melaksanakan usaha pertambangan.

BABII
PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan yang merupakan penugasan kepada suatu instansi
Pemerintah untuk melaksanakan usaha Pertambangan, memuat ketentuan-ketentuan
pelaksanaan dari penugasan tersebut. '

(2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan
keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang
Pokok Pertambanngan dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.

(3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal itu tidak dicantumkan ketentuan-
ketentuan mengenai kuasa pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku

sepenuhnya.

Pasal 4
Penugasan tersebut pada ayat (1) huruf a. pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan
apabila :
a. Usaha tersebut dinyatakan oleh Menteri berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan,
dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
b. Usaha tersebut tidak diteruskan.

BABIII
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5
(1) Permintaan Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud
dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diajukan kepada Menteri dengan
menyampaikan keterangan mengenai :
a. Wilayah yang akan diusahakan;
b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.



(2) Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan lzin Pertambangan Rakyat kepada
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat | yang bersangkutan dengan menyatakan syarat-syarat dan
petunjuk-petunjuk vang perlu diindahkan dengan pelaksanaannya.

(3) Dalam hal termaksud pada avat (2) pasal ini, maka permintaan lzin Pertambangan Rakyat
diajukan kepada Gubernur /Kepala Daerah Tingkat | yang bersangkutan.

(4) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan
bila mana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 6
(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakyat tidak boleh melebihi
5 (lima) hektare.
(2) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada seseorang atau badan
bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (duapuluh lima) hektare.

BABIV
KUASA PERTAMBANGAN
BAGIAN KESATU
1SI DAN SIFAT KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 7
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa
usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
(2) Kuasa Pertambangan dapat berupa
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumy;
Kuasa Pertambangan eksplorasi;
Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
Kuasa Pertambangan Penjualan.

mePanop

Pasal 8

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melaksanakan usaha pertambangan
penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

(2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-
lamanya 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu
1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum nerakhirnya
jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

(2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 3
(tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2
(dua) kali, setiap kalinya untuk jnagka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang
bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya
akan dilanjutkan denagn usaha pertambangan eksplitasi, maka Menteri dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun
lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 10 .
(1)Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
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(2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya
30 (tigapuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3)Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2
(dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang
bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.

(2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menten untuk jangka waktu
selama-lamanya 30 (tigapuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini setiap kalinya
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus
diajukan sebelum berakhimnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 12

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
Pengangkutan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
Pengangkutan disebut Kuasa Pertambangan Penjualan.

(3) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambanagn Penjualan diberikan oleh
Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang
bersangkutan.

(4) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (3) pasal ini setiap kalinya
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan
sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAGIAN KEDUA
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 13

(1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa
Pertambangan.

(2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Eksplorasi dan Eksploitasi
harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukkan
batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permintaan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi peminta harus pula menyebutkan jenis bahan galian
yang akan diusahakan.

(3) Peta termaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk :

a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-
kecilnya 1:200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);

b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:50.000
(satu berbanding limapuluh ribu);

c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta denah dengan skala sekecil-kecilnya 1:10.000
(satu berbanding sepuluh ribu).

(4) Peta kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (3) huruf ¢ pasal ini harus
menjelaskan dan menunjukkan :

a. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ketitik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang
tidak boleh melebihi 500 (limaratus) meter;

b. Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik
induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang dalam bidang topografi; ’
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c. Tempat terdapainya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa
Pertambangan;
d. Gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

Pasal 14
Dalam permintaan Kuasa Pertambangan, peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih
domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan didalam Daerah Tingkat 1 dari wilayah
Kuasa Pertambangan yang diminta.

Pasal 15
(1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Menteri berwenang untuk
meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari peminta Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan.
(2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam
menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16
Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas
wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat
penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya dengan ketentuan
pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi. '

Pasal 17

(1) Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan eksplorasi dan atau
Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat dari
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat | yang bersangkutan.

(2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan
mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan
keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa
Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menyampaikan keberatan termaksud
pada ayat (1) pasal ini kepada Menteri dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai
berita acara yang memuat alasan-alasan dari pada keberatan tersebut.

(4) Keberatan termaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh Menteri hanya apabila usaha
pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/ penduduk

(5) Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat
termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 yang
bersangkutan, Menteri tidak menerima pernyataan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal
ini, maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dianggap telah menyatakan
tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan tersebut.

BAGIAN KETIGA
LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 18
Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan
Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang
luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 19
(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak
boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare.
(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh
melebihi 2.000 (dua ribu) hektare.
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(3) Luas wiayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh
melebihi 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 20
Untuk mendapatkan satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuan-
ketentuan termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, peminta Kuasa Pertambangan
harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 21

(1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan seorang pemegang Kuasa Pertambangan
tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (duapuluh lima ribu) hektare. 10.000 (sepuluh ribu)
hektare dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.

(2) Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas
termaksud pada ayat (1) pasal ini Peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu
mendapat izin dari Menteri.

Pasal 22

(1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan
dtempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-
tempat yang secara khusus ditentukan oleh Menteri. :

(2) Untuk tempat-tempat yang sebelumnya ada penetapan Menteri termaksud pada ayat (1) pasal
ini telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi fain,
maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Menteri dengan mengingat
pendapat dan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

BAGIAN KEEMPAT
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 23

(1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/seorang lain dengan izin Menteri.

(2) Izin Menteri hanya dapat diberikan jika yang akan menerima Kuasa Peftambangan tersebut
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan
Peraturan-peraturan pelaksanaannya. '

(3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya
tidak memenuhi syarat-syarat termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dengan izin Menteri,
Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada Badan atau orang lain yang telah
memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pasal 24
Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat
perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan
Kuasa Pertambangan tersebut.

BAGIAN KELIMA
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 25

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian
dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh
Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya
atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, mendapat hak tunggal untuk
memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

(3) Apabla pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi
menemukan bahan galain lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, maka
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kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi

dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galain tersebut.

(4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal
termaksud pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka :

a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permintaan
Kuasa Pertambangan eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umumnya;

b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa
Pertambangan eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan
Eksplorasinya;

c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi
harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau eksploitasi
atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan
Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Pasal 26

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk medapatkan
kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan niali bahan galian dengan mempergunakan
peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali
sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan
pembayaran iuran Tetap dan luran Eksplorasi termaksud dalam pasal-pasal 54 dan 56
Peraturan Pemerintah ini.

(3) Penangkutan dan penjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabia telah diperoleh
Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari
Menteri.

Pasal 27

(1) Sebelum memulai uasahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu
haru smelaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Menteri.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha
pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk
menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah
ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi
ketentuan-ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi termaksud dalam pasal-
pasal 55 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.

(4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak sekaligus
meliputi Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan
Penjualan maka untuk usaha-usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan
dan Penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 28 .
Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya
mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan,
diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain
tersebut, dengan mengingat Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan
dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 29
(1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan
lain yang berlaku, maka kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan
galian termaksud dalam pasal-pasal 26 ayat (2) dan 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini oleh
Menteri dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertanmibangan yang meliputi
usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan dari
bahan galian tersebut beserta hasilnya. ‘ ‘
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(2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan
lain yang berlaku, maka kepada badan /orang lain yang memperoleh bahan galian dari
Pemegang Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Menetri dapat
diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan
penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 30

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu
Kuasa Pertambangannnyva sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan
tersebur diperkenankan melanjutkan usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dalam wilayah
seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu mana
Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi tersebut.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yanng sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangan sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan
tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa
Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka
waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya
permintaan perpanjangan tersebut.

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangnnya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum
mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut,
diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Eksplorasi dalam wilayah Kuasa
Pertambangan eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun
lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau
ditolaknya, permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

(4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan
Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya
keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam
wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagj,
dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau
ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

(5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka
waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa
Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil
menunggu dikeluarkannya keputusan terebut, diperkenankan melanjutkan wusaha
pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu
selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

(6) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan yang
sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan
perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan tetapi
belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut,
diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan
penjualan yang diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam
jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya
permintaan perpanjangan tersebut.

Pasal 31
(1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu,
sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan
seluruhnya atau sebagian, maka Menteri dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang
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diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan, atas permintaan Pemegang Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan.

(2) Dalam tenggang wakiu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini, hak dan kewajiban
Pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.

(3) Menteri mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, dengan
memperhatikan pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan
mengenai keadaan memaksa didaerah dimana wilayah Kuasa Pertambangan tersebut terletak,
untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.

(4)Menteri harus mengeluarkan Keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang
waktu/ moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.

Pasal 32

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan
mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh
penyelidikannya kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya
jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.

Pasal 33

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil
penyelidikannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini. Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh Eksplorasinya
kepada Menteri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhimya jangka waktu Kuasa
Pertambangan Eksplorasinya.

Pasal 34
(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi,
Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada
wilayah termaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang
jelas.
(2) Pembuatan tanda-tanda termaksud pada ayat (1) pasal ini harus selesai sebelum dimulai usaha
pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 35
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai
perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan sekali.
(2) Disamping kewajiban termaksud pada avat (1) pasal ini Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepasa
. Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

S Pasal 36

(1) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Kuasa Pertambangan dan
Kuasa Pertambangan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan
kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini para Pemegang Kuasa Pertambangan
Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan
‘Penjualan, diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai
perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

, Pasal 37
(1) Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan
prasaran yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
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(2) Pembangunan prasarana termaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenubhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(3) a. Dalam hal berbagai macam Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang
bersamaan atas pembangunan prasarana termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, maka
pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.

b. Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a diatas, maka
keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri.

(4) Setiap Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada
Pemegang Kuasa Pertambangan lain didalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna
mendirikan/ membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang
bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan
satu sama lain.

BAGIAN KEENAM
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 38
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang
bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan
termaksud dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, maka berakhirlah Kuasa Pertambangan
tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 39
(1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Menteri
mengadakan pengawasan khusus.
(2) Selama jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 40
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri
a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut. '
b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar
sejumiah ganti-rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam pasal-pasal 25,26 dan 27
Undang-Undang Pokok Pertambangan. '

Pasal 41
(1) Dengan pemberitahuan 6 (emam) bulan sebelumnya, Menteri dapat membatalkan Kuasa
Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;

b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;

c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai
sebelum dibayar sejumlah ganti-rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud pada
pasal-pasal 25,26, dan 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan;

d. Jika ternyata Pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri telah
meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada
Pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.

(3) Pembelaan kepentingan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatalkannya Kuasa
Pertambangan Eksploitasi tersebut.
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Pasal 42
Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, dibatalkan
oleh Menteri dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
a.Jika ternyata Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenubhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Surat Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
b.Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan
oleh Menteri kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Pasal 43
Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dan wilayah Kuasa
Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam
masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 44

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada
Menteri dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai
pengembalian tersebut.

(2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Menteri. Apabila dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan termaksud pada ayat (1) pasal ini
disampaikan, Menteri belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut
dianggap sah. :

Pasal 45

(1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapkan
laporan termaksud dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapkan
laporan termaksud dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Kuasa Pertambangan
Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapkan
laporan termaksud dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAGIAN KETUJUH
HAK MILIK PADA BEKAS KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 46

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi
berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir. Menteri
menetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan
diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi
milliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya., kecuali benda-
benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu
Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku.Segala sesuatu yang belum diangkat
keluar setelah lampaunya jangka waktu tersebut, menjadi milik negara. '

(2) Dalam hal Menteri tidak menentukan jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi
berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu
yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan
menjadi milik Negara karena hukum dan berada dibawah pengawasan Menteri.

(3) Dalam hal hak milik termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan untuk kepentingan -

umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang
bersangkutan, maka oleh Menteri dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik
tersebut kepada pihak lain. ' -

(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan
maupun karena hal yang lain. Pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu

n

456



melakukan usaha-usaha pengamanan terhadapbenda-benda maupun bangunan-bangunan dan
keadaan tanah disekitamya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(5) Menteri dapat ementapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah
vang harus dipenuhi dan diatasi oleh Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan
bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

BABV
1ZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 47

(1) Pelaksanaan pengaturan usaha Pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam
golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian strategis yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut sebagaimana
termaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Pertambangan harus berpedoman
pada ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Kuasa Pertambangan oleh Menteri.

(2) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan
usaha pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut Surat Izin Pertambangan
Daerah.

(3) Dalam hal suatu wilayah yang akan diberikan izin pertambangan daerah sebagian atau
seluruhnya terletak dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Menteri
maka sebelum mengeluarkan surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Tingkat I yang
bersangkutan terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari Pemegang Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan, pertimbangan mana yang akan merupakan ketentuan
khusus dalam Surat lzin Pertambangan Daerah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh
pemegang Surat 1zin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.

(4) Setelah memberikan Surat lzin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat ! yang
bersangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Menteri.

(5) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (3) pasal ini, setiap 6 (enam) bulan sekali
Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan diwajibkan pula memberikan laporan secara
tertulis kepada Menteri mengenai kemajuan usaha termasuk hasil produksi dari semua izin
pertambangan daerah dalam daerahnya.

BABYV
JASA PENEMUAN BAHAN GALIAN

Pasal 48

(1) Kepada Warga Negara Indonesia yang menemukan suau endapan bahan galian diberikan
prioritas yang pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau
Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

(2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa
Pertambangan Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat diberikan
jasa penemuan endapan bahan galian tersebut oleh pemerintah atau pihak yang kemudian
memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan
Eksplorasi.

Pasal 49
Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atas jasa oenemuan
termaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini hanyalah apabila penemu yang bersangkutan
terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri secara tertulis dan terperinci
dan oleh Menteri telah diakui kebenaran penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai jasa penemuan endapan bahan galian akan diatur oleh
Menteri. v :
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BAB VII
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH

Pasal 51

(1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak
terdapat hak tanah, dan Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah membayar
luran Tetap termaksud dalam pasal-pasal 53, 54 dan 55 Peraturan Pemerintah ini, maka
kepadanya diberikan keringanan pembayaran beban-beban dan biaya-biaya untuk pemakaian
bumi permukaan tanah.

(2) Keringanan pembayaran termaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan bersama oleh Menteri
dan Menteri vang bertugas meliputi bidang agraria atau dengan Menteri lain yang
bersangkutan.

BAB VIII
TURAN TETAP, IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI

Pasal 52
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

a. luran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan
Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa
Pertambangan.

b. Iuran Eksplorasi ialah luran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal
Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang
tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya;

c. luran Eksploitasi ialah luran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang
diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

Pasal 53
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Turan Tetap tiap
tahun untuk tiap hektare, wilayah Kuasa Pertambangannya.
(2) Pembayaran Turan Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun
bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 54
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar luran Tetap tiap tahun
untuk tiap hektare wilayah pertambangannya.
(2) Pembayaran luran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun
bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 55
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun
untuk tiap hektare wilayah pertambangannya.
(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun
bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 56
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi dari hasil
penjualan hasil produksi yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi.
(2) Iuran Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu menurut
hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

‘ : Pasal 57
Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan
masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib
bayar iuran-iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.
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Pasal 58
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar luran Eksploitasi atas hasil
produksi yang diperoieh dari wilayah Kuasa Pertambangannya.
(2) luran Eksploitasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu
menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 59
Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam
bentuk perjanjian karva, maka vang wajib melaksanakan pembayaran iuran-iuran termaksud
dalam pasal Peraturan Pemerintah ini adalah kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 60
Selama iuran termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini menjadi
unsur biaya.

Pasal 61
(1) Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai
besarnya pungutan dan tata cara pelaksanaan penungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan
luran Eksploitasi termasuk dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56, dan 58 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Menteri diwajibkan melaporkan kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan ketentuan
termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 62

(1) Sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pokok Pertambangan maka kepada daerah
diberikan bagian dari hasil pemungutan furan Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi
dari usaha pertambangan yang terdapat dalam wilayah daerah yang bersangkutan.

(2) Perimbangan pembagian hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam ayat (1) pasal ini
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus).

(3) Perimbangan bagian antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II
dari hasil pemungutan iuran-iuran tersebut yang merupkan bagian dari Pemerintah Daerah
sebagaimana termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 63
Perincian penggunaan dari hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam pasal 62 ayat (2)
Peraturan Pemerintah ini, termasuk prosedure penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya,
diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri.

BAB IX
PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 64

. Tata usaha, pengawasan, pengaturan dan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan
pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Departemen yang lapangan tugasnya
meliputi pertambangan.

Pasal 65
Cara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan
usaha pertambangan termasuk dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah ini, yang ditujukan untuk
keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksana usaha pertambangan,
-diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB X
PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN GALIAN

Pasal 66

(1) Untuk kepentingan nasional Menteri dapat menetapkan pencadangan suatu bagian dari
wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk bahan galian tertentu yang semata-mata
hanya boleh diusahakan oleh Negara.

(2) Untuk kepentingan nasional dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri lain yang
bersangkutan, Menteri dapat menetapkan pelarangan ekspor atas hasil bahan galian tertentu.

(3) Untuk kepentingan nasional Menteri dapat menetapkan pencadangan hasil bahan galian
tertentu sebagai bagian dari pungutan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah oleh
Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan atau dalam hal diadakan perjanjian Karya
oleh kontraktor vang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67
(1) Ancaman hukuman yang termuat dalam pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan
diperlakukan terhadap ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal-pasal 39, 43, dan 46 ayat-
avat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tindak pidana termaksud dalam pasal-pasal 39, 43, dan 46 ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan
Pemerintah ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Menteri.

Pasal 62
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dapat disebut
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Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, periu
mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja;

. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman

Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan
semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;

Pasal 5§ ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

" Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
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1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik IiddAesigah . . .

5. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi
dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

6. Peraturan kepala daerah adalah pei'aturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
7. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.

8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian
perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah
dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk Satpol PP. .

(2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 3

(1) Satpol PP merupakan bagian pérangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai

fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur
lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan
menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

BAB Il
WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala
daerah;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala
daerah; dan

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

‘Pasal 7

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial
lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; :

b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana; dan

e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau
patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
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Pasal 9

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap
pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Pasal 10

Susunan Organisasi Satpol PP provinsi terdiri atas:
a. Kepala;
b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbaglan

c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi;
dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Klasifikasi

Pasal 11

(1) Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.

(2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran
organisasi perangkat daerah.

(3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai
lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).

(4) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai
kurang dari 60 (enam puluh).

- Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:
a. Kepala;
b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua)
seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:
a. Kepala;
b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;



C. Seksi paling banyak 5 (lima); dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional. -

Pasal 13

(1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota.

(2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.

(3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

BAB V
ESELON

Bagian Kesatu
Provinsi

Pasal 14

(1) Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon lla.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon llia.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua
Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatén struktural eselon lib.
(2) Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon llla.
(3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Hib.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan
struktural eselon IVa.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:
a. pegawai negeri sipil;
b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-
laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani; dan :
f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja diatur dengan
Peraturan Menteri. ‘



Pasal 18

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:
a. alih tugas;
b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; dan/atau

d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 19
Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi
Pamong Praja.

BAB Vil
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21
Polisi Pamong Praja waijib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi
Pamong Praja.

Pasal 22

(1) Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja
dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB Vil
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN
PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 23

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan
dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan
Menteri. ‘

Pasal 24

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api
yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 25

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
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Pasal 26

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota
bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap unsur pimpinan pada unit kerjé Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

BAB X
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 28
(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja
sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku
koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan
fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan
kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 29

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP provinsi mengoordinir pemeliharaan dan
penyelengaaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/
kota. '

(2) Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

(1) Menteri melakukan pembinaan umum Satpol PP.
(2) Gubernur, bupati, dan walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.

Pasal 31
(1) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu diperlukan.

(2) Bupat'i/walikota menyampaikan laporan kepada gubernur masing-masing secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

(3) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB Xii
PENDANAAN
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Pasal 32
1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIli
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33
(1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam
rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong
Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau

penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A.

Pasal 35
Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, diatur
dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 36
Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37
Ketentuan mengenai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 38

Pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
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Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd
Wisnu Setiawan



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

UumMum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan
salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat
seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi
ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan
mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP -mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi
daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan
dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk
menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang
mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.
Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan
jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang
diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong
Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi,
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formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP diteta ka&éden an
gﬁfﬂl e

Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka disus
Pemerintah ini. :

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) A '

Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian
“melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung
sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di
bawah kepala daerah.
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Pasal 4
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk
penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari  fungsi
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan
demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "aparatur lainnya” adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g ;
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara
lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah,
membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan
pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan
penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan
oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6
Huruf a
Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi
Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan
kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "menindak” adalah melakukan tindakan hukum
terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf ¢ ‘
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong
Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan
informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan
kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam
kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.



Huruf e
Yang dimaksud dengan ‘tindakan administratif’ adalah tindakan berupa
pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap
pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fasilitas lain” adalah pakaian dinas dan perlengkapan
operasional lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan
yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada
masyarakat setempat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya
pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak
menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "tindak pidana” adalah tindak pidana di luar yang diatur
dalam Perda.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
- Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Daerah yang mempunyai jumlah skoring lebih dari atau sama dengan 60 (enam
puluh) berdasarkan variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan organisasi Satpol PP
sebagai Tipe A.

Ayat (4)
Daerah yang mempunyai jumlah skoring kurang dari 60 (enam puluh)
berdasarkan variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan organisasi Satpol PP sebagai
Tipe B.

Pasal 12
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Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada
kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada
pembentukan Satpol PP pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana
Satpol PP Kabupaten/Kota, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan
peraturan kepala daerah, Kepala Satpol PP di kecamatan secara ex-officio
dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

~ Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan
struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit
kerja Satpol PP yang memenuhi syarat kepangkatan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘“instansi terkait’ antara lain Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.



Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh
wilayah provinsi merupakan kewenangan gubernur. Dalam hal terjadi
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih
wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penanganannya dikoordinir oleh
Satpol PP provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Pembinaan umum meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan,
supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
tugas Satpol PP.

Ayat (2)

Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong

Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan
pengalaman di bidang Pamong Praja. :

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Organisasi perangkat daerah kabupaten/kota sebagai ibu kota provinsi atau
penyangga ibu kota provinsi tidak termasuk pola organisasi dengan kiasifikasi besar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 -tentang Organisasi
Perangkat Daerah, namun mengingat permasalahan ketertibban umum dan
ketenteraman masyarakat yang relatif besar, organisasi Satpol PP kabupaten/kota
sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai
organisasi Satpol PP Tipe A.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
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Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5094



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2003
TENTANG

KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGAI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a.

10.

11.

12.

13.

14.

bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan agar teatap
bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup
lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan;

bahwa usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan
C merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai potensi dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian
Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Biomassa;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian
Penambangan Pasir Laut;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
43/MenLH/10/1888 Tahun 1986 tentang Kriteria Kerusakan
Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan
Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakana



MEMUTUSKAN

Menetapkan - KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI!
USAHA DAN /ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN

GOLONGAN C DI WILAYAH PROPINS! DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah istimewa Yogyakarta:
Gubernur adalah Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta:
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota sé Propinsi Daerah |stimewa Yogyakarta,
Propinsi adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di Propinsi

o=

1Y,

Instansi Teknis pengendalian adalah instansi yang bertanggungiawab membidangi

pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan energi;

7. Lingkungan penambangan adalah area penambangan yang diijinkan dalam Surat ljin
Penambangan Daerah (SIPD) dan Surat ljin Penambangan Daerah pertambangan
Rakyat (SIPDPR);

8. Kerusakan lingkungan penambangan adalah batas berubahnya karakteristik
lingkungan penambangan, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya,

9. Kriteria Baku Kerusakan fingkungan pemanbangan adalah batas kondisi lingkungan
penambangan yang menunjukan indikator-indikator terjadinya kerusakan lingkungan;

10. Surat ljin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat ljin
Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan
semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang
meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahanlpemumian, pengangkutan dan
penjualan;

11. Surat ljin Pertambangan Daerah-Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat
SIPD-PR adalah suatu usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang
dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong
dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;

42. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurmian,
pengangkutan dan penjualan;

13. Bahab Galian Golongan C (tidak termasuk sritegis dan tidak vital) adalah bahan
galian yang dapat diusahakan oleh rakyat atau badan usaha milik rakyat, misainya
batu gamping, marmer, batu sabak pasir dll;

14. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan
lahan yang terganggu sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan
umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;

15. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan darat yang masih terpengaruh oleh
gelombang atau masih mendapat pengaruh laut, zona antara darat dan laut dimana
batas ke darat ditunjukan oleh perubahab morfologi yang drastic antara dataran
pantai dengan suatu tebing atau kontak antara sediment lepfas didaerah pantai
dengan suatu tebing;

16. Pesisir adalah daerah yang mempunyai cakupan lebih luas dari pantai, pesisir
adalah suatu daerah dimana proses-proses dari pantai dilaksanakan;

47. Gumuk pasir adalah bentukan angin yang tersusun oleh materialpasir dan terletak di

daerah tepian pantai;

o

Pasal 2

(1).Maksud penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Daerah adalah instrument
hukum untuk mengetahui kerusakan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan
penambangan pahan galian golongan c

(2). Tujuan penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C adalah untuk menentukan
tingkat kerusakan, mengevaluasi kerusakan lingkungan penambangan dan
menentukan langkah kebijakan dalam pengendalian kerusakan lingkungan.
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Pasai 3
(1). Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan
C wajib untuk melaksanakan persyaratan-persayaratan yang teiah ditetapkan dalam
SIPD/SIPDR.
(2). Tata cara pengukuran criteria kerusakan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan
penambangan bahan galian golongan C berpedomen pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 4
Gubemur, Bupati/Walikota dalam proses pemberian SIPD/SIPDPR harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib mencantumkan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan yang tidak boleh dilanggar penanggung jawab kegiatan
sebagaimana terlampir.

Pasal 5
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C
wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali kepada :
1. Instansi yang menangani bidang Lingkungan Hidup
2. Instansi yang menangani Pertambangan dan Energi

Pasal 6
Instansi Teknis Pertambangan dan Energi dan Instansi Teknis Pengendalian Dampak
Lingkungan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan
penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 7
Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Keputusan ini menunjukkan terjadi kerusakan lingkungan, maka segera ditetapkan
langkah kebijakan setelah mendapat pertimbangan dari instansi Teknis Pengendalian
Dampak Lingkungan dan Instansi Teknis Pertambangan dan Energi.

Pasal 8
Pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C :
1. Teknis penambangan dilakukan oleh instansi teknis Pertambangan dan Energi
2. Yeknis pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Bapedalda/Kapedal

Pasal 9

(1). Peruntukan lahan pasca penabangan ditetapkan sesuai dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten/Kota. i

(2).Apabila peruntukan lahan pasca penambangan belum ditetapkan dalam rencana
tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Bupati/Walikota yang
bersangkutan dapat menetapkannya didalam dalam SIPD/SIDPR

(3).Apabila tidak ditetapkan di dalam SIPD/SIPDPR peruntukannya ditetapkan
berdasarkan peruntukan sebelum dilakukan penambangan

Pasal 10
Bagi usah dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan ¢ masih
melaksanakan penambangan atau yang masa penambangan telah berakhir,
Gubemur/Bupati/Walikota wajib melakukan evaluasi kegiatannya berdasarkan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan sebagaiman dimaksud dalm keputusan ini

Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2003
" GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X
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Diundangkan di Yogyakaria
pada tanggal 28 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

tid

BAMBANG S. PRIYOHAD!
NIP 110021674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2003 NOMOR 10 SERIE
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LEMBARAN DAERAH :
PROPINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA #
NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR = & FAHUN 199
TENTANG “
USAiis PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGANC

MG ANDAIAN DALAM RANGKA PENVULUHAN/PEMASYARAKATAN
PERDA NGMOR 3 TAHUN 1994

DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DIY
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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GURERMTK KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :a. bahwz usaha pertampungar Bahan Galian Golongan C di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyekarta telah diaur dengan Peraturain Deerab
Prcpinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun i98Z iéntang
Uscha Pertambangan Bahan Gaian Golongan C jo Peraturan Daerzh
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartz Momor 5 Tahun 1988;

b, bahwa dengan dikelusrkennya Keputusan Menteri Delam Negen
Neinor 32 Tahun 1991 tentag Pedoman Usaha Pertambangen Bahun
' Gelian Golongan C der Keputesan Menterd Dalam Megeri Nomor 73
Tahun 1692 tentang Pecoman Tarip Retrivusi Bahan Gafian C, maka
Peraturan Daerah Propins: Daerah Istimewa Yogyakarta WNemor 3
Tahun 1982 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5 Tahun 1988 perlu disesuaikar: dan ditinjau kemoak;

c. bahwa atas dasar petimbangan-pertimbangan tersebut diatas periu
ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi- Deereh Istimewa Yogyakarta
teniang Usana Pertunbengan Bahan Galan Golongen C.

X
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Mengingat :

N=]

10.

11.

12,
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Unllang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tenteng Pembentukean Daerah
Istmewa Yogyakerta jo Peraturan Pernerintah Nomor 31 Tahun 1950

. sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 1959,

Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daereh jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1969,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun !367 tentang Ketentuan-Ketentizn
Sukok Pcclambangan jis Peranran Nemor 32 Tehun 1969 dan
Pemtlnan Pcmermtah Nomor 79 Tahun 1992,

Undmg—undnng nomor 1 Tahun 1570 tentang Keselamatan Kegja,
Undung-Undang Nomos 5 Tahun 197 tentang Pemeriutahan iess;

Undeng-Undan;; Nomor 4 Tahun 1982 tentang netenman-Ketentran
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo P=raturan Pemerinak Nomu:
51 Tahun 1993,

Peraturan Pemesinish Nomor 27 (ahun 1990 ‘enta.¢ Pengenicagun
Bahan-Bahsn Galian;

Perctman.  Pemicdnieh iNwidor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintaiwn di Bicang Periumbangan Kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I,

Peraturan Pemenintah Nomox 35 Tahun 1991 ixntang sungai,

Iustrulsi - cresiGen Repuolk Induresia Nomor 1Tahmn 1976 tontang
Sinkyonisasi Pelaksansan Tuges di Bidang Keagrariaan dengan Bidang
Kehutanan, Pertambangan, Trensmigrasi dan Pekerjaan 1 lmum; -

2
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Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamben/
198 I tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah Untuk
Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian
Cinlonpan C):

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomior 458/KPTS/1986 tentang
Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungannya dengan
penambangan Bahan Galian Golongarn C; )
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun i981 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991 tentang
Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Pedoman Tarip Retribusi Bahan Galian Folongan C;

Keputuzan Maisteri Pertambanean dan Fnerzi Nomor : 1256.K/03/M.PE/
1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C Oieh Pelaksana Inspeks:
Tambang Dacerak {PITDA):

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 523.K/201/M .PE/
1992 tenzzag Fedoman Teknic Penvu-unas Penyajian Informasi
Lugkungan. Rencana Pengeloiaan Lingkungan dai Rencana Pemantauun
Lingkungan untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C:

Pzratur~r Dsaerah Propinsi Dae-ah Istitnews Yogyuxarta Momer | Tahin
1987 icnuangz Penyidik Degawui ivegeri Sipil di Lingkungan Demeriatch
Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakan.:

veraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogvakarta Nomor 7 Tahun
1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan Propinsi Daerah Istimewa Ycgvakarta:

Y]
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22. Peratuman Daerah Propinsi Deerah Istmewa Yogyakarta Nomor 12
Tehun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Dengan persounn Dewain Perwaiilar Rakvat Duerah Propinsi Daerah
Isimewa Yogvakana.

MEMUTUSKAN :

, Menetapkan :

. PERATURAN DAERAH FROPINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
' TFNTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GCLONGAN C.

4.

CAB |

KETENTUAN UMUM

~ Pasay }

Dalam Peraturan Daerah iru vang dimaksud dengan -

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimetwva Yogyakarta;
Pemerintah Daerah adalsh Pemciintah Proginsi Dacrali Istimewa Yogyakarta:
hepale Dasran adalah Gubemnnr Kepala Dacrah Istimesva Yogyakarto:

Bupat/Walkowamadia adalah Brpati/Valikotamad:a Kepala Daersh Tinglat 11 di
Propinsi Daerah Isttmewa Yogyzalarta:
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Kepala DmasPe:tn:nbmxgmtadalahKepalaDhms Pertarn bangan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta,

Bahan Galian Golongan C adalah baian galian yang tidak termasuk Bahan Galian
Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital),

Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan /pemurnian,
pengangkutan dan penjualan;

Surat [jin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD -adalah Surat Ijin
Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan
semua btau sébaglan tahap usaha pertambrngan Balian Qelian Golongsn C yang
meliputi eksplorasi, cksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

Surat ljin Pertambangan Daerah Pertambangen Rakyat yang selanjutnya disingkat
SIPD. PR adalah suatu usaha periambaigan Bahan Galian Golongan C yang
diekukan olch rakyat sctemnpat sccara kecil-Fecilan atau secara gotong royong
dengan alat-alat sederhana ustuk pencaharnian sendiri,

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapken lebih .
teliti’ seksama keberadaan an sifat letakan bahan galian;

Ekeploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud univk menghasilkan bahan
galian dan memanfaatkanva,

. Pengolahan/Pemurnian adaish pekegjaan untuk mempestinggi mutu bahan galian

serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada behan \
galian itwy;

Pengengkutan udalah  segeia usaha pemindahan bahen getian dzn  hasd
pengolehay/vemurnian  bahen galian deri wilayeh evsplorasi, eksploitasi,
pengolahan/pemurnian atau tempat penjuelen;

Penjunjan adglah segala usaha penjualan bahan galien dan hasil pengolahan/




VPONAWME LN

Mengatur, membina dan

Golongan C,

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tajuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah

mengawasi kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian

Mengendalikan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, agar tidak
menimbulkan kerusakan lingkungar:.

BAB I

FINCSOLINGAN 2AHAN GALIAN COLONGANC

Nitral
Phospat
Garar batu .
Asbes

Talx

hiika
Maguesit
Grafit

Yarosit

. Tawas (alum)
11 i
12.
i3.
14.

Leusit

Oker

Buiu Peiinata

Patu setengah permata

pasal 3

Jenis Bahs. Galian Golongas: C 2dalah :

i]

i6.
i7.
. Cps
L Q
29.
21
22.
23.
24.
25.

ks

FAS B
. B~tu tulis
28,

27

Pasjr kwarsa
Kachn
Feldspar

Beronit

Batt: apung
Tias

Obsidian

Pelit

Tanzh Diatome
Tanah serap
Marmer

1utu kapur
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29. Dolomit /6. Tensh. list. unwk bahan
30. Kalsit “engunan (batu bata, genting
3]. Gramit, andesit, basalt, trakhit den v dan sebagainya),
lain-lain : d. Tenshupg.
2. Bubuk/pecah (split), bahan 33)) Pasir dan keral :
bangunan. 2. Untuk bahan bangunan
b. Blok b, unfuk urug
@ Berbagai jenis tanal; 34, Zeolit
2. Tanzh liat tahan api; 35. Sepanjang bahan galian yang
b. Tanah liat (Clay ball); ditetapkan sebagai Bahan Galian
Golongan C berdasarkan Peraturen
Perundang-undangan yang beakn.
BAR IV

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bagian Pertamr

Pembegian SIPD dua SIPD.PK

{1) Usaha pertambange" bshan galian
SIPL.PR
m———

(2) SIPD s;bagaiu:ana disnaksud Guiam

SicD Ekspiciast;

SIPD rksploitasi,

SIPD Pengolaha!ﬂpmmim;
SIPD Pengangkutar;

SivD Penjualasi .

oo MR

Pasal 4

golongan C harus dilakukan Jengan SIPD atay

syat(i) pasal ini, terdizi dag :
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(3) SIPD.PR sebageimana dimaksud dalem ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan
eksploitasi, pmgolahan/pemmniandmpmjualm

Pasal 5

(1} Pemberian SIPD dan SIPD.PR dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perianbangan atas
nama Kepala Daerab. 7

¥)) Kepala-Daerah dapat menycrahkan pemberian SIPD kepada Bupati/Walikotamadia
untukwilayahpemmbangansampai dengan S (lima) hektar, tanpa m
peralatan berat dan atau bahan peledak.

(3 Penyerahan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini meliputi Bahan Galian
Golongan C sebagai berkut :

a. Berbagai jenis tanah :
1. Tanah hat wahan api,
2. Tanah liat (Clay oail),

3. Tansh hat untuk Bzhar Bingunan (Batu bate, Genterig dan sebacginys),

4, Tandh Giug.

. Bervagai jenis batu-batuan ~-any berbentuk pasir dan kedkl, borgkah yang
dipergunakan untuk bahsn bangunan.
{4) Sebetum Kepela Daerah memberiker SIPD terebih dahub: memints pendapat

i tamadia setmtpatdanhstansiymgtakninmtanghnk-hakmstanah.
tatamang,mgsalahgmgg\mndanpmemmnlir,ghmgm\hidnp.

(5) Dalam sctiap pemberian SIPD dan SIPD.PR harus mempsrtimbangkan sifat dan
besaiuya endspan &31a kemampusan pemohor baik teknis marpun keuangurn.

Pasal 6

(1) SIPD Bahan Galian Golongan C hanya dapat diberikan kepada :
a  Badan Usaha Mikk Negara,
b. Perusehasn Pzerah,

c. Koperasi,
e , 8
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yang berk
Indonesia dan mempunyai lapangan useha dibidang pertambangan,
e Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Megara di
sam pihak dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah tingkat

lUPausahMDamh dipihak lain;

“ .-
e
f

A Daerah disampihakdengankOpmsi,Badanhuhnnswastaamupcromngnn
terscbut pada huruf'b, huruf d, dan hurof e dipihak lain.

) SIPD.PR Bahan Galian Golcngan C diberikan pada perorangan berkewarganegaraar
Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah, dengan mengutamakan mereka yang
berterapat tinggal & Daerah Tingkat 11 tempat terdspatnya Bahan Galian Golongan C

yang bersangkutan;

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh SIPD dan SIPD.PR

Pasal 7

permohonan SIPD dct SIPD.FR diaj kepada Kepels Dserah dalam hal im Kepala
Dmas Pectambangan dsngen mengjst formulir yang telah & i

Pecal ®

) «. Syaral-5} <At FETMUNONAL SIPD Eksplorest acaiah

Salinan akte pendinian perusaian oegi Badan Hukum,

Foto Copy Xarts Tanda Pencuduk TP pemohon;,

Re‘eronsi Bank Pemerintah dar Fighnl,

Proposal rencana kegiatan eksplorast;

Surat Pemnyataan tenaga ahli; ,

Pernyamanﬁdakbeﬂnebamdati pemegmg‘:.akabastarmh

Peta Wilayad Pertambengan yang dimwnon dengen ckala ania ! 1.000
sampei dengzr: | : 10.000 yeng dilengkapi dengan koords d

9
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Syarat-syarat SIPD Eksploitasi adalah :

Salinan akte pendirian perusahaan bagi Badan Hukum,;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;

Surat Pemyataan tenaga ahli;

Peta Wilayah Pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000
sampai dengan 1 : 10.000 yang dilengkapi dengan koordinatnya,
didalamnya memuat situasi daerah sekitar,

Studi kelayakan, ‘

Persemjuan pengelolaan lingkungan hidup,

Pemyatsan tidsk berkeberatan pemegang hak atas tanah.

NP

B =g

§ yerat-syarat Permohonan SIPD Pengolahan/Pemurnian :
1 Salinan ale peniidan perusahaan bagi Badan Hukum;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon:

5 Referensi P-nk Pemerintah dan atau fiskal,

Su: f kusanggupan tenaga ahli;

#roposai :uncana kegiatan Pencolahan Pemurmian,
Peveat_an nengelolaan lingkungan hidup;

surnen ipa Ucahia atau Hinder Ordonantie (HO);

AR i

Sy xat-syerat peononoiit SIPD Tengmugkutan edalah :

1. Salinan akie pmitrian bag: Badi:t Hukun,

+3

. Fete copy Kastu Tande Penduduk (KTP) pemohon;
3. Pronoes! rencaia kegioton p&gangruten,
4. Salinan lsik jalan begi kendatuar vang ki digunckan,

S arat-Sy..al PETmionunan SIPD Penjuslen 2dalai :

Salir:an akte pendirian peruschean bagi Badan {lukum;
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
Propsal sencana kegiotan penjualan bahan gelian;
Salinan ljin Usaha atau Hinder Ordonantie (HO ),

Sacat ljin Useks Perdagangan ( SIUP),

N

10
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WWWSIPD.PRM
g mewMTMP«MGCI‘P)mhm;
t. Sketsa wilayah pertambengan yang akan i

diusanakarn,
¢ Rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjean Umum untuk penambangsn &
sungal
Bagian Ketige
Masa Beraku, Perpanjangan dan Pencabutan
SIPD dan SIPD.PR
Pasal 9

SIPD eksplorasi diberikan untuk jangks waktu 3 (tige) tahun dan dapat diperpanjang
maksimal 2 (qua) kahi. sctiap kali parpaniangen | (saw) takim

7 SIPD eksnlorasi diberiken untuk jangks wakw: S (mma) tahun dan dapai diperpaniang

setiap kah perpanjangan 3 (bge) tahun.
ZPD peiigolaian/pemurnian Jibekan untk ;angys waktu S (lime whus dan Gupé
JLpaypanjang seuzp kah peapanjangan 2 (aua) tahum

ST?DWn@amébmmmmmmzmm)mmdmmpm
dpamnjng(dm)ka}idmscﬁaphﬁpapmjangml(sam)mmm.

.SiPDpenyuelxndfwikxnmmkjangk:wakmﬂzma)mhmdmdadeipapanm

setizp kli perpaniangan 2 (dus) tahun,

o SIPN.PR dibeckan uztuk jesgka wektu mekshosl 2 (dus) tshun dan depe:

dipespanjang 2 (cua) kab, setisp ¥ali perpan;gan i (satu) tahun.

Permohonen perpirn;angan ifin scbegaimana dimalsud ayat (1), (2), G3), () dan (5)
Pasﬂmmammkepad&wmaahddmhﬂmwmmbm@l
3 (tiga) bulsn sebejum berskhimys ifm.

SIPD dan SIPD.P% tid=k dapat dipindah tangenizan iecuali atas perscluyuan Kepals
Daereh dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangen. ,

1l
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(9) Sywst-syirat parpanjungan SIPD dan BIPL.PR :

as op

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Laporan kegiatan;

Bukti pelunasan pembayaran retribusi SIPD;

Bukti pehmasan pembayaren retubusi produksi bagi SIPD eksploitasi dan
SIPD.PR,

Bukti suret laik jalan begi SIPD pengangkutan.

Pasal 10

(1) SIPD dan SIPD.PR dicabut/dibatalkan, apabila :

a.

3
J.

C.

4,

SIPD eksplorasi, SIPC pengangkutan, SIPD penjualan dan SIPD.PR dalam
waktu 6 (enam) bulan setelah dikehuarkan iiin belum operasional;

SIPD eksvioitesi dan SIPD pengolahan dalam wetu 3 (tigay mhun setelah
dikeluarikan ijin bejum opcrasional;

Tidak memenuhi Yetentuan dan kewapbm sebagaimana ditetapkan dslam
Peraiuren Daerah ini;

Melanggar Peraturan Perundang-undangan y=ng bectaku.

(2 SIPD dan BIPD.FR berekhis apabiia:
a. Telhk

b.
c.

wbls masa berlscunya dan tidak diperpanjang;
Dikembalitan oleh pemegang ijin;
Dicaout/cibatalken oleh Kepala Dacrah dalam hat ini Kepala Dinas
Pertambengarn.



g~

Luas Wilayah SIPD dan SIPD.PR
Pasal 11

(1) Luas Wilayah Pertambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) buah SIPD maksimal
10 ba (sepuluh hektar). :

(2 Kepeda Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 3 (tiga) buah SIPD.

(3) Pemmohonan SIPD dengan jumlah maksimal 3 (tiga) bush dengen luas masing-
masing maksimal 10 ha (seputuh hektar) untuk bahan galian yang sejenis dalam satu
lokasi, Kepala Dacrah Yang bersangkutar: dapat memberikan 1 (satu) buah SIPD.

(4) SIPD untuk luas wilavah melebihi 50 ha (liraa puluh hektar) hanya dapat diberikan
oleh Kcpala Daerak: setelah mendapat persetuinan Menteri Pertambangan dan Energi
cq Direktur Jenderal Pertambangaa Umum.

492

() SIPD fersebut pada ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberiken untuk 1 (satu) jenis

bahan galian dengan hues viaych maksimal 500 ha (ma ratus hektar).

(6) Luas wileyah SIPD pasir, keriki dan batu di sungai meksimal 1,060 m? (seribu meter
persegi) '
(?) Pemegang SIPD dapat menciufkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan
Kepaia Dacrth. .
Peses 12
Luzs wikzipoos 1 (catm) SIPD.PR makisimal 1060 7 (e2rn maetes passegi).

13
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BAB V
RETRIBUSI
Bagian Pertama

Tarip Retribusi

Pasal 13
Setiap pemegang SiPi ..erkewajiban membayar retribusi:

Recarnya retribusi SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagat
berikut :

a. Retribusi SIPD Eksplorasi sebesar Rp. *.000.-/11a/tahun, perpanjangan ijin sebesas
R;.. 4.000.-/Ha’‘tanur:

- Retribusi SIPD Eksploitasi sebesar Rp. i4.0i:.- T ia‘tabun. perpanjangan ijin sebesa
«p. 12.000.-/Ha/tahun: :

~  neiribasi SIPL Peumian/Pengoiahan sebesar Rp. 200.000.-
d. Retribusi SIPD Penganekutz: sebesar Rp. i 30.000.-
2. Retribusi SIPD Penjuaian sebesar Rp. +73.00u.-

2. tribusi SIPD.PR sebesar Rp. 1.0vv,-/50u m™@ahun.

Pasal 14

Sctiap pemegang SiPD dan S'PN.PR serta ﬁerﬁakaf Behan Galian Golongén Clainnva
wajib membayar retribusi hasil produksi.

Besarnya retribusi hasil produksi sebagaimanz dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah
:abaggi besikut :

14
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No. Jenis Bahan Galian Tarip

I. Nitrat Rp. 1.700,-/Ton

2. Phosphat Rp. 1.800,-Ton

3. Garam batu Rp. 1.700,~/Ton

4. Asbes Rp. 2.100,- /Ton

S. Talk Rp. 2.100,- /Ton

6. Mika Rp. 2.100,~/Ton

7. Magnesit Rp. 2:100,-/Ton

8. Grafii Rp. 2.100,-/Ton

9. Yarosit Rp. 2.100,-/Ton

10. Tawas (Alum) Rp. 1.700,/Ton

11. Leusit Rp. 2.100,-/Ton

17. Oker Rp. 1.400,-/Ton
13. Batu Permata 10% dazi harga jual
14. Batu sefengah Iemmatz 10% dan harga al
15, Pasir Kwarsa Rp. 2.000,-/m’

16. Koalin . Ep. 2.000,-/m.}

17. Fudspar Rp.2.500: o’ .
18. Ginrs Rp. 1.500,- /Ton
19. Biatonit Rp. 1.506,- fTon
26. Batu Aptu:; . Rp. 1.500,-/m’

21. Tras. Ry. 300,¥m’
22. Obsidisn Kp. 850,-/Ton

23. Pedit Rp. 850,-/Ton

24. Tanal Distome
25. Tansk Serap
26. Mame:

27 Batu Tulis

3B. Buiu kapur
9. Dolomit

30. Kalsit

31, Grumt, Andesii, BaseXl Jan lain-isin,

a. Bubulk/pecah (Spiii)
b. Blok

32. Tauah liat
8 Tanah liat tahan api
b. Tanah liat (Clay ball)

Rp. 1.500,-/m’
%p. 1.500,-/m’
Rp. 2.500,-/m’
Rp. 500,-Tom
Rp. 150m’
Kp S5C0./=°

ron T

RBp. 2l Ton

Rp. 1.000, -/m’ (Bshan bangunan)
3

Rp. 2.500,-/m

Rp. 1.500,-/m”
Rp. 1.500,/m’

15
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c. Tansh lat untuk bahan bangunen

(Batu bata, Genteng dsb). Rp. 500,-/m3
d. Tanah urug Rp. 400,-/m’
33. Pasir dan Kerkil : -
& Untuk Bangunan Rp. 500,-/m’
b. Untuk urug Rp. 400,-/m’
34. Zeolt Rp. 1.500,-/Ton
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pasa! 15

(1) Fumungntan Retribusi Hasil Produksi 3ahan Gatian Golornigan C, dapzt dilak:"sn
dengan sistims/cara scbagai besikut
a Sistim Laporan;
v Sisiim Wgjlb Pungut (WAPU),
¢ Sistim Tol/ derlgan benda berharge.

(u; Urnak meleksanakan pemunguter retribusi Cohan Galian Golongan C, Kepala
Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertembangan dapat menunjuk Petugas Wajib
Pungut Retribusi.

Pasal 16

Hesil ~ungutan sebagaimana tersebut Pesal 13 dan Pase! 14 Paaturan Daenh ini disetor

¥e ¥as Daereh pada Benk Membangunan Daersh melalui Bendahara Khusus Peicfima

Dmnss Pertamuangsn.

Pasal 17

(1) Retribusi hasil produa~ Bahan Galian Golongan C, dibayar lunas setelah orung atau
Badan Usaha yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

16
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(2) Bentuk Iaporan pemegeng SIPD sesuai dengan pedoman yeng ditetapkan oleh
Menteri Pertambangan dan Energi.

(3) Pemegang SIPD dan SIPD.PR wajib memberikan peflindungan dan memelihara
keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang ba-lnlm.

(4) Pemegang SIPD dan SIPD.PR wajib memelihara kelestarian sumber daya alam dan
lingkamgan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kewajiban sebagaimana tersebut ayat (3) dan (4) Pasal ini dicantumkan dalam setiap

pemberian SIPD dan SIPD.PR.
Pasal 21

Petucgang SIPD Eksplorasi den Ekspiluitasi. melaksanakan usahanya dengan ketentuan :

a. Sebetum pekerjaan dimulai, terebib dahulu mcmberitahukan kepada masyarakat
setempat dimans jertarabangan akan. dilakukan dengan memperlihatken Surat Ijin
Pertambangan  atau salinsn vang sah.

/_/ Dalam meii.atc” penambangan Bahan Galian Golonean C disuatn wilayah SIPD,

pemegang diwajivkan melakukan rcklamosi sesuzi dengan Pemturan Perundang-

undangan yang berlaku sehingga tidek menin.oifkan masalah gengeran dan
:rnuemamnmlmgp"\gmmdup

BAB VI

EMRMNAAN, PENGFNDALLAM DAY TENCAWASAN
basal 20

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan useha pertambangen Bahen Galian Golongan
C dilakukan oleh Dinas Pertambangan dengan instansi terkait.

18
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BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pesal 23
(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 dan
Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lzmanya 3 (tiga)
bulan atau denda sctinggi-tingginya Rp ?9&92»‘ (lima puluh 1ibu rupiah);
{2) Disemping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada
yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini;

(3} Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB KX

XETENTUAN PENYIDIKAN

)

Pasal 24

Selain oleh Pejabat Penyidik PCLRI yang bertuge~ meny.Gik tindak pidana, penyidiken
atas tindak pidana sebagnimana Zimak—d dalain Pasal 23 Peraturan Daerh ini, dapat
juga dilakukan oleh Penyidis Pegaweal Negeri Sipil di Linekungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkeni perctui 1 perundeng-undangan yang
berlal:.

Pasal 25

Dalam melaksanakan. .tugas. penyidiken, pasa penyidik sebagsimana dimeksvd dalam

Pasal 24 Peraturen Daerah ini berwerang :

a. Menerima laporan atau pengaduan s~seoran~ tertang sdanya tindnk pridana;

b FJakukan- ‘mdakan pertama pada saat itu ditempat xeQOn dan weilkuken
pemerikssan;

19
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- .. - ——p—o

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memerksa tanda pengenal din

tersangka;

Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Memanggil orang untuk didengar dan dipenksa scbagai tersangka atau saksi;
Mendatengkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannys dengan pemeriksaan
perkara,

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dag Penyidik
POLRI, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melahi Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

e

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Selambat-lasabamya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua SIPD
4aa SIPD.PR harus menyesusikan dengan Peraturan Daereh ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hui-hai yang Solum diator dalam Peraturan Daerah i sepanjang mengsnai
relaksanasnnya aken disiur oleh Kepela Duereh.

Pasal 28
Dengan berakunya Peraturan Daerah ini maka reraturan Daerah Propinsi Deerah

Istimewa Yogyakarta Nomc: 3 Tahun 1982 jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Istimewa YCgyakarta Nomor 5 Tuiun $988 dinvetakan tidak berlaku lagi.

20




Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai bedakn pada tanggal damndangian.

5(

- PR e

Agar supaya sebap orang dapat mengetahuinya metnerintahkan pengundangan Pelanm Dacerah
i1 dengan penempatarmya dalam Lernbaran Daerah Promnsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Maret 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penjabat Gubemur
Propinsi Daerah Istimewa Yogyvakarta Kepala Dacrah [stimewa Yogyakarta
ttd ttd

H. SOEDARNO SETOPRADJCXO PAKUALAM VIl

Diundangkan dalam i_embaran Daerah Disahkan oleh Menueri

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Seri : B Nowor : 973.540.34 - 596
Nomor s Tanggal : 27 Agustus 1994

Tangzal @ lo Septemoper 1994

Sekretaris “Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah i1stimewa Yoryakarta
1A

Drs. SUPRASTOWO
NIP. 490 008 85+

Disalin sesuai dengcn aclinya
Yogyvahaiia, 13 Juri 1995

Ka. Bagian Tata Usaha
Dinas Pertambangan Propinsi DIY

S =

SUKIRDJQ SW. BA ﬁ.
NIP 490 008 232

U

21
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALYAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM :

Usaha pertambangan adalah merupakan salah satu potensi Daerah vang perlu dikembangkar
funa menunjang pembangunan Daerah.

Kegirtan usaha pertambangan perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan teniadiny .-
kerusakan dan upaya dimaksud dilaksdiakan melaiui perijinan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Per:crihar
Sebagian TTrus=ii Pemcrinahan Di bidan~ Pertambangan xepada Pemerintah iueri
Tingaat I ju Keputusan Menteri Pertambangan dan Enci2i Nomo: : 9144/K/201/M.PE/ 198
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di bidang Pertambangar Bahan
{3anan Golongar C kepada Femierintah Diopins) Daerah Istimewa Yogyzkarta teiah diatur
Perijinan Usaha Pertampangan Rahan Gaiian Golongan C dengan Perawran Daerah

ubak pertama dengan Foraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yoeyakarta Nomor 3
Tahun 1988.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yoy vakarta Nomor 3 Tahun 1982 dan Peraturar
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Pertambzangan dan Erergi MNomor (03/P/MsPertamben/1531 io hepuiusan
Men:cri Dalam Negeri ivomor : 5 74.545.-1504 tangga! 23 Desember 1987.

Kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Menicri 12alam Negeri Nomior : 32 Tahun
1991 jc Keputnsan Menteri Dalam Hegeri Nomor 72 Tanun 1592 maka Peratuian Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1952 jou Peiaturan Daerah Propinsi

. Daerak Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 perlu diubah dan disesuaikan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Berdasartan Undane-Undang Nomcer 12 Drt Tahun 957 ditentunan buhwa mengadakan.
merubzh aan meniadakan Retritusi Daerali ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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hurufa.7
hurufb.l s.db.6
hurufb.7
hurofb. 8
ayat (2)
hurafadanb
hwrufc
Pasa} 7
Pasal 1T :
ayat (1)
ayat (2)
hurfedand
hwufc
Pasal 11 dan 12
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untuk pertnmbangan disertai dengan dokumen
perjanjian.

- yang dimeksud Peta Wilayah Pertambangan adalsh

peta yang menggambarkan lues wilayeh
Pertambangan yang dimohon dengan batas-batas
yang jelas dalam suatu wilayeh administrasi,
sedangkan peta situasi adalsh peta yang
menggambarkan  situasi  disekitar lokasi
pertambangen, yang mendapat pengesahan Dinas
Pertambangan.

: cukup jelas. '
. yang dimaksud dengan pengelolen lingkungan

hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan,
penataan, pemcliharaan, pengawasan,
pengendalian, pemulihan dan  pengembangan
lingkungan hidup.

: cukup jelas.
: yang dimaksud dengan sungm sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tehun 1991
adalah tempst-tempat dan wacah-wadait  sena

ioringan pengaliran eir dan “mata air sampai muera
w.s.m dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang
pengalirannya oich geris sepadan.

: culap jelas.

cukup jelas.

cukun jelas.
: pcrwabuu.mpembatamn dilaksenakan  setelab
dmdakanpcmbmamnnmsPcmmbmgandanamu ,

adenya putusen pengadilan yang mempuntyai
kekuaten mengikat.

: cukup jelas.

24
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Pasal 13:
ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 14:

Pasal 15:

avat (1)
huruf a

hurufb

huruf.¢

avat (2)
Pasal 16 :
Pasal 17 :

ayat (1) dan (2)
ayat (3)

Pasa: 18 5.4 26
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cukup jelas

cukup jelas

untuk luas kurang dari 500 m* diperlakukan sama
dengan luas 300 - -
cukup jelas

vang dimaksud sistim laporan.adalah pemungutan ’

melalui laporan hasil produksi:dari pemegang SIPD
dan SIPD.PR. ’
vang dimaksud sistim WAPU -adalah pemungutan
retribusi pada kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik
konstruksi vang dilaksanakan baik oleh Pemerintah
maupun swasta, vang belum ierkena punguian
retribusi dengan sistim laporan.

vang dimaksud dengan sistim TOL adalah
pemungutan retribnsi vang dikenakan bagi yang
beium terkena pungutan rewribus sistim 1aporan wxdu
sistin, w AT g i.coksanakan €Tngan
menggunakan harcis venda berharg

cukup jelas.

cukup jelas.
cukup jelas.
vaug dimaksud keringanan adalah keringanan denda
dan keringanz2n pembayaras retribusi aengan <ar?

mengangsuf.

sakup jelas.

25
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib guna menciptakan
penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan serta kegiatan
masyarakat yang kondusif, merupakan kebutuhan mendasar bagi
masyarakat;

b. bahwa organisasi perangkat daerah yang berbentuk Satuan Polisi
Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul ternyata belum dapat mengatasi dinamika
perkembangan dan tantangan tugas yang dihadapi, sehingga perlu
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Muial
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang
Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C
Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Ndmor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Peréetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL.

- BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. :

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. '

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.



menyelenggarakan ketenteraman dan ketertibban umum serta menegakkan Peraturan
Daerah.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas
Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
tenteram, tertib dan teratur.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

BAB il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul.

(1)

(2)

©)

“4)

)

(6)

BAB Il
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 3

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

a. Kepala Satuan;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
c. Bidang Pengendalian dan Operasi, terdiri atas :
1. Seksi Pengamanan dan Peningkatan Kapasitas; dan
2. Seksi Intelijen dan Teritorial;
d. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, terdiri atas :
1. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
2. Seksi Penyuluhan, Pengkajian dan Evaluasi;
e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri atas :
1. Seksi Pengawasan dan Penertiban; dan
2. Seksi Inventarisasi dan Pengaduan;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 4



' l;;\;\;;r’m.da}lnt')'e‘rténgguung ja‘wab'kep'ada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan
Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan.

'3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan
dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada.

(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga
fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Pasal 6

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan
diberlakukannya Peraturan-Daerah ini.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  Bantul
(Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daé€ran In
jengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 September 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 14 TAHUN 200



FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala
Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman dan tentram, tertib dan
teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan
lancar. Selain itu masyarakat juga dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.
Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan
daerah dan dituntut juga untuk dapat menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya
yang berupa peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun
kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram,
tertib dapat terwujud. Munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan
timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah tidak identik dengan dinamika penduduk di
suatu daerah, tetapi juga diukur dengan beban tugas dan tanggung jawab yang
diemban, budaya, sosiologi dan resiko jiwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan
dinamika perkembangan dan tantangan tugas yang dihadapi, sehingga perlu dilakukan
perubahan susunan organisasinya. -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2 '

Cukup jelas
Pasal 3 _

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

21V



SATUAN POLISI PANIUNDL FKAJA NADUFAICEN DANITUVL

Kepala Satuan

Bagian Tata
Usaha

Kelompok Jabatan

Fungsional

l

|

TN WAIVINST N

TANGGAL

Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian

Sub Bagian

Program, Keuangan dan

Aset

Bidang
Pengendalian dan Operasi

Seksi
Pengamanan dan
Pengembangan
Kapasitas

Seksi
Intelijen dan Teritorial

Bidang Bidang
Penegakkan Perda Ketentraman dan
Ketertiban
: |
Seksi Seksi
Penyidikan dan | Pengawasan dan
Penindakan penertiban
Seksi Seksi
Penyuluhan, | ] Inventarisasi dan
Pengkajian dan pengaduan
Evaluasi

BUPATI BAN

M. IDHAM SA





